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diterapkan guna menghadapi persaingan.
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yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan eksternal adalah 
lingkungan umum serta lingkungan industri di luar internal 
perusahaan yang merupakan suatu peluang atau hambatan 
bagi perusahaan. Lingkungan tidak hanya semata-mata 
merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga menjelaskan 
gambaran keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan 
eksternal. Hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas 
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Buku ini berbicara mengenai analisis lingkungan bisnis dan 
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KATA PENGANTAR 

 

Al-Hamdulillaah Rabbi al-‘Alamiin, segala puja-puji hanyalah 

milik Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi 

besar Muhammmad SAW, segenap keluarga, sahabat dan 

pengikut-pengikutnya.  

Hanya berkat taufik, hidayah dan inayah Allah SWT semata 

penulis dapat menysusun buku yang berjudul Analisis 

Lingkungan Bisnis dan Hukum: Konsep dan Permasalahan ini. 

Buku ini adalah materi kuliah untuk mahasiswa, khususnya 

mahasiswa STIE YAI Jakarta dan perguruan tinggi lain pada 

umumnya.  

Dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis 

diperlukan suatu strategi yang tepat guna memenangkan 

persaingan tersebut. Strategi di tingkat operasional akan 

memegang kendali utama terlaksananya tujuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Memberikan perhatian kepada 

lingkungan merupakan cara terbaik untuk merumuskan 

strategi yang akan diterapkan guna menghadapi persaingan. 

Lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan 

eksternal adalah lingkungan umum serta lingkungan industri di 

luar internal perusahaan yang merupakan suatu peluang 

atau hambatan bagi perusahaan. Lingkungan tidak hanya 

semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga 

menjelaskan gambaran keseluruhan terhadap kekuatan 
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lingkungan eksternal. Hal tersebut dapat berdampak pada 

aktivitas organisasi dari segala aspek. 

Buku ini berbicara mengenai analisis lingkungan bisnis dan 

hukum. Semoga dapat menjadi bacaan bermanfaat dalam 

menghadapi dinamika dunia bisnis kekinian yang semakin 

kompleks. 

Akhirnya, kepada para pembaca dengan sadar penulis 

mohon koreksi dan masukan. Tentu tidak sedikit kekurangan 

dan kelemahan terdapat dalam buku ini. 

Jakarta, Januari 2021 

Penulis 
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Bab 1 

Lingkungan Bisnis 

 

 

Lingkungan (environment) dapat diartikan sebagai 

keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan 

kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik 

(tangible) dan nonfisik. Di dalam dunia bisnis, unsur fisik 

misalnya teknologi, kondisi alam dan pemasok 

sedangkan unsur non fisik dapat berupa adat istiadat 

masyarakat, kondisi ekonomi dan lain-lain. 

Pada dasarnya lingkungan organisasi (bisnis) 

adalah segala hal yang mempengaruhi kegiatan 

organisasi (bisnis). Lingkungan bisnis dapat golongkan 

menjadi Lingkungan Eksternal dan Lingkugan Internal. 

Lingkungan eksternal terbagi atas dua sudut pandang, 

yaitu berdasarkan mikro dan makro. 

 

LINGKUNGAN INTERNAL BISNIS 

Lingkungan internal adalah segala macam aspek yang 

mendukung atau juga dapat menjadi penghambat 
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kegiatan operasional perusahaan. Lingkungan ini dapat 

digunakan untuk menentukan kekuatan (Strength) 

perusahaan, dan juga mengetahui Kelemahan 

(Weakness) dari perusahaan. 

Lingkungan internal dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu: 

a. Tenaga Kerja (Man) 

Tenaga Kerja adalah manusia yang menggunakan 

tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan 

balasan berupa pendapatan, baik berupa uang 

ataupun bentuk lainnya kepada Perusahaan atau 

organisasi. 

b. Modal (Money) 

Modal, merupakan dana yang diperlukan untuk 

membiayai operasi bisnis. Investasi oleh pemilik atau 

pemegang saham, pinjaman bank atau keuntungan 

yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli 

bahan baku, menggaji pegawai, membeli mesin dan 

membangun pabrik baru. 

c. Material/ Bahan Baku (Material) 

Material, mengacu pada bahan baku yang 

digunakan dalam proses produksi. Dapat berupa 

Sumber Daya Alam, seperti tanah pertanian atau 

dalam konteks industri seperti bahan mentah dan 
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komponen lain yang langsung diolah dalam proses 

manufaktur. 

d. Peralatan/ Perlengkapan Produksi (Machine) 

Peralatan dan perelngkapan merupakan 

komponen pendukung yang membantu proses 

peningkatan nilai guna (produksi) demi terciptanya 

suatu output secara efektif dan efisien. 

e. Metode (Methods) / Managerial 

Metode mengacu pada kemampuan 

Entrepreneurship yang dikembangkan oleh pengelola 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional 

perusahaan. 

 

LINGKUNGAN EKSTERNAL BISNIS SUDUT PANDANG MIKRO 

Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berada 

diluar batas organisasi dan mempengaruhi organisasi 

tersebut. Adapun faktor-faktor yang termasuk lingkungan 

eksternal bisnis dalam sudut pandang ekonomi mikro 

antara lain: 

a. Pelanggan (Customer), yaitu masyarakat umum 

(rumah tangga) yang berpotensi untuk 

mengkonsumsi output atau barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan, organisasi 
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bisnis, lembaga pemerintahan maupun 

organisasi non-profit lainnya. 

b. Pemasok, adalah pihak yang menyediakan 

faktor-faktor produksi (pasokan) yang 

dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi 

produk atau jasanya. Contoh dari pasokan 

adalah bahan baku/material, peralatan, input 

keuangan dan tenaga kerja. 

c. Perantara, yaitu suatu pihak yang berperan 

sebagi penyalur dari hasil produksi agar sampai 

kepada para pelanggan. 

d. Pesaing, yaitu organisasi tertentu yang 

menawarkan barang dan jasa yang sama atau 

serupa kepada customer atau prospek yang 

sama. 

e. Kreditor, yaitu kelompok kepentingan tertentu 

yang mempengaruhi kegiatan organisasi 

dalam hal keuangan (finansial). Contoh: Institusi 

keuangan (Bank) ataupun individu yang 

memberikan pinjaman dana. 

f. Pemerintah, yaitu badan atau perwakilan yang 

membuat peraturan perekonomian dalam 

tingkat lokal, daerah atau pusat sebagai 

penegak hukum yang berlaku serta peraturan 

yang berpengaruh terhadap kegiatan 

operasional organisasi. 
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g. Pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun 

para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi 

para anggotanya. 

 

 

LINGKUNGAN EKSTERNAL BISNIS SUDUT PANDANG MAKRO 

Adapun yang termasuk kedalam lingkungan eksternal 

bisnis dalam sudut pandang ekonomi makro antara lain: 

Lingkungan Perekonomian, Lingkungan Teknologi, 

Lingkungan Sosial dan Budaya, Lingkungan hukum dan 

politik, Lingkungan Global, Lingkungan Demografi dan 

Lingkungan Industri (Ancaman dan Peluang). 

a. Lingkungan Perekonomian adalah kondisi 

perekonomian dimana tempat bisnis itu 

manjalankan aktivitasnya (beroperasi). Lingkungan 

perekonomian dipengaruhi oleh sistem 

perekonomian yang digunakan suatu negara 

(industri).  

b. Lingkungan Teknologi dan Informasiadalah semua 

atribut yang digunakan perusahaan untuk aktivitas 

mereka. Contohnya seperti informasi, 

pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan 

fisik, elektronik dan telekomunikasi, serta berbagai 

sistem pengelolaan. 

c. Lingkungan Hukum dan Politik, biasanya dalam 

bentuk regulasi pemerintah. Berbagai perwakilan 
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dari pemerintah mengelola dan memberi 

kebijakan seputar bidang-bidang penting seperti 

praktek periklanan, pertimbangan keamanan dan 

kesehatan, serta standar perilaku bisnis yang dapat 

diterima.Stabilitas Politik merupakan sebuah 

pertimbangan penting, khususnya untuk 

perusahaan-perusahaan internasional. Tidak ada 

bisnis yang ingin membangun bisnisnya dengan 

negara lain kecuali hubungan dagang denagan 

negara tersebut dikelola dengan baik. 

d. Lingkungan Sosial dan Budayaadalah aspek-aspek 

tertentu yang memepengaruhi persepsi seseorang 

terhadap perusahaan (produk yang ditawarkan) 

berdasarkan hal-hal yang dapat diterima/ standar 

masyarakat yang merupakan akibat dari 

kebiasaan (norma-norma) dari masyarakat itu 

sendiri. 

e. Lingkungan Globalmerupakan kondisi internasional 

yang juga merupakan salah satu faktor utama 

yang mempengaruhi bisnis dikarenakan 

perusahaan besar maupun kecil yang ada di 

dalam negeri semakin ditantang dengan 

meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak 

dari adanya pasar global yang merupakan bagian 

dari lingkungan eksternal. 

f. Lingkungan DemografiAdapun yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan menyangkut 

lingkungan demografi diantaranya adalah ukuran 
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populasi, struktur masyarakat umum, distribusi 

geografis, pencampuran etnis serta distribusi 

pendapatan. Hal ini sangat memepengaruhi pasar 

(permintaan). 

g. Lingkungan Alamadalah kondisi alam yang 

bejalan secara alamiah dimana perusahaan itu 

menjalankan aktivitasnya. contohnya: iklim, cuaca, 

topografi, dan kondisi geografis wilayah maupun 

sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu 

negara atau wilayah. 

 

KOMPONEN ORGANISASI BISNIS 

Menurut Raymond Eugene Glos menyatakan pengertian 

organisasi bisnis di dalam bukunya yang berjudul 

“Business: It’s Nature and Enviroment: An Introduction”. 

Menurutnya, bisnis merupakan semua kegiatan yang 

telah diorganisasikan oleh banyak orang yang mana 

mereka berkecimpung di dunia perindustrian dan 

kemudian sebuah organisasi atau perusahaan akan 

melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas 

produknya.Sedangkan perusahaan yaitu sebuah 

organisasi yang di dalamnya memproses sumber daya 

ekonomi serta keahlian sehingga akan tercipta suatu 

barang maupun jasa. Kemudian hasil tersebut akan 

ditujukan kepada para konsumen yang diharapkan 

supaya perusahaan mendapatkan keuntungan. 
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Berikut ini adalah komponen-komponen organisasi 

bisnis: 

a. Pasar, yakni konsumen yang banyak memakai jasa 

maupun barang dari perusahaan-perusahaan 

besarserta tidak bisa terkendalikan oleh 

perusahaan itu sendiri. Ada beberapa bentuk 

pasar antara lain pasar monopoli, pasar 

persaingan sempurna, pasar oligopoli dan lain 

sebagainya. 

b. Perusahaan, yakni bersangkutan dengan elemen-

elemen di internal perusahaan seperti fungsional 

perusahaan dan juga tingkatan manajemennya. 

Contohnya pada sisi fungsional, antara lain 

produksi, SDM, pemasaran, keuangan, operasi dan 

lain sebagainya. Sedangkan di sisi tingkatan 

manajemennya yang terbagi ke dalam 

manajemen tingkat atas, manajemen tingkat 

menengah serta manajemen tingkat bawah. 

c. Pihak eksternal, yakni di mana kondisi organisasi 

yang bersifat tak dapat dikendalikan lagi. Kondisi 

tersebut antara lain situasi politik, ekonomi, sosial, 

lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan pihak 

eksternal yang lainnya yang banyak memberikan 

pengaruh yaitu kompetitor atau pesaing 

organisasi. Mereka akan membuat jasa maupun 

barang terlibat ke dalam suatu pusara persaingan 

untuk bisa mendapatkan pasar. 
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d. Konsep perubahan, yaitu konsep yang akan selalu 

terjadi. Di dunia ini terutama akan selalu terjadi 

perubahan-perubahan, baik itu di dalam atau jiga 

di luar organisasi. Perubahan tersebut haruslah kita 

antisipasi secara baik. Dengan demikian, 

kelemahan serta ancaman pada kelangsungan 

hidup organisasi bisa diatasi dengan baik. 

 

KATEGORI BENTUK ORGANISASI BISNIS 

Di dalam dunia perindustrian ada 2 bentuk bisnis, yaitu 

organisasi bisnis yang ruang geraknya di bidang 

manufaktur serta organisasi bisnis yang bergerak pada 

bidang jasa. Industri manufaktur sendiri yakni suatu 

organisasi bisnis yang terjun di dalam dunia produksi 

barang yang bisa dilihat fisiknya. Sedangkan organisasi 

yang bergerak di bidang jasa merupakan suatu 

perusahaan yang ikut terlibat di dalam suatu produksi non 

konstruksi fisik atau disebut intangible.  

Bentuk-bentuk organisasi bisnis dibagi ke dalam 7 

bagian, yaitu yang dilihat dari segi hukum: 

1. Perusahaan Perseorangan adalah salah satu 

perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh 

seseorang. Di satu pihak pengelola lah yang akan 

memperoleh semua keuntungan dari perusahaan 

tersebut, sedangkan dari pihak lainnya juga ikut 
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bertanggung jawab apabila terjadi risiko yang 

muncul di dalam semua kegiatan perusahaan 

tersebut. 

2. Perseroan Komanditer (CV) merupakan salah satu 

persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya 

terdiri dari sejumlah orang. Mereka semua sudah 

menyerahkan sejumlah dana dengan tidak harus 

sama jumlahnya dengan anggota lainnya. Sekutu 

dalam CV atau perseroan komanditer ini juga 

dibagi dalam dua macam, yakni sekutu 

komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu 

komplementer merupakan orang-orang yang ada 

di dalam perusahaan tersebut yang bersedia untuk 

mengatur perusahaan. Sedangkan sekutu 

komanditer, yakni orang-orang yang ada di 

dalamnya sudah mempercayakan uangnya 

beserta dengan tanggung jawab yang terbatas 

dari kekayaan yang dilibatkan di dalam CV. 

3. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu 

badan usaha yang telah memiliki hak, kekayaan 

dan juga kewajiban yang secara terpisah dari 

yang sudah mendirikan dan juga yang 

mempunyai. Tanda dari seseorang ikut serta di 

dalam perseroan terbatas yaitu dengan cara dia 

punya saham perusahaan yang mana semakin 

banyak saham yang ia punya maka akan semakin 

besar perannya dan juga kedudukannya di dalam 

perusahaan tersebut. Jika sewaktu-waktu 
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perusahaan punya utang, maka harta masing-

masing anggotanya tidak akan bisa ikut 

dipertanggungjawabkan dari utang perusahaan 

itu. Namun hal tersebut hanyalah bersifat terbatas 

pada sahamnya saja. 

4. Firma merupakan salah satu dari bentuk 

perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri 

dari sejumlah orang dengan menggunakan satu 

nama bersama. Di dalam firma ini semua anggota 

punya tanggung jawab sepenuhnya, baik itu 

tanggung jawab sendiri-sendiri maupun bersama-

sama pada perusahaan pada pihak yang lainnya. 

Jika suatu saat terjadi kerugian, harga seluruhnya 

akan ditanggung secara bersama-sama, bahkan 

bila perlu menggunakan seluruh kekayaan milik 

pribadi. Sedangkan jika salah satu dari anggota 

tersebut keluar, maka akan secara otomatis firma 

telah bubar. 

5. Perusahaan Negara (PN)yakni organisasi yang 

ruang geraknya ada di bidang usaha. Sedangkan 

semua modalnya yang menanggung adalah 

negara. Kecuali jika sewaktu-waktu ada hal-hal 

khusus yang berdasarkan undang-undang. 

perusahaan negara ini didirikan dengan tujuan 

untuk membangun perekonomian nasional 

sehingga menuju masyarakat yang berkeadilan 

dan makmur. 
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6. Perusahaan Pemerintah LainnyaPerusahaan 

jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum 

atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD 

merupakan perusahaan milik pemerintah lainnya. 

Untuk perusahaan Persero dan juga perusahaan 

daerah merupakan perusahaan pemerintah yang 

bertujuan mencari keuntungan untuk negara. 

Sedangkan untuk perusahaan pemerintah perum 

dan perjan semata-mata tidak untuk mencari 

keuntungan finansial saja. 

7. Koperasi merupakan salah satu bentuk dari badan 

usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi. 

Koperasi ini dibentuk dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dari para anggota di dalamnya. 

Sifatnya adalah pribadi, murni dan juga tidak 

dapat dialihkan. 

 

TEORI LINGKUNGAN BISNIS 

Lingkungan bisnis (business environment) mengacu pada 

serangkaian kondisi atau kekuatan yang memengaruhi 

fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di 

dalam organisasi. Memahami sifat lingkungan bisnis dan 

perubahannya adalah bagian penting dari analisis bisnis 

dan dalam merancang strategi kompetitif. Itu untuk 

memastikan perusahaan memiliki strategi sukses yang 

tepat, tidak hanya sekarang tetapi juga di masa depan. 
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Menurut Thomas L. Wheelen dalam 

bukunya”Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis.” 

lingkungan eksternal dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1. Lingkungan fisik alami (natural physical 

environment) terdiri dari sumber daya fisik, iklim, 

dan satwa liar. Mereka adalah lingkungan luar 

dan mempengaruhi dua lingkungan lainnya 

(lingkungan sosial dan lingkungan tugas). 

2. Lingkungan sosial (societal environment) setiap 

perubahan dalam lingkungan alam dapat 

memiliki implikasi untuk perubahan dalam 

kebijakan politik dan ekonomi, sosial budaya, 

dan teknologi, tetapi tidak sebaliknya. Misalnya, 

tekanan pemanasan global memengaruhi cara 

pemerintah mengambil kebijakan ekonomi. Ini 

juga memengaruhi komunitas dalam 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

tersebut. Tetapi, baik pemerintah maupun 

masyarakat, mereka tidak dapat 

mempengaruhi suhu global. 

3. Lingkungan tugas (task environment) 

mencakup interaksi antara perusahaan dan 

para pemangku kepentingannya. Mereka 

terdiri dari pemerintah, kelompok kepentingan 

khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi 

perdagangan, serikat pekerja, kreditor, dan 

masyarakat. 
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Lingkungan eksternal yang dinamis memaksa perusahaan 

untuk merespons dengan cepat dan tepat. Perencanaan 

skenario, intuisi, dan pendekatan pembelajaran sangat 

penting untuk merespons. Ini juga membutuhkan struktur 

organisasi yang fleksibel sehingga keputusan dapat 

diambil dengan cepat. 

 

DINAMIKA LINGKUNGAN BISNIS 

Ketika perusahaan dihadapkan dengan dinamika 

lingkungan bisnisnya, maka   pemimpin   harus   dengan   

cepat   mengambil   keputusan   taktis   terkait 

pengendalian manajemen untuk mencegah terjadinya 

risiko berupa control cost dari perubahan lingkungan 

bisnis yang tidak dapat dikendalikan tersebut.  Beberapa 

lingkungan bisnis yang sangat berpengaruh dalam setiap 

proses   dan   kegiatan   yang   dilakukan   adalah   

lingkungan   sosial   dan   hukum, perekonomian, 

persaingan   dan   globalisasi, erta   lingkungan   teknologi   

yang   belakangan ini semakin berkembang pesat. 

Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam 

menghadapi perubahan bisnis, yaitu: 

a. Meningkatkan Kualitas SDM 

Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang 

dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat 

ketat dengan cara memberikan pelatihan, 
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pengetahuan tentang teknologi saat ini dan juga 

dengan meningkat kualitas diri sendiri sebagai 

pemimpin di suatu bisnis. 

b. Responsif 

Cepat tanggap dan responsif terhadap 

perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki 

SDM yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat 

peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan 

konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitor 

membutuhkan strategi yang ampuh untuk 

menghadapinya. Jika salah dalam menangani 

keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa, 

dan meninggalkan Anda, kemudian beralih ke 

kompetitor. 

c. Upgrade Teknologi 

Karena perkembangan dan pertumbuhan 

teknologi yang sangat cepat maka kita harus bisa 

mengembangkan teknologi yang mendukung usaha 

kita dengan cara mengganti teknologi yang lama 

dengan teknologi yang baru sehingga dapat 

menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk 

dapat bersaing dengan kompetitor. 

d. Meningkatkan Akses Informasi 

Informasi merupakan sesuatu yang penting saat ini. 

Sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber 

informasi yang kita dapat bukan hanya dari Televisi, 
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Radio atau surat kabar tetapi juga melalui Internet, 

social media untuk mendapatkan informasi yang lebih 

banyak dan juga dengan mengembangkan sumber 

informasi maka pengetahuan dan wawasan kita juga 

ikut bertambah. 

e. Evaluasi Pencapaian Target 

Jika kita menjalani suatu bisnis maka diperlukan 

adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan bisnis yang sudah kita jalani apakah 

sudah baik atau masih ada kekurangan yang ada di 

dalam bisnis kita. 
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Bab 2 

Lingkungan Politik Dalam 

Organisasi Bisnis 

 

 

PENTINGNYA MEMAHAMI LINGKUNGAN POLITIK 

Dalam berbisnissangat penting mempertimbangkan risiko 

politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perubahan 

dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu 

negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor 

keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik 

umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta 

situasi politik dan keamanan di suatu negara. Faktor-faktor 

tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu 

bisnis. Jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara 

umum akan berjalan dengan lancar. Lingkungan politik 

mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan, yang 

berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu 

negara, yang memengaruhi perusahaan.  

Pemerintah, di sini, memiliki arti luas, dapat merujuk 

kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga 

pemerintah, lembaga pemerintah independen seperti 
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Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Masalah 

politik menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, 

sifat organisasi politik, dan sistem partai. Dalam beberapa 

kasus, lembaga transnasional seperti Organisasi 

Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia juga termasuk 

dalam kategori ini. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini juga 

mencakup berbagai lembaga yang memiliki kewenangan 

untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan. 

 

DAMPAK LINGKUNGAN POLITIK TERHADAP BISNIS 

Pembentukan pola bisnis senantiasa berkait erat dengan 

politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan 

atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap 

kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, 

termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan 

kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. 

Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif 

akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi 

politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur 

ketidakpastian dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja 

sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, 

yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak 

lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, 

IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing 

mempertimbangkan  peristiwa politik nasional dan lebih 
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merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan 

politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. 

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan 

campur tangan pemerintah dalam  bidang 

perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan 

politiknya demokratis. Ada  politik yang bersifat 

intervensionis secara penuh dengan dukungan 

pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang 

cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat/ ikut 

campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. 

Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni 

pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam 

bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk 

menunjang perekonomian dan bisnis. 

Perubahan iklim politik dapat membawa risiko yang 

signifikan. Hal ini dapat membahayakan strategi 

perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah 

contohnya. Beberapa yang lain juga memiliki efek 

menguntungkan seperti privatisasi dan penegakan hukum 

yang ketat. Daftar variabel penting dari lingkungan politik: 

 Peraturan dan kebijakan 

 Birokrasi 

 Stabilitas sistem politik, termasuk perubahan 

kepemimpinan 
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 Komitmen untuk menegakkan aturan, seperti 

kepemilikan atau hak kontraktual 

 Korupsi 

 Kebebasan pers 

 Privatisasi atau nasionalisasi. 

 Deregulasi 

Perubahan kebijakan dan peraturan memiliki paparan 

signifikan terhadap bisnis antara lain: 

 Aturan anti monopoli atau persaingan mengatur 

perusahaan bisnis dan mempromosikan persaingan 

untuk kepentingan konsumen 

 Peraturan perburuhan mengatur hubungan pekerja-

pengusaha. Mereka dapat terdiri dari upah 

minimum, praktik diskriminatif, persyaratan kerja, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan pemecatan 

 Undang-undang perlindungan data yang mengatur 

pengelolaan informasi pribadi. 

 Hukum lingkungan mencakup aspek hukum tentang 

bagaimana bisnis harus beroperasi ramah 

lingkungan. 

 Kebijakan pajak (tarif dan insentif pajak) mengatur 

pungutan wajib terhadap perorangan atau entitas 

oleh pemerintah. 

 Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota impor, 

dan prosedur administrasi yang terkait dengan 

ekspor-impor. 
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 Undang-undang kekayaan intelektual mengatur 

perlindungan hak cipta, paten, dan perlindungan 

kekayaan intelektual lainnya. 

 Kebijakan subsidi, baik bisnis maupun perorangan, 

seperti subsidi ekspor dan subsidi pendidikan. 

 Kebijakan tata kelola perusahaan untuk memastikan 

bahwa perusahaan beroperasi secara transparan 

dan etis untuk mempromosikan praktik bisnis yang 

etis. 

 

PETA POLITIK NASIONAL 

Peta politik meliputigambaran wilayah, medan, situasi 

dan kondisi politik dalam suatu medan/areatertentu. Peta 

Nasional dan lokal merujuk pada wilayah dimana politik 

itu beroperasi. Peta politik berlangsung sangat dinamis, 

mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi 

politik yang ada dan terjadi pada wilayah medan politik. 

Politik sebagai sebuah terminologi mengadung arti 

sangat luas, diartikan sebagai upaya mengatur negara 

dan melaksanakan pemerintahan melalui proses 

perebutan kekuasaan yang konstitusional dengan 

menggunakan kekuasaan yang diraih dan kekuatan 

yang dimiliki bagi kesejahteraan rakyat. 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi 

menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Hal 
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tersebut merupakan hasil rapat pleno terbuka penetapan 

kursi dan calon terpilih Anggota DPR dan DPD pada 

Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU)  menetapkan 

ada sembilan nama partai politik (parpol) yang lolos 

ambang batas atau parliamentary threshold di atas 

empat persen. 

Perolehan lengkap suara parpol Pileg 2019 adalah: 

1. PDI Perjuangan : 27.053.961 suara (19,33 persen) 

2. Partai Gerindra: 17.594.839 suara (12,57 persen) 

3. Partai Gokar: 17.229.789 suara (12.31 persen) 

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 13.570.097 suara 

(9,69 persen) 

5. Partai Nasdem: 12.661.798 suara (9,05 persen) 

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 11.493.663 suara 

(8,21 persen) 

7. Partai Demokrat: 10.876.057 suara (7,77 persen) 

8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9.572.623 suara (6,84 

persen) 

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,323.147 

suara (4,52 persen) 

10. Perindo 3.738.320 (2,67 persen) 

11. Berkarya 2.929.495 (2,09 persen) 

12. PSI 2.650.361 (1,89 persen) 

13. Hanura 2.161.507 (1,54 persen) 

14. PBB 1.099.848 (0,79 persen) 

15. Garuda 702.536 (0,50 persen) 
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16. PKPI 312.775 (0,22 persen) 

 

Sedangkan rincian perolehan total 575 kursi sembilan 

parpol yang lolos ke parlemen adalah : 

1. PDIP 128 Kursi 

2. Golkar 85 kursi 

3. Gerindra 78 kursi 

4. Nasdem 59 kursi 

5. PKB 58 kursi 

6.  Demokrat 54 kursi 

7. PKS 50 kursi 

8. PAN 44 kursi 

9. PPP 19 kursi 

    

Peta Politik Nasional 2019-2024 tentunya akan diwarnai 

dengan dukungan kursi Partai Politik di DPR sebagai hasil 

Pemilu 2019. Legislatif akan berpengaruh pada keputusan 

penetapan kebijakan-kebijakan Pemerintahan. Dari 

Komposisi DPR baru ini yang diharapkan oleh pelaku bisnis 

adalah: 

1. Terciptanya iklim kebijakan investasi dan usaha 

nasional yang transparan, berdaya saing dan 

konsisten dengan arah reformasi kebijakan 

ekonomi nasional, yang diperlukan oleh pelaku 

usaha juga untuk menarik investor asing. 

2. DPR  punya prioritas kebijakan yang prudent sesuai 

dengan kebutuhan percepatan reformasi ekonomi 

nasional dan berdaya saing di level global. 
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3. Terakomodirnya agenda reformasi kebijakan 

ekonomi nasional yang terhambat 

pelaksanaannya, atau tidak menunjukkan hasil 

yang diharapkan pelaku usaha karena perlunya 

perubahan UU. 

4. Perubahan proses di DPR selama ini yang masih 

kurang transparan dan cenderung tidak 

menganalisis dampak ekonomi kepada cost of 

doing business di Indonesia. 

 

Dalam kampanye calon Presiden, isu ekonomi dianggap 

menjadi isu yang paling penting dalam kampanye politik 

karena rakyat mengharapkan pemimpin yang mampu 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kebijakan 

yang langsung dirasakan rakyat seperti Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), penurunan harga BBM, sekolah 

gratis dan kredit usaha mandiri menjadi isu utama 

memperoleh dukungan masyarakat. Kebijakan-kebijakan 

tersebut tentu mempengaruhi pertimbangan Pelaku 

Bisnis. 

Selain itu adanya Pilkada Serentak pada masa 

Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada Desember 

2020, juga memberi warna sendiri terhadap Peta Politik 

Lokal maupun Nasional.  
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HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAM 

Hubungan internasional menyangkut hubungan-

hubungan secara internasional dengan negara-negara 

lain dan perusahaan-perusahaan asing. Aliran dana ke 

luar negeri untuk membiayai impor dan pemasukan 

kedalam negeri dari hasil ekspor pembayaran 

internasional dan mutinasional untuk menunjang 

pengembangan bisnis di Indonesia, dapat dianggap 

sebagai lingkungan internasional. 

Perdagangan internasional menyatukan orang 

dan bisnis dengan cara baru dan komplek. Pola 

perdagangan internasional tumbuh lebih komplek, 

pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang 

melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara 

yang mau menerima produk-produk manufaktur yang 

berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah 

yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan 

yang tidak jujur dari para pesaing luar negeri. Hal-hal 

inilah yang menjadi perhatian untuk dijadikan dasar 

adanya kerjasama dan kesepakatan regulasi 

internasional. 

Faktor lain yang dijadikan pertimbangan bisnis 

internasional atau perusahaan internasional adalah 

stabilitas politik. Tidak ada bisnis yang ingin membuka 

perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang 

dengan negara tersebut tidak stabil. 
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Adanya perjanjian antar negara seperti APEC, 

AFTA, MEE , NAFTA semakin memberikan fasilitas dan 

mempermudah perkembangan ekonomi global.  Adanya 

persaingan yang semakin ketat baik di pasar domestik 

dan pasar internasional mendorong banyak perusahaan 

untuk memaksimalkan kombinasi biaya produksi yang 

paling murah walaupun harus berasal dari berbagai 

negara sehingga akan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain 

Isu-isu ekonomi bisa menjadi isu politik atau 

sebaliknya. Pertemuan APEC yang notabene adalah 

forum ekonomi beberapa kali memasukkan isu terorisme 

dalam agenda pembicaraan. Bagi pebisnis sendiri, 

stabilitas politik sangat penting mengingat investasi yang 

ditanamkan dalam jumlah yang (sangat) besar. Stabilitas 

politik dapat menjamin stabilitas ekonomi demikian pula 

sebaliknya stabilitas ekonomi akan meningkatkan 

stabilitas politik karena rakyat yang semakin makmur akan 

berkurang keinginannya untuk berbuat hal-hal yang 

anarkis. 

Selain Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis 

dan HAM, ruang lingkup tanggung jawab korporasi/bisnis 

yang bersinggungan dengan HAM juga dapat ditemukan 

pada ISO 26000 Guidance Standard on Social 

Responsibility. Terdapat beberapa prinsip yang terdapat 

dalam standar ISO 26000, yang meliputi:  
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1. Kepatuhan kepada hukum;  

2. Menghormati instrumen/badan-badan 

internasional;  

3. Menghormati pemangku kepentingan 

(stakeholders) dan kepentingannya; 

4. Akuntabilitas dan transparansi; 

5. Perilaku yang beretika; 

6. Melakukan tindakan pencegahan; 

7. Menghormati HAM. 

Keberadaan bisnis dan korporasi di Indonesia memiliki 

peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Bisnis menciptakan 

lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang 

maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi 

karyawan dan para pemegang saham. Namun demikian, 

di sisi yang lain keberadaan Bisnis juga memiliki dampak 

yang merugikan masyarakat secara luas maupun 

individu.  

Pencemaran dan kerusakan lingkungan, produksi 

barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, 

penggusuran, konflik sumber daya alam memperlihatkan 

adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia 

(HAM). Seiring dengan menguatnya peran bisnis dan 

korporasi dalam era globalisasi ekonomi, bisnis/korporasi 

juga bertanggung jawab untuk menghormati HAMkarena 

keberadaannya berpotensi melanggar HAM. 
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PERAN SERTA PELAKU ORGANISASI BISNIS DALAM 

LINGKUNGAN POLITIK 

Bisnis tidak bisa lepas dari peraturan dan kebijakan yang 

telah dibuat oleh pemerintah di suatu Negara. Aturan 

tersebut harus ditaati dan dijalankan demi kelangsungan 

usaha, untuk itu manajer harus mampu memahami situasi 

dan kondisi politik dan harus ikut serta aktif dalam proses 

kebijakan pemerintah. Mereka harus memastikan ikut 

terlibat langsung untuk mempengaruhi kebijakan 

pemerintah dalam mengambil keputusan. Peluang bisnis 

untuk ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan  tiap 

Negara sangatlah berbeda-beda, tergantung seberapa 

besar Negara tersebut melibatkan bisnis untuk ikut serta 

dalam menentukan kebijakan yang sangat 

mempengaruhi ekonomi suatu Negara. 

Di era modernisasi sekarang ini dengan semakin 

berkembangnya teknologi internet, maka orang semakin 

mudah untuk mengakses salinan digital film dan hiburan 

lainnya tanpa harus membayar royalty ke perusahaan 

dan artis, hal ini berdampak pada berkurangnya 

pendapatan perusahaan. Untuk itu peran manajer 

perusahaan sangat penting untuk mempengaruhi 

pemerintah dalam membuat peraturan atau undang-

undang yang dapat melindungi hak dan kekayaan 

perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat eksis 

dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis melihat dirinya 
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sebagai penyeimbang kekuatan di arena politik sehingga 

mereka percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak 

berperan aktif dalam politik. 

Fakta di Negara-negara di dunia banyak yang 

memberi kesempatan bisnis terlibat langsung dalam 

diskusi politik, memperkenalkan dan memberikan 

kontribusi dalam pembuatan draf hukum dan peraturan 

yang sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis itu 

sendiri. 

Banyak kelompok dan golongan yang mempunyai 

suara di politik dan sangat berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

kelompok itu sering menggunakan taktik yang sama 

dalam bisnis untuk mempengaruhi pejabat pemerintah , 

hasil pemilu dan peraturan yang dibuat demi 

kepentingan kelompok tersebut. 

Bisnis dan kelompok yang berkepentingan tidak 

selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi sering 

ada dua atau lebih kelompok yang bergabung bersama-

bersama untuk mengatur dan menentang undang-

undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut 

kepentingan mereka berdampak negatif bagi 

perkembangan usahanya. 

Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah 

yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, 

mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk 
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mendapatkan keuntungan, sebagai contoh mengubah 

atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan 

dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang 

dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi 

pesaing mereka dan untuk menggunakan hak mereka 

dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Beberapa perusahaan pada dasarnya 

menunggu masalah kebijakan publik, untuk muncul 

sebelum membangun strategi dalam mengatasi masalah 

tersebut. 

Sebagian besar perusahaan memahami 

pentingnya memiliki strategi politik perusahaan, yaitu 

apakah perusahaan memiliki sumber daya yang 

substansial untuk melobi para politisi atau hanya 

mencoba untuk bertemu politisi lokal di pertemuan 

komunitas. Semua perusahaan perlu memiliki tujuan yang 

jelas, pesan dan rencana untuk terlibat dalam lingkungan 

politik meskipun tidak jarang strategi terbaik kadang juga 

bisa menjadi gagal. 

 

PERAN POLITIK BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN 

PEMERINTAH 

Terdapat dua jenis peran politik bisnis dalam 

hubungannya dengan Pemerintah, yaitu: 
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Pertama, Hubungan Kerjasama Bisnis dengan 

Pemerintah. 

Pemerintah menjaring bekerja sama dengan 

perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif 

dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari 

kerjasama ini  terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa 

dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai 

sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk 

menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan 

perusahaan. 

Kedua, Konflik Pemerintah dengan Bisnis. 

Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis 

yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan 

pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai 

salah satu bentuk kegagalan dari industri pengauditan, 

badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika 

(SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act  pada tahun 2003. 

Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik 

untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan 

kepada kliennya. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat 

mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan 

salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. 

Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis. 

Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin 

adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan 

pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan 

secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan 
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menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan 

positif bisnis dan pemerintah. 

 

TAKTIK DAN TINGKATAN DALAM LINGKUNGAN POLITIK 

UNTUK ORGANISASI BISNIS 

Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang 

diambil oleh organisasi untuk memperoleh, 

mengembangkan dan menggunakan kekuasaan untuk 

mendapatkan keuntungan. Strategi ini bertujuan untuk 

menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk 

menghalangi pesaing mereka dan untuk menggunakan 

hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah. Strategi bisnis dalam mempengaruhi 

pemerintah adalah: 

1) Informasi strategi: 

a. Melobi 

b. Komunikasi langsung 

c. Mengambil informasi dari pakarnya 

2) Keuangan – strategi imbalan 

a. Berkontribusi dalam politik 

b. Membangun ekonomi 

c. Bantuan konsultasi politik 

d. Perwakilan perusahaan dalam politik 

3) Membangun strategi 

a. Koalisi stakeholder 

b. Dukungan iklan 
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c. Hubungan masyarakat 

d. Tantangan hukum 

 

Gerakan taktik politik organisasi bisnis antara lain: 

1. Mempromosikan informasi dan strategi 

Beberapa perusahaan mencoba mengejar strategi politik 

untuk mempengaruhi pembuat kebijakan pemerintah 

demi kepentingankelancaranusahamereka. Lobi adalah 

salah satu alat politik yang sering dipakai, tetapi 

beberapa perusahaan kadang juga menggunakan 

komunikasi secara langsung dengan pembuat kebijakan 

di pemerintahan untuk mempengaruhi peraturan dan 

undang-undang yang dibuat. 

1) Melobi 

Melobi melibatkan hubungan langsung dengan 

pemerintah untuk mempengaruhi pemikiran dan 

tindakan tentang suatu masalah publik. Pelobi 

berkomunikasi untuk membujuk orang lain untuk 

mendukung kepentingan organisasi agar mereka 

mempertimbangkan regulasi, hukumdan peraturan. 

2) Komunikasi langsung 

Bisnis juga dapat mempromosikan langsung strategi 

informasi melalui komunikasi langsung dengan 

pembuat kebijakan. Bisnis sering mengundang 

pejabat pemerintah untuk mengunjungi tempat 

usaha untuk memberikan pidato kepada karyawan, 
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menghadiri upacara penghargaan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial perusahaan. 

Selain itu bisnis biasanya juga diundang dalam 

forum oleh pemerintah untuk memberikan informasi 

ekonomi yang berguna dalam pertimbangan yang 

diambil untuk mengambil kebijakan publik, sehingga 

itu menjadi kesempatan para pebisnis untuk 

mengemukakan keinginan dan tujuannya. 

3) Mengambil informasi dari pakarnya 

Sebuah metode yang umum memberikan infomasi 

kepada legislator untuk CEO dan eksekutif untuk 

memberikan informasi di forum. Bisnis mungkin dapat 

memberikan fakta-fakta dan alasan tertentu yang 

dapat mempengaruhi pemimpin pemerintah, salah 

satunya adalah dengan cara membantu kampanye 

atau dukungan politik. 

 

2. Promosi keuangan dalam strategi imbalan 

Bisnis dapat mempengaruhi pembuat kebijakan 

pemerintah dengan menyediakan insentif keuangan, 

yaitu dengan memberikan imbalan kepada pembuat 

peraturan dan undang-undang dengan harapan bisa 

membujuk untuk menitipkan kepentingan dalam 

peraturan yang dikeluarkan  oleh pemerintah. 

1) Komite aksi politik 
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Adalah Salah satu alat yang digunakan bisnis untuk 

membentuk dan berkontribusi ke komite politik 

secara hukum, karena berpidato secara langsung 

untuk mendukung salah satu calon kandidat 

penguasa tidak diperbolehkan. Perusahaan tidak 

boleh menyumbangkan dananya untuk kampanye 

melainkan harus memberikan sumbangan atas 

nama individu. 

2) Memperluas pengaruh ekonomi 

Memperluas pengaruh ekonomi terjadi ketika bisnis 

menggunakan kekuatan ekonomi untuk 

mengancam pemerintah dalam mengambil 

kebijakan yang terkait dengan permasalahanbisnis, 

ancaman itu seperti meninggalkan kota atau 

sebuah Negara apabila kebijakan yang dikeluarkan 

sangat memberatkan bisnis dalam menjalankan 

usahanya. Dan cara-cara ini juga dapat digunakan 

untuk membujuk pemerintah untuk mendukung 

bisnis. 

3) Mempromosikan Strategi Membangun konstitusi 

Strategi terakhir yang digunakan bisnis dalam 

mempengaruhi kebijakan politik adalah dengan 

cara mencari dukungan kepada orang, masyarakat 

atau organisasi yang kekuatan di politik. Seperti 

dukungan para stakeholder atau dengan cara lain 

yaitu menggunakan media periklanan dalam  

mendukung kampanye politik sebagai bukti 

dukungannya bisnis kepada partai tertentu. 
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4) Hubungan Masyarakat dan Asosiasi  

Bisnis juga dapat mengambil keuntungan dari 

hubungan masyarakat dan publik mengenai isu-isu 

permasalahan politik, seperti komentar masalah 

politik untuk mengusulkan undang-undang atau 

peraturan yang memihak pada kepentingan bisnis. 

5) Tantangan hukum 

Tantangan hukum adalah sebuah taktik politik 

bisnis, dalam pendekatan ini bisnis berusaha untuk 

menentang peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah.  
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Bab 3 

Tanggung Jawab Sosial 

Organisasi Bisnis 

 

 

PENGERTIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

Pengertian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan 

terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. CSR ialah sebuah pendekatan 

dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial 

di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi 

mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip 

kemitraan dan kesukarelaan (Nuryana, 2005). 

Menurut Kotler dan Nancy (2005) mengemukakan 

bahwa CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan 

untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui 

praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian 

sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut World 

Business Council for Sustainable Development 

mengemukakan bahwa CSR merupakan komitmen 
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berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku 

etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, 

seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan 

keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas 

pada umumnya. Upaya sungguh-sungguh dari entitas 

bisnis meminimumkan dampak negatif dan 

memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap 

seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, 

sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

Jadi, secara garis besar CSR adalah tanggung 

jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar 

tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak 

memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. CSR 

berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di 

Perusahaan dan dimasyarakat. Etika yang dianut 

merupakan bagian dari budaya (corporate culture); dan 

etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari 

budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau azas yang 

berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan 

dan regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem 

ketatanegaraan. 

Selain definisi diatas masih ada definisi lain 

mengenai CSR yakni komitmen perusahaan dalam 

pengembangan ekonomi yang berkesinambungan 
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dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, 

masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, 

dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka 

(WBCSD, 2002). Sedangkan menurut Commission of  The  

European Communities, 2001, mendefinisikan CSR sebagai 

aktifitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan 

perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada 

bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka 

dan interaksi dengan stakeholder. 

Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan 

bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab 

sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi 

bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung 

jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui 

pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. 

 

MANFAAT DAN TUJUAN CSR 

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan 

tanggunggjawab sosial perusahaan, baik bagi 

perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan 

pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hal 99) 

menguraikan manfaat yang akan diterima dari 

pelaksanaan CSR, diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat 

yang diperoleh perusahaan dengan 
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mengimplementasikan CSR. Pertama, 

keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 

berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan 

citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, 

perusahaan lebih mudah memperoleh akses 

terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan 

dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. Keempat, 

perusahaan dapat meningkatkan pengambilan 

keputusan pada hal-hal yang kritis (critical 

decision making) dan mempermudah 

pengelolaan manajemen risiko (risk 

management). 

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan 

meningkatkan nilai-tambah adanya 

perusahaan di suatu daerah karena akan 

menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas 

sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang 

diserap akan mendapatkan perlindungan akan 

hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat 

masyarakat adat atau masyarakat lokal, 

praktek CSR akan mengharagai keberadaan 

tradisi dan budaya lokal tersebut, 

3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah 

eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, 

menjaga kualitas lingkungan dengan menekan 

tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat 

mempengaruhi lingkungannnya, 
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4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan 

mencegah apa yang disebut “corporate 

misconduct” atau malpraktik bisnis seperti 

penyuapan pada aparat negara atau  aparat 

hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain 

itu, negara akan menikmati pendapatan dari 

pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh 

perusahaan. 

Terkait kemitraan antara perusahaan dengan 

pemerintah, diharapkan kedua belah pihak 

mendapatkan manfaat dari tanggungjawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan akan lebih 

mudah memperoleh akses terhadap modal (capital), 

dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-

hal yang kritis (critical decision making), dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk 

management). Pemerintah mendapatkan keuntungan 

berupa adanya partisipasi pihak perusahaan dalam 

mendukung program-program pemerintah, dalam hal 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Tujuan adanya tanggung jawab sosial perusahaan: 

 Meningkatkan Citra Perusahaan 

Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat 

lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan 
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yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi 

masyarakat. 

 Memperkuat “Brand” Perusahaan 

Melalui kegiatan memberikan product knowledge 

kepada konsumen dengan cara membagikan produk 

secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran 

konsumen akan keberadaan produk perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan posisi brand 

perusahaan 

 Mengembangkan Kerja Sama dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan 

tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus 

dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. 

Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik 

dengan para pemangku kepentingan tersebut. 

 Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya 

Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, 

perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan 

keunggulan komparatifnya sehingga dapat 

membedakannya dengan pesaing yang 

menawarkan produk atau jasa yang sama. 
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 Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Pengaruh Perusahaan 

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan 

utama perusahaan memerlukan kreativitas. 

Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala 

dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi 

perusahaan dalam bisnis global. 

 Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan 

bagi Perusahaan  

Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran 

akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang 

telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, 

seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian 

bantuan dana pada perusahaan yang melakukan 

CSR. 

 Meningkatkan Harga Saham 

Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR 

yang sesuai dengan bisnis utamanya dan 

melakukannya dengan konsisten dan rutin, 

masyarakat bisnis (investor, kreditur,dll), pemerintah, 

akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal 

perusahaan. Maka permintaan terhadap saham 

perusahaan akan naik dan otomatis harga saham 

perusahaan juga akan meningkat. 
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DASAR HUKUM TERKAIT CSR 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (UU PM) 

Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap 

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam 

modal bertanggungjawab terhadap kelestarian 

lingkungan hidup. 

Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap 

penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kesejahteraan pekerja. 

Selanjutnya Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam 

modal yang mengusahakan sumber daya alam yang 

tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara 

bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar 

kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UU PT) 
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UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), 

bunyi pasal tersebut sebagai berikut: 

a) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut 

menyatakan perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan segala sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab social dan 

lingkungan; 

b) Tanggung jawab social dan lingkungan itu 

merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran; 

c) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

social dan lingkungan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 

tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan 

Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi melalui Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) 
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Dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian 

laba BUMN sebesar 1%-5% (dari laba setelah pajak). 

Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program 

Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan 

Koperasi). 

Pada Tahun 1994, nama program Pegelkop diubah 

menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program 

PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentangPedoman 

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui 

pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 

Penjelasan Pasal 16, lembaga pembiayaan menyediakan 

dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil antara lain meliputi sekema modal awal, 

modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan 

kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal 

ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), anjak piutang dan kredit lainnya. 

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 32 Tahun1998 ini 

dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN 

No.Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 

tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. 
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 

Pasal 2: … salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut 

aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 

masyarakat. 

Pasal 88 ayat (1). …BUMN dapat menyisihkan sebagian 

laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha 

kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. 

Sebagai tindak lanjut UU No. 19 Tahun 2003 ini 

dikeluarkanlah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-

236/MBU/2003 tanggal 17 Juni2003 tentang Program 

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan. 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

Pasal 21: … Badan Usaha Milik Negara dapat 

menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba 

tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil 

dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, 

dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program 

Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi 

lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari 

bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk 

pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) 

dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 
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2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina 

Lingkungan. 

7. Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang 

Penanganan Fakir Miskin 

Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran 

dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, 

melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 

“Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, 

meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan 

perseroan. Diperjelas dalam ayat 2  Dana yang disisihkan 

dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk 

penanganan fakir miskin. Pasal 41 tentang “Peran Serta 

Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa“Pelaku 

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j 

berperan serta dalam menyediakan dana 

pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari 

tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir 

miskin. 

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012  

tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam 

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

Kementrian Sosial  memandang penting dibentuknya 

forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan 

antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi 
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Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat 

provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang 

dikukuhkan oleh Gubernur. 

Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 

terkait CSR tersebut di atas pada dasarnya mengarahkan 

perusahaan agar dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab 

ekonomi (profit) saja, melainkan juga legal, moral dan 

etis. Pemaknaan kegiatan CSR harusnya tidak sekedar 

sebagai “perlakuan” tertentu pada inside stakeholders 

(karyawan), atau outside stakeholders yang terdiri dari 

pelanggan, pemasok, pemerintah, dan kelompok 

masyarakat setempat atau yang lebih luas. 

CSR/TJSL seyogyanya dimaknai yang lebih “luas”, 

yaitu kegiatan perusahaan yang dibuatdalam rencana 

jangka panjang dan juga memiliki efek jangka panjang 

(sustainability development) sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi komunitas setempat maupun 

masyarakat pada umumnya. 

Penggunaan istilah yang berbeda didapati dalam 

UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor4 Tahun 2011 yang 

menggunakan istilah “Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan” (TSP); dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
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Perseoran Terbatas yang menggunakan istilah “Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan” (TJSL)/CSR. 

Perbedaan ini berlanjut dengan penggunaan 

istilah CSR yang mengacu pada UU No. 25 / 2007, dan 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang 

mengacu pada UU No 40 Tahun 2007. Istilah CSR dan PKBL 

belakangan ini cenderung disamakan, padahal 

sebenarnya berbeda. 

Program Kemitraan (PK) terkait dengan hubungan 

kemitraan antara usaha maju dengan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) yang berorientasi pada 

pengembangan usaha di antara yangbermitra. Bina 

lingkungan pada dasarnya sama dengan CSR. 

Perbedaan PK dan BL ini juga dikuatkan oleh UU Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang UMKM. UU ini mewajibkan BUMN 

menyisihkan laba bersihnya sebesar 2% untuk 

ProgramKemitraan dan 2% untuk Bina Lingkungan. 

Penggunaan istilah yang berbeda ini mengakibatkan 

kerancuan dalam mengukur pelaksanaan CSR di 

Indonesia. 

 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah 

pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan 
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tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan 

jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan 

masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya 

konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat 

pembangunan adalah pembangunan yang 

berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan 

pembangunan kulit. Maka, dengan adanya konsep 

Sustainable Development yang kemudian disebut SD 

akan berusaha memberikan wacana baru mengenai 

pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa 

depan, generasi yang akan datang. 

Pengertian Sustainable Development: 

Wikipedia: Pembangunan berkelanjutan adalah 

proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, 

dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang 

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 

masa depan”. 

Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. 

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari 

Bahasa Inggris, sustainabel development. Salah satu 

faktor yang harus dihadapi untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana 

memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa 

mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan 

keadilan sosial. 
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Laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan 

pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga 

tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling 

bergantung dan memperkuat. 

Deklarasi Universal Keberagaman Budaya 

(UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep 

pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan 

bahwa “… keragaman budaya penting bagi manusia 

sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. 

Dengan demikian “pembangunan tidak hanya dipahami 

sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai 

alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, 

moral, dan spiritual”. Dalam pandangan ini, keragaman 

budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup 

kebijakan pembangunan berkelanjutan. 

Network of Excellence “Sustainable Development 

in a Diverse World” SUS.DIV, sponsored by the European 

Union, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan 

kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman 

budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi 

pembangunan berkelanjutan. 

Dari berbagai pengertian pembangunan 

berkelajutan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi 

aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk 
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kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau 

mengurangi kebutuhan generasi yang akan 

datang.Meliputi aspek ekonomi, pembangunan 

berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk 

memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa 

menghabiskan modal alam. Namun konsep 

“pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah, karena 

sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. 

Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang 

berdimensi pada manusia dalam hal interaksi, interrelasi 

dan interdependesi. Yang erat kaitannya juga dengan 

aspek budaya. Tidak hanya pada permasalahan 

ekonomi, pembangunan berkelanjutan untuk menjaga 

keberlangsungan budaya dari sebuah masyarakat 

supaya sebuah amsyarakat tetap bisa eksis untuk 

menlajalani kehidupan serta mempunyai sampai masa 

mendatang. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep 

yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di 

bawah naunganya. konsep ini memasukkan pemahaman 

keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog 

mendalam. konsep yang berbeda juga menunjukkan 

tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan 

antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu konsep ini 
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lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang 

mengenai definisinya. 

Sebagai awal munculnya konsep pembangunan 

berkelanjutan adalah karena perhatian kepada 

lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa 

diperbaharui sedang ekspoitasi terhadapnya dilakukan 

terus menerus. 

Pengertian dari tidak mengurangi dan 

mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang 

adalah pembangunan yang dilakuakn dimasa sekarang 

itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap 

SDA dan juga memperhatikan generasi yang akan 

datang. Generasi yang akan datang juga jangan terlalu 

dimanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Tetapi 

mereka juga harus di beri kesempatan untuk berekspresi 

menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan 

mengembangkan alam dan pembangunan. 

 

LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA CSR 

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) salah 

satunya yaitu terhadap  lingkungan hidup. Hal tersebut 

dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang 

menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan 

kegiatan usaha berkewajiban: 
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 Memberikan informasi yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. 

 Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan 

hidup. 

 Mentaati kententuan tentang mutu lingkungan 

hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup. 

Program CSR lingkungan hidup penting untuk 

meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan antara 

lainnya seperti polusi udara, tanah, dan air. Hal tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Polusi Udara: Beberapa proses produksi 

menimbulkan polusi udara yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat seperti 

menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Polusi 

udara biasanya disebabkan oleh polusi kendaraan 

ataupun polusi pabrik. Suatu perusahaan tentunya 

mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu 

produk yang baik dengan begitu mereka berusaha 

agar yang dihasilkan tidak membahayakan 

lingkungan, contohnya pada perusahaan otomotif 

dan baja yang telah mengurangi polusi udara 

dengan mengubah proses produksinya sehingga 

lebih sedikit karbondioksida yang dilepas ke udara. 

 Polusi Tanah: Tanah tercemari oleh limbah beracun 

yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. 
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Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan 

berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu 

perusahaan harus mempunyai strategi yang 

mengarah pada pencegahan terhadap polusi 

tanah. Misalnya perusahaan merevisi produksi dan 

pengemasan guna mengurangi jumlah limbah, 

menyiapkan tempat khusus pembuangan limbah 

pabrik, dan melakukan daur ulang guna 

membatasi penggunaan bahan baku sehingga 

tidak menjadi limbah padat. 

 Polusi Air: Polusi air biasanya disebabkan oleh 

pembuangan sampah dan limbah ke sungai, 

danau, maupun laut. Limbah tersebut akan 

menjadikan air beracun serta mematikan 

organisme yang ada di dalam air. Ada dua cara 

untuk menanggulangi pencemaran tersebut yaitu 

penanggulangan secara non teknis dan teknis. 

Penanggulangan non teknis yaitu usaha untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan dengan 

cara menciptakan undang-undang yang dapat 

merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala 

macam bentuk kegiatan industri sehingga tidak 

terjadi pencemaran. Sedangkan penanggulangan 

secara teknis misalnya dengan mengelolah limbah 

atau menambah alat bantu yang dapat 

mengurangi pencemaran. 
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Kegiatan CSR terhadap lingkungan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan antara lainnya yaitu 

sebagai berikut: 

 Pengembangkan reputasi atau citra perusahaan di 

mata konsumen dan investor: Perusahaan yang 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi 

atau citra yang baik. Konsumen akan menilai 

bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosial terhadap lingkungan 

merupakan perusahaan yang dapat mengelolah 

dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada 

dengan baik, sehingga akan menguntungkan 

konsumen dan perusahaan. Sedangkan bagi 

investor, perusahaan yang peduli terhadap 

masalah lingkungan  dinilai sebagai perusahaan 

yang memiliki resiko yang rendah dan sangat 

menguntungkan bagi investor yang 

mempertimbangkan investasi dalam jangka 

panjang kepada perusahaan. 

 Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial 

disekitar perusahaan: Banyaknya kasus-kasus atau 

berita seputar perusahaan dengan kasus 

misconduct terhadap lingkungan sekitar area 

usaha bisnis yang dijalankan. Hal tersebut bisa 

dijadikan pelajaran berharga bagi perusahaan-

perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak 
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dibidang sumber daya alam seperti 

pertambangan, perminyakan, dan tekstil agar 

dapat mengelolah alam dengan cerdas dan bijak, 

sehingga mempercil kemungkinan mereka 

merusak lingkungan yang akan sangat berdampak 

negatif bagi masyarakat yang bertempat tinggal 

di sekitar daerah tersebut. 

 Meningkatkan kerja sama dengan para pemangku 

kepentingan: Perusahaan tidak mungkin bergerak 

sendiri dalam pengimplementasi CSR, 

dibutuhkanlah bantuan dari pihak lain (pemangku 

kepentingan) seperti masyarakat lokal dan 

pemerintah daerah. Dengan melibatkan pihak 

pemangku kepentingan dalam melakukan 

konservasi lingkungan, maka perusahaan dengan 

mudah menciptakan relasi yang baik dengan para 

pemangku kepentingan tersebut. 

 Membedakan perusahaan dengan pesaingnya: 

Jika perusahaan melakukan CSR terhadap 

lingkungan, maka perusahaan tersebut akan 

memiliki kemampuan dan kesempatan dalam 

menonjolkan keunggulan komparatifnya. Dengan 

begitu perusahaan dengan mudah mendapatkan 

nilai plus yang berbeda dengan para pesaingnya 

yang tidak melakukan kegiatan sosial terhadap 

lingkungan. 
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PROSES DARI AKTIVITAS CSR 

Menurut Wibisono (2007), terdapat empat tahapan CSR, 

yaitu: 

1. Tahap perencanaan. 

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu Awareness 

Building, CSR Assessement, dan CSR Manual Building. 

Awareness Building merupakan langkah utama 

membangun kesadaran pentingnya CSR dan komeitmen 

manajeman, upaya ini dapat berupa seminar, lokakarya, 

dan lain-lain. CSR Assessement merupakan upaya 

memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasikan 

aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian 

dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun 

struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR 

secara efektif. Langkah selanjutnya membangun CSR 

Manual Building, dapat melalui bencmarking, menggali 

dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli 

independen dari luar perusahaan. Pedoman ini 

diharapkan mampu memberikan kejelasan dan 

keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen 

perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program 

yang terpadu, efektif dan efisian. 

2. Tahap implementasi. 

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang penting 

diperhatikan, yaitu penggorganisasian (organizing) 
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sumber daya, penyusunan (staffing), pengarahan 

(direction), pengawasan atau koreksi (controlling), 

pelaksanaan sesuai rencana, dan penilaian (evaluation) 

tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri 

dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan 

dan internalisasi.Sosialisasi diperlukan untuk 

memperkenalkan kepada komponen perusahaan 

mengenai berbagai aspek yang terkait dengan 

implementasi CSR khususnya mengenai pedoman 

penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan 

dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, 

langsung berada di bawah pengawasan salah satu 

direktur atau CEO yang ditunjuk sebagai CSR champion 

di perusahaan. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar 

program CSR yanq akan diimplementasikan mendapat 

dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, 

sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius 

yang dapat dialami oleh unit penyelenggara. 

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya 

harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar 

roadmap yang telah disusun. Sedang internalisasi adalah 

tahap jangka panjang. Internalisasi mencangkup upaya-

upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh 

proses bisnis perusahaan misalnya melalui sistem 

manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses 

produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. 
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3. Tahap evaluasi. 

Tahap evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dari 

waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

penerapan CSR.Kadang ada kesan, evaluasi dilakukan 

bila satu program gagal. Sedangkan bila program 

tersebut berhasil, justru tidak dilakukan evaluasi. Padahal 

evaluasi mestinya tetap dilakukan, baik saat kegiatan itu 

berhasil atau gagal. Bahkan kegagalan atau 

keberhasilan bisa diketahui setelah kegiatan atau 

program tersebut dievaluasi. 

Evaluasi juga bukan tindakan untuk mencari-cari 

kesalahan, atau mencari kambing hitam. Evaluasi justru 

dilakukan untuk pengambilan keputusan. Misalnya 

keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau 

memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek 

tertentu dari program yang telah diimplementasikan. 

4. Pelaporan. 

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem 

informasi baik untuk keperluan pengambilan keputusan 

maupun keperluan keterbukaan inforrmasi material dan 

relevan mengenai perusahaan.Jadi selain berfungsi untuk 

keperluan shareholder juga untuk stakeholders yang 

memerlukan. 

Saat ini, semakin banyak perusahaan yang 

menjalankan program CSR dalam berbagai tujuan dan 
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bentuk kegiatan. Berikut ini adalah contoh program CSR 

yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan 

besar maupun kecil di Indonesia dan dunia. 

1. Google 

Perusahaan raksasa Google memiliki banyak program 

CSR, salah satunya adalah Google AdGrant dan Google 

Green. Melalui program AdGrant, Google telah 

memberikan hibah untuk memberdayakan lebih dari 20 

ribu organisasi nirlaba di 50 negara. 

2. Lego 

Perusahaan yang memproduksi mainan edukasi ini 

memiliki dua program CSR, yaitu Build the Change dan 

Sustainable Materials Center. Dalam menjalankan 

programnya, Lego bekerja sama dengan WWF dan 

berkomitmen untuk memproduksi mainan dari bahan 

yang ramah lingkungan. 

3. PT Telkom Indonesia 

Indonesia Digital Learning (IDL) adalah program CSR dari 

PT Telkom Indonesia yang berupaya untuk mendorong 

perubahan paradigma digital bagi guru-guru di tanah air. 

Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, 

keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

4. PT Unilever Indonesia 
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Produsen produk kebutuhan rumah tangga ini memiliki 

banyak program CSR melalui produk-produknya, di 

antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun 

(Lifebuoy), pelestarian kuliner nusantara (kecap Bango), 

dan edukasi kesehatan gigi dan mulut (Pepsodent). 

5. PT Pembangkitan Jawa Bali 

Dalam menjalankan program CSR, perusahaan ini 

meluncurkan program Akademi Komunitas yang 

memberikan beasiswa D1 Kelistrikan kepada masyarakat 

di sekitar unit pembangkit. Setelah lulus, para penerima 

beasiswa tersebut akan dipekerjakan di unit pembangkit. 
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Bab 4 

Perubahan Sosial Budaya 

dalam Globalisasi 

 

 

LATAR BELAKANG 

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. 

Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang 

bersangkutan maupun bagi orang luar yang 

menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan 

yang tidak menarik dalam arti kurang menyolok, adapula 

perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta ada pula perubahan-

perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada pula 

yang berjalan cepat. Perubahan-perubahan di dalam 

masyarakat dapat mengenai nilai sosial, pola-pola 

perilaku, organisasi susunan, lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lapisan-lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial.  

Oleh karena luasnya bidang dimana mungkin 

terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka bilamana 

seseorang hendak membuat uraian tentang perubahan-
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perubahan dalam masyarakat, perlulah terlebih dahulu 

ditentukan secara tegas perubahan mengenai hal apa 

yang dimaksudkan. Perubahan-perubahan sosial adalah 

segala perubahan-perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola peri kelakuan 

diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.  

Para sosiolog maupun ahli-ahli lainnya, banyak 

yang pernah mengemukakan tentang teori-teori 

perubahan sosial dan kebudayaan. Di dalam teori 

mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat 

sering dipersoalkan mengenai perbedaan antara 

perubahan-perubahan sosial dan perubahanperubahan 

kebudayaan. Perbedaan yang demikian itu, tergantung 

dari adanya perbedaan definisi antara pengertian 

tentang masyarakat dan tentang kebudayaan. Apabila 

perbedaan definisi tersebut dapat dinyatakan dengan 

tegas, maka dengan sendirinya perbedaan antara 

perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dapat 

diterangkan dengan jelas. 

Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, 

acapkali tidak mudah untuk menentukan letaknya garis 

pemisah antara perubahan-perubahan sosial dan 

perubahanperubahan kebudayaan, karena sukar untuk 

menentukan garis pemisah antara masyarakat dengan 
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kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh tidak ada 

masyarakat yang tidak punya kebudayaan, dan 

sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak 

terjelma dalam suatu masyarakat. Hal itu mengakibatkan 

bahwa garis pemisah di dalam kenyataan hidup antara 

perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, lebih 

sukar lagi untuk ditegaskan. Biasanya antara kedua 

gejala itu, dapat ditemukan hubungan timbal balik 

sebagai sebab dan akibat. 

 

PROSES GLOBALISASI 

Globalisasi berasal dari kata global yang merupakan 

bentuk sifat dari kata “Globe” dalam bahasa Inggris yang 

berarti dunia atau bola dunia sedangkan “Lization” 

artinya adalah proses. Globalisasi menunjuk pada suatu 

proses, yaitu proses menuju lingkup dunia Globalisasi 

dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana 

berbagai peristiwa menyangkut ekonomi, politik 

lingkungan, dan budaya yang terjadi di satu belahan 

dunia secara cepat mempengaruhi di belahan dunia 

lainnya. 

Sedangkan secara harfiah Globalisasi adalah 

sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya 

keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya 

yang terjadi akibat trans kulturasi dan perkembangan 
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teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang 

memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi 

internasional. 

Pengertian globalisasi menurut para ahli: 

1. A.G McGrew (1992) 

Menurut A.G McGrew pengertian globalisasi adalah 

proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan 

kegiatan di belahan dunia yang satu dapat 

membawa konsekuensi penting bagi berbagai 

individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. 

2. Martin Albrown 

Menurut Martin Albrown pengertian globalisasi adalah 

seluruh proses dimana penduduk dunia terinkorporasi 

(tergabung) ke dalam masyarakat dunia yang 

tunggal. Globalisasi menyangkut seluruh proses 

dimana seluruh dunia terhubung ke dalam komunitas 

dunia tunggal, komunitas global. 

3. World Bank (Bank Dunia) 

Globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan 

individu serta perusahaan untuk memprakarsai 

transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara 

lain. 
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4. International Monetary Fund (IMF) 

Globalisasi berarti meningkatnya saling 

ketergantungan ekonomi antara negara-negara di 

dunia yang ditandai oleh meningkat dan 

beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas 

negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan 

cepat. 

6. Emmanuel Richter 

Pengertian globalisasi adalah Jaringan kerja global 

yang secara bersamaan menyatukan masyarakat 

yang sebelumnya terpencar pencar dan terisolasi 

dalam planet ini kedalam ketergantungan yang 

saling menguntungkan dan persatuan dunia. 

7. Peter Marcuse 

Menurut Peter Marcuse, Pengertian globalisasi adalah 

kondisi dimana meluasnya teknologi informasi, 

angkatan udara, spekulasi dalam pasar uang, dan 

meningkatnya arus modal lintas negara. Penggunaan 

istilah ini bersifat lebih teknis dan timbul karena paham 

atau perspektif sosial yang di ikuti. 

Globalisasi pada dasarnya merupakan gagasan dari 

pihak atau negara tertentu yang kemudian di tawarkan 
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kepada pihak atau negara lain untuk diikuti dengan 

alasan tertentu, sehingga menjadi proses yang terus 

bergulir dari waktu ke waktu. Awal munculnya proses 

globalisasi terjadi di Eropa, secara cepat menyebar dan 

berkembang ke seluruh dunia dan sebagian besar 

negara-negara di dunia membuka diri untuk menerima 

globalisasi. Proses globalisasi tidak hanya menyentuh 

kehidupan budaya, tetapi mencangkup seluruh aspek 

kehidupan seperti, ekonomi, sosial, politik, dan komunikasi. 

Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke 

dalam suatu negara. Di mana ilmu ekonomi ini mencakup 

mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. 

Ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa 

mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara 

atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Dengan 

alasan bahwasanya globalisasi ini memang hanya 

memandang dunia sebagai suatu kesatuan. 

Di mana suatu kesatuan ini memiliki tujuan dalam 

menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas 

atau bebas. Karena adanya pengaruh dari harga barang 

yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif 

ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. 
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BENTUK GLOBALISASI DALAM BIDANG EKONOMI 

a. Produksi 

Bentuk pertama adalah produksi yang pada 

umumnya lebih menekankan ke arah biaya. Di 

mana biaya ini digunakan oleh sebuah 

perusahaan dalam melakukan produksi. Hal 

tersebut dilakukan ke beberapa negara 

dengan berdasarkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi.Seperti melihat dari faktor upah 

buruh dalam suatu negara yang sudah 

dianggap cukup reda atau murah. Sehingga 

tarif bea masuk ke negara tersebut juga 

tergolong murah. Bukan hanya itu, hal ini bisa 

juga dipengaruhi oleh infrastruktur yang sudah 

disediakan di dalam suatu negara.Karena 

infrastruktur tersebut yang disediakan memang 

lebih memadai sampai iklim usaha. Di mana 

iklim usaha yang dimiliki dalam suatu negara ini 

dianggap sudah kondusif. 

b. Pembiayaan 

Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi 

dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu 

pada saat melakukan pinjaman atau investasi. 

Di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi 

di seluruh negara yang ada di dunia ini.Tujuan 

dari pinjaman atau investasi ini adalah untuk 

dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha 
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dengan harapan akan mendapatkan banyak 

keuntungan. Saat melakukan investasi atau 

pinjaman ini bisa dilakukan dengan secara 

langsung maupun secara portofolio.Adapun 

perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

contoh dalam bentuk globalisasi pembiayaan 

ini adalah PT Telkom. Di mana PT Telkom ini ingin 

memperluas satuan sambungan telepon di 

berbagai negara sehingga membutuhkan 

investasi dari negara lain. 

c.  Tenaga Kerja 

Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi 

yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga 

kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan 

adanya para tenaga kerja asing yang masuk 

ke dalam suatu negara.Para tenaga kerja ini 

bekerja di negara lain dengan tujuan untuk 

mendapatkan penghasilan yang tinggi. Karena 

pendapatan yang di dapatkan di negaranya 

masih tergolong rendah. Maka dari itu, setiap 

perusahaan yang ada di negara tersebut 

memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja 

asing ini.Namun tidak lupa melihat dari segi 

tingkatan atau kemampuan dari tenaga kerja 

itu sendiri. Adapun contoh nyata dari tenaga 

kerja asing di Indonesia ini adalah seorang 

buruh kasar dan staf profesional yang memiliki 



 Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum 

73 

banyak pengalaman kerja. Pengalaman ini di 

dapatkan dari negara asalnya. 

d.  Jaringan Informasi 

Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari 

kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman 

sekarang ini. Sehingga dengan adanya 

kemajuan teknologi itu menyebabkan semua 

informasi dapat diterima secara cepat dan 

juga lebih akurat.Informasi yang didapatkan ini 

bisa melalui radio, televisi, maupun internet. Di 

mana internet ini adalah sumber informasi yang 

sangat cepat. Selain cepat, internet juga 

sangat mudah pada saat diakses oleh seluruh 

masyarakat yang ada di dunia.Melihat dari segi 

ekonomi yang menjadi contoh adalah proses 

promosi produk dari sebuah perusahaan. Di 

mana proses promosi ini bisa dengan cepat 

diterima oleh perusahaan lain melalui media 

online yang dijadikan sebagai pasar dunia. 

e.  Perdagangan 

Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang 

perdagangan ini dapat ditandai dengan 

adanya penyeragaman. Selain 

penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya 

penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu 

negara.Karena hal tersebut dijadikan sebagai 

permasalahan dalam proses perdagangan 

internasional atau perdagangan dengan 
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beberapa negara. Maka dari itu, hambatan 

yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan 

atau tidak memiliki tarif dalam suatu 

negara.Dengan tujuan, agar negara lain juga 

menghapus tarif yang diterapkan di negaranya 

pada saat proses ekspor impor. Akibat dari 

perdagangan dunia tersebut juga 

pengawasan menjadi semakin ketat, cepat, 

dan juga adil. 

 

MENJADI MASYARAKAT GLOBAL 

Masyarakat konsumen yang hidup dari tanda-tanda yang 

ditawarkan oleh globalisasi pada gilirannya akan menjadi 

masyarakat yang menganut individualisme baru. 

Individualisme baru ini muncul sejalan dengan 

berkembangnya neoliberalisme dalam kapitalisme global. 

Dalam liberalisme awal muncul individualisme klasik yang 

masih identik dengan kaum kapitalis. Liberalisme awal 

menawarkan konsep tentang kebebasan individu 

termasuk di dalamnya kebebasan hak milik yang masih 

terbatas dalam sekat-sekat kedaulatan suatu negara. 

Oleh Baudrillard, individualisme baru dihubungkan 

dengan masyarakat konsumen yang pasif dan 

mendasarkan identitasnya pada tanda yang berada di 

belakang barang komoditi yang dikonsumsinya. Hal ini 

tentunya menjadi mungkin karena dalam kapitalisme 
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global kegiatan produksi sudah bergeser dari penciptaan 

barang konsumsi, ke penciptaan tanda (Baudrillard, 1998: 

72-75). 

Menurut Baudrillard individualisme baru merupakan 

sifat yang tercermin dalam tindakan-tindakan konsumsi 

secara kontinyu dari masyarakat konsumen. Relasi sosial 

yang terjadi dalam masyarakat konsumen sangat 

bergantung pada pola konsumsi ini. Nilai-nilai yang 

diperkenalkan oleh kaum kapitalis menjadi nilainilai yang 

disharingkan dan dianggap sebagai “kewajaran yang 

seharusnya ditaati” oleh setiap anggota masyarakat. 

Fitur-fitur yang muncul bersamaan dengan 

munculnya tipe-tipe baru dari HP telah ikut membuat pola 

relasi masyarakat berubah terus. Cara masing-masing 

individu melihat dirinya dan melihat orang lain-pun turut 

berubah seiring dengan perkembangan di dunia 

komunikasi. Pola-pola relasi tradisional dan modern yang 

masih mengandalkan kebutuhan untuk bertatap muka 

secara langsung dan berdiskusi panjang lebar kini telah 

mulai bergeser menjadi pola komunikasi singkat melalui 

SMS. 

Akibat dari perkembangan ini adalah munculnya 

kebutuhan setiap orang untuk selalu menyesuaikan jenis 

alat komunikasi yang dimilikinya dengan perkembangan 

yang ada agar ia tidak terlempar dari sistem komunikasi, 
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baik yang dalam batas relasi kelompok pergaulannya 

sendiri maupun dalam sistem komunikasi global. 

Selain itu, masyarakat global merupakan sebuah 

komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi 

perhatian global seperti isu hak asasi manusia, lingkungan 

dan kemiskinan. Warga global tidak terikat secara 

teritorial, hukum dan politik, sosial dan budaya pada 

suatu negara, dalam konteks ini melampaui batas-batas 

tradisional tersebut. 

Gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh 

warga global dapat mendorong kebijakan-kebijakan 

pada sebuah negara. Sebagai contohnya adalah, 

adanya eksekusi mati, meski merupakan wewenang 

otonomi dari sebuah negara, kebijakan itu dapat 

ditentang oleh orang-orang, individu-individu atau 

komunitas-komunitas lain dari berbagai belahan dunia. 

Intervensi-intervensi tersebut tentu saja tidak bersifat politik 

dan legal, melainkan lebih bersifat moral. Bila seorang 

warga negara pada sebuah negara berpartisipasi dalam 

persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu universal, pada 

saat yang bersamaan ia sekaligus sudah juga menjadi 

warga global. 

Warga global yang hanya berhubungan dengan 

komunitas moral dan tidak berbasis pada isu-isu yang 

terikat secara teritori, namun aktivitas moral tersebut 

dapat berdampak pada kehidupan global. Isu-isu lainnya 
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yang sering menjadi perhatian global selain isu-isu yang 

berhubungan dengan lingkungan dan pangan ataupun 

HAM, terkait kebebasan berpendapat, mendapatkan 

informasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi. Setiap 

orang yang ikut serta dalam isu-isu tersebut adalah warga 

global, bukan karena kegiatan mereka melampaui teritori 

nasional mereka, tetapi terutama karena isu-isu yang 

mereka perjuangkan juga menjadi perhatian masyarakat 

global. 

Partisipasi warga sebagai bagian dari masyarakat 

global adalah dengan: 

1) Bersifat adaptif dengan perubahan – perubahan 

yang cepat terjadi sebagai akibat dari globalisasi. 

Dengan transfer informasi yang begitu cepat 

dengan kemajuan teknologi mengakibatkan 

perubahan tren internasional yang cepat pula. 

Sifat adaptif sangat diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. 

2) Bersifat terbuka terhadap hal – hal baru tanpa 

melupakan identitas pribadi dan bangsa. Sebagai 

warga negara dengan yang menjunjung tinggi 

adab dan etika, hal- hal yang merupakan budaya 

dari luar negeri yang tidak sesuai dengan identitas 

bangsa tidak perlu ditiru. 
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3) Mengambil hal – hal yang bermanfaat dari 

pergaulan internasional. Banyak hal – hal yang 

baik yang dapat kita pelajari dan serap dari 

kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dimiliki bangsa lain yang lebih maju di bidang 

tersebut. Kita sebagai bagian dari warga 

masyarakat global hendaknya terus belajar 

sehingga tidak tertinggal terlalu jauh. 

 

MANFAAT DAN KERUGIAN DARI ORGANISASI BISNIS YANG 

MENGGLOBAL 

Manfaat: 

a. Produksi global dapat ditingkatkan 

Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan 

Komparatif' dari David Ricardo. Melalui spesialisasi 

dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia 

dapat digunakan dengan lebih efesien, output 

dunia bertambah dan masyarakat akan 

memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan 

perdagangan dalam bentuk pendapatan yang 

meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan 

pembelanjaan dan tabungan. 

b. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam 

suatu negara 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Ricardo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
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Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan 

masyarakat dari berbagai negara mengimpor 

lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini 

menyebabkan konsumen mempunyai pilihan 

barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen 

juga dapat menikmati barang yang lebih baik 

dengan harga yang lebih rendah. 

c. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri 

Perdagangan luar negeri yang lebih bebas 

memungkinkan setiap negara 

memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar 

dalam negeri. 

d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan 

teknologi yang lebih baik 

Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan 

terutama dinikmati oleh negara-negara 

berkembang karena masalah kekurangan modal 

dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang 

berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh 

negara-negara berkembang. 

e. Menyediakan dana tambahan untuk 

pembangunan ekonomi 

Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor 

lainnya bukan saja dikembangkan oleh 

perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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domestik. Perusahaan domestik ini seringkali 

memerlukan modal dari bank atau pasar saham. 

dana dari luar negeri terutama dari negara-negara 

maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal 

di dalam negeri dapat membantu menyediakan 

modal yang dibutuhkan tersebut. 

Kerugian: 

a. Menghambat pertumbuhan sektor industri 

Salah satu efek dari globalisasi adalah 

perkembangan sistem perdagangan luar negeri 

yang lebih bebas. Perkembangan ini 

menyebabkan negara-negara berkembang tidak 

dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk 

memberikan proteksi kepada industri yang baru 

berkembang (infant industry). Dengan demikian, 

perdagangan luar negeri yang lebih bebas 

menimbulkan hambatan kepada negara 

berkembang untuk memajukan sektor industri 

domestik yang lebih cepat. Selain itu, 

ketergantungan kepada industri-industri yang 

dimiliki perusahaan multinasional semakin 

meningkat. 

b. Memperburuk neraca pembayaran 

Globalisasi cenderung menaikkan barang-

barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara 

tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Impor
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berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk 

kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari 

globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah 

pembayaran neto pendapatan faktor produksi 

dari luar negeri cenderung mengalami defisit. 

Investasi asing yang bertambah banyak 

menyebabkan aliran pembayaran keuntungan 

(pendapatan) investasi ke luar negeri semakin 

meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat 

berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. 

c. Sektor keuangan semakin tidak stabil 

Salah satu efek penting dari globalisasi adalah 

pengaliran investasi (modal) portofolio yang 

semakin besar. Investasi ini terutama meliputi 

partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika 

pasar saham sedang meningkat, dana ini akan 

mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah 

bak dan nilai uang akan bertambah baik. 

Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar 

saham menurun, dana dalam negeri akan 

mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran 

cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai 

mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di 

sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk 

kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara 

keseluruhan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_pembayaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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d. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang 

Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku 

dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek 

pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. 

Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti 

ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan 

ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan 

kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan 

masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau 

malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila 

globalisasi menimbulkan efek buruk kepada 

prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang 

suatu negara, distribusi pendapatan menjadi 

semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi 

masyarakat semakin bertambah buruk. 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
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Bab 5 

Governance, Profesionalisme 

Akuntansi, dan Teknologi 

 

 

GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA YANG BAIK) 

Setiap organisasi, dalam bentuk apapun, tentu memiliki 

visi dan misi demi mencapai tujuan dan program kerja 

yang telah disepakati. Keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai hal, salah 

satunya adalah tata kelola organisasi. Governance atau 

tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip 

dasar tata kelola organisasi yang baik atau Good 

Organization Governance.  

Dalam organisasi bisnis, terdapat 4 (empat) prinsip 

dasar tata kelola perusahaan yang baiksebagai berikut: 
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1. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan 

kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan 

fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban 

organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

3. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan 

mengenai perusahaan. 

4. Tanggung jawab (responsibility), yaitu kesesuaian 

di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
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peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 

 

Penerapan sistem Good Corporate Governancedalam 

organisasi bisnis dapat memberikan beberapa manfaat 

yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

terciptanya proses pengembalian keputusan 

yang baik, meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan 

kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan 

yang lebih murah sehingga dapat lebih 

meningkatkan nilai dari perusahaan. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan 

kinerja perusahaan karena sekaligus akan 

meningkatkan shareholders value dan deviden. 

 

Dalam prakteknya prinsip Good Corporate Governance 

harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap 

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 

Perusahaan harus membangun sistem dan pedoman tata 

kelola perusahaan yang terintegrasi. Karyawan pun harus 

dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-
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prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan 

apa yang akan dijalankan perusahaan. Selain itu, perlu 

dilakukan pengawasan secara kontinyu terhadap proses-

proses yang terjadi dalam sistem tata kelola yang sudah 

dibuat oleh perusahaan. 

 

PROFESIONALISME AKUNTANSI 

Peran akuntansi dalam organisasi bisnis adalah sangat 

penting karena akuntansi dianggap sebagai salah satu 

penentu masa depan atau kelangsungan bisnis dalam 

suatu perusahaan. Akuntansi dijadikan sebagai bahasa 

bisnis yang menyampaikan informasi keuangan dan non 

keuangan tentang suatu usaha/organisasi bisnis kepada 

para stakeholder. Beberapa peran akuntansi terhadap 

bisnis, antara lain:  

1. Sebagai alat pengendali keuangan; 

2. Dapat membantu para stakeholders dalam 

mengambil keputusan; 

3. Berhubungan dengan pihak ketiga; 

4. Dapat memantau pertumbuhan bisnis; dan 

5. Membantu dalam mengisi laporan keuangan 

bisnis. 

 

Profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang 

mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk 
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bidang pekerjaan: (1) akuntan publik;(2) akuntan intern 

yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau 

dagang;(3) akuntan yang bekerja di pemerintah; dan (4) 

akuntan sebagai pendidik. 

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang 

menyediakan jasa atestasi maupun non-atestasi kepada 

masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. 

Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk 

mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika 

profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan 

sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu:(1) 

kompetensi;(2) objektif; dan (3) mengutamakan integritas. 

Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa 

terlepas dari penerapan prinsip Good Corporate 

Governance dalam perusahaan, yang meliputi prinsip 

kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), 

transparansi (transparency), dan pertanggungjawaban 

(responsibility). Dalam hubungannya dengan prinsip 

Good Corporate Governance, peran akuntan secara 

signifikan di antaranya: 

1. Kewajaran (fairness) 

Laporan keuangan dikatakan wajar bila 

memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa 

pengecualian dari akuntan publik. Peran akuntan 

publik memberikan keyakinan atas kualitas 

informasi keuangan dengan memberikan 
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pendapat yang independen atas kewajaran 

penyajian informasi pada laporan keuangan. 

Adanya kewajaran laporan keuangan dapat 

mempengaruhi investor membeli atau menarik 

sahamya pada sebuah perusahaan. Jelaslah 

bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam 

laporan keuangan akan dipengaruhi adanya 

kewajaran penyajian. Dengan prinsip fairness, 

paling tidak akuntan berperan membantu pihak 

stakeholders dalam menilai perkembangan suatu 

perusahaan. Selain itu membantu mereka untuk 

membandingkan kondisi perusahaan dengan 

yang lainnya. 

2. Akuntabilitas (accountability) 

Merupakan tanggung jawab manajemen melalui 

pengawasan yang efektif, dengan dibentuknya 

komite audit, dimana salah satu anggotanya 

harus akuntan. Komite audit mempunyai tugas 

utama melindungi kepentingan pemegang 

saham ataupun pihak lain yang berkepentingan 

dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan 

integritas informasi dalam laporan keuangan, 

laporan operasional serta parameter yang 

digunakan untuk mengukur, melakukan klasifikasi 

dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan 

itu, profesi akuntan sangat diperlukan dan 

mempunyai peranan penting untuk menegakkan 

prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan 
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sebagai salah satu solusi mengatasi agency 

problem yang timbul antara pemegang saham 

(prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan 

adanya independensi dari komite audit tersebut 

akan mempengaruhi investor dalam melakukan 

pilihannya untuk membeli atau melepas suatu 

saham yang bisa dilihat dari adanya abnormal 

return. 

3. Transparansi (transparency) 

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan 

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. 

Prinsip ini menghendaki adanya keterbukaan 

dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam penyajian 

yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki 

perusahaan. Peran akuntan manajemen, internal 

auditor, dan komite audit menjadi penting 

terutama dalam hal penyajian informasi akuntansi 

dalam laporan keuangan perusahaan secara 

transparan kepada pemakainya. 

4. Tanggung jawab (responsibility) 

Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab 

perusahaan sebagai anggota masyarakat. Prinsip 

ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan 

untuk mematuhi semua peraturan dan hukum 

yang berlaku. Seiring perubahan sosial 

masyarakat yang menuntut adanya 

tanggungjawab sosial perusahaan, profesi 
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akuntan pun mengalami perubahan peran. 

Pandangan pemegang saham dan 

stakeholderlain saat ini tidak hanya memfokuskan 

pada perolehan laba perusahaan, tetapi juga 

memperhatikan tanggungjawab sosial dan 

lingkungan perusahaan. Selain itu kelangsungan 

hidup perusahaan tidak hanya ditentukan 

pemegang saham, tetapi juga stakeholder lain 

(misalnya masyarakat dan pemerintah). 

 

Oleh karena itu, profesi akuntan (khususnya akuntan 

publik) diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan 

good governance. Untuk mewujudkan terlaksananya 

good governance, akuntan publik diharapkan dapat 

menerapkan sepenuhnya kode etik akuntan publik. 

Penerapan good governance pada akuntan publik 

membawa konsekuensi berbagai hubungan antara good 

governance dengan kinerja auditor internalnya. Nilai-nilai 

dan etika profesi menjadi dasar penerapan good 

governance sebagai motivasi perilaku profesional yang 

efektif. 

Pemahaman good governancebagi akuntan 

publik merupakan landasan moral atau etika profesi yang 

harus diinternalisasikan dalam dirinya. Seorang akuntan 

publik yang memahami good governance secara benar 

dan didukung independensi yang tinggi, maka akan 

mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam 
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berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk 

mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan oleh 

berbagai pihak. 

 

HUBUNGAN TEKNOLOGI DENGAN ORGANISASI BISNIS 

Di zaman globalisasi saat ini, tentu teknologi tiada henti 

berkembang dan mempengaruhi aktivitas manusia. 

Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap banyak 

kalangan, salah satunya organisasi bisnis/perusahaan 

yang selalu mengikuti perkembangan teknologi yang 

terjadi kemudian menerapkannya dalam kegiatan dan 

struktur perusahaan. 

Teknologi mempunyai beberapa fungsi bagi 

perusahaan, antara lain: 

1. Fungsi Operasional 

Fungsi operasional teknologi ini mengakibatkan 

struktur organisasi perusahaan menjadi lebih 

ramping karena hampir seluruh bagian 

perusahaan telah menggunakan teknologi dalam 

perusahaan tersebut. 

2. Fungsi Planning dan Decision 

Dalam hal ini, teknologi berfungsi sebagai 

knowledge generator para pemimpin 

perusahaan untuk mengambil keputusan. Jadi, 

para pemimpin perusahaan yang sedang 
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dihadapkan untuk mengambil keputusan, mereka 

akan mencari berbagai hal yang bisa menjadi 

landasan pengambilan keputusan tersebut lewat 

teknologi agar mereka memiliki alasan yang kuat 

dalam mengambil keputusan tersebut. 

3. Fungsi Communication 

Teknologi berfungsi sebagai media komunikasi 

tiap individu perusahaan. Jadi, dalam hal ini 

individu perusahaan dapat berinteraksi dengan 

perusahaan lain untuk berkolaborasi, dan 

sebagainya. Teknologi dalam fungsi 

communication ini juga dapat dijadikan sebuah 

media promosi kepada para pelanggan. 

 

Teknologi dan perusahaan sebenarnya memiliki 

hubungan yang simbiosis. Aktivitas dalam perusahaan 

menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien dengan adanya 

bantuan teknologi. Dan seiring dengan keperluan 

perusahaan yang semakin bertambah, perusahaan 

memerlukan berbagai teknologi baru yang dapat 

membantunya untuk mengembangkan kemajuan 

perusahaan tersebut hingga perusahaan pun mencoba 

membuat teknologi baru.  

Dengan begitu, teknologi pun bertambah maju 

dan berkembang lagi.Teknologi memiliki peranan 

tersendiri bagi perusahaan, antara lain: 



 Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum 

93 

1. Menunjang kegiatan operasional perusahaan 

Kegiatan operasional perusahaan kini tidak 

memerlukan lagi cara-cara manual yang 

tentunya mempersulit tenaga kerja perusahaan 

tersebut. Karena kini teknologi pun bisa 

menyeimbangi bahkan melebihi kekuatan 

manusia. Kini para tenaga kerja dan pelaku bisnis 

tidak melakukan segala kegiatan operasional 

perusahaan secara keseluruhan. Mereka hanya 

perlu melengkapi untuk melakukan hal-hal yang 

mungkin memang belum bisa dilakukan oleh 

teknologi tersebut. karena sehebat-hebatnya 

teknologi, tentu memiliki kekurangan sendiri. 

2. Mempermudah kegiatan perusahaan dengan 

berbagai aplikasi 

Dengan berkembanganya teknologi, tentu 

bermunculan berbagai aplikasi yang dapat 

digunakan oleh perusahaan. Sebagai contoh 

ialah aplikasi sistem akuntansi. Dengan adanya 

aplikasi tersebut, perusahaan tidak perlu 

mengharuskan tenaga kerjanya melakukan 

perhitungan akuntansi secara manual, karena 

aplikasi tersebut bisa membantu dalam 

menghitung keuangan perusahaan bahkan lebih 

akurat. Manusia hanya tinggal memasukkan 

data-data keuangan, kemudia aplikasi tersebut 

mengolah data keuangan tersebut hingga 

menghasilkan laporan yang diinginkan 
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perusahaan tanpa menyulitkan manusia itu 

sendiri. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya 

yang memiliki fungsi masing-masing. 

3. Mempercepat perolehan informasi mengenai hal-

hal yang dibutuhkan perusahaan 

Teknologi masa kini bahkan sudah bisa terhubung 

dengan internet. Dan akses internet di zaman 

sekarang sangatlah mudah. Dengan adanya 

internet tersebut, memungkinkan perusahaan 

untuk mengetahui perkembangan bisnis yang 

ada didunia. Perusahaan juga bisa mencari data-

data atau informasi yang mungkin dibutuhkan 

untuk proses perkembangan kemajuan 

perusahaan tersebut dengan mudah dan cepat. 

Selain itu, perusahaan juga bisa berkomunikasi 

dengan para pelaku bisnis lainnya melaui 

internet. 

4. Mempermudah untuk menjalankan aktivitas 

Semakin teknologi tersebut berkembang, semakin 

mudah pula cara pengoperasian teknologi 

tersebut. Dengan mudahnya dalam mengakses 

teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang 

dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa 

ringan dan mudah untuk dijalankan. 

5. Menghemat waktu pekerja dan pelaku bisnis 

Dengan adanya teknologi, pekerja atau pelaku 

bisnis pun akan lebih cepat dalam melakukan 

aktivitasnya. Karena proses yang dilakukan oleh 
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teknologi biasanya lebih cepat jika 

dibangdingkan dengan proses yang dilakukaan 

oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan 

adanya teknologi, waktu pun tidak akan 

terbuang banyak dalam melakukan suatu 

aktivitas perusahaan. 

 

Kemajuan teknologi tentu membawa pengaruh yang 

besar terhadap perusahaan. Terutama jika perusahaan 

tersebut memanfaatkannya dalam aktivitas operasional 

perusahaannya. Namun, pengaruh yang dibawa oleh 

teknologi tidak hanya pengaruh yang baik seperti halnya 

feedback yang dirasakan apabila perusahaan 

menggunakan teknologi tersebut. Melainkan juga ada 

pengaruh buruknya bagi perusahaan, antara lain: 

1. Kurangnya hubungan antara pelanggan dengan 

manajemen perusahaan 

Karena kemudahan teknologi, terkadang 

manajemen perusahaan lebih banyak 

menggunakan telepon dibanding berhubungan 

langsung dengan pelanggannya. Sehingga 

terkadang manajemen perusahaan tersebut tidak 

mengetahui apakah pelanggan merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan para tenaga 

kerjanya atau tidak. 

2. Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data untuk 

kepentingan pribadi 
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Karena teknologi kini semakin canggih, maka 

tidak menutup kemungkinan bila ada orang yang 

menyalahgunakaan kegunaan teknologi 

tersebut. Seperti pengambilan data untuk 

keperluan pribadinya. Padahal bisa saja data 

tersebut rahasia. Namun karena teknologi yang 

semakin berkembang, orang tersebut bisa 

melakukan semua itu secara sembunyi. 

3. Perlindungan hak cipta sulit diwujudkan 

Sekumpulan data yang disimpan perusahaan 

bisa saja di-copy oleh orang lain yang memiliki 

niat tertentu sehingga data tersebut bisa tersebar 

tanpa ada hak cipta perusahaan yang 

membuatnya. 

4. Ketergantungan pada teknologi 

Karena mudahnya penggunaan teknologi, 

terkadang manusia menjadi lebih bergantung 

pada teknologi tersebut. Padahal bisa saja suatu 

saat apabila sedang melakukan aktivitas, tiba-

tiba teknologi tersebut rusak atau mati sehingga 

aktivitas perusahaan pun turut berhenti karena 

manusia-manusianya terbiasa melakukan aktivitas 

dengan teknologi. 

Namun, disamping dampak buruk tersebut, tentu 

teknologi memiliki dampak positif yang membuat banyak 

perusahaan menggunakannya, antara lain: 

1. Memperingan dan mempercepat pekerjaan 
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Pada umumnya, teknologi memang lebih cepat 

dalam melakukan aktivitas perusahaan baik 

dalam bidang produksi maupun lainnya. 

Sehingga dengan adanya teknologi, perusahaan 

lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan 

aktivitasnya. 

2. Dapat digunakan sebagai sarana pemasaran 

atau promosi 

Kini teknologi sudah semakin berkembang dan 

digunakan oleh masyarakat mendunia, hal itu 

dapat dijadikan lahan promosi bagi perusahaan 

untuk mempromosikan produknya melalui 

teknologi internet yang kini dapat diakses dengan 

mudah. 

3. Mempermudah komunikasi dengan perusahaan 

lain untuk menjalin kerjasama 

Dengan adanya teknologi, komunikasi antar 

perusahaan pun menjadi lebih mudah tanpa 

harus tatap muka sekalipun. 

4. Memudahkan mencari informasi mengenai bisnis 

perusahaan 

Ini merupakan dampak dari adanya teknologi 

internet yang memudahkan perusahaan mencari 

segala informasi apapun yang memang 

dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk 

melakukan aktivitasnya. 
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MENGELOLA SISTEM INFORMASI DALAM ORGANISASI 

BISNIS 

Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan 

informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan 

dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di 

mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-

orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang 

terorganisasi. 

Sistem informasi mempunyai 3 (tiga) peran utama 

dalam sebuah organisasi bisnis yaitu: 

 

1. Mendukung proses bisnis dan operasional: untuk 

memproses transaksi bisnis, mengontrol proses 

industrial, dan mendukung komunikasi serta 

produktivitas kantor secara efisien. 
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2. Mendukung pengambilan keputusan: 

menyediakan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan manajemen. 

3. Mendukung keunggulan kompetitif: dapat 

memainkan peran yang besar dalam mendukung 

tujuan strategis dari sebuah perusahaan. 

Sistem informasi dalam organisasi bisnis digunakan dalam 

mendukung 4 (empat) fungsi bisnis utama yaitu:  

1. Sales and Marketing Systems 

Didalam fungsi ini, suatu sistem dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, 

mempromosikan produk, pengembangan lanjut 

suatu layanan, serta memberikan one stop 

services kepada pelanggan guna memberikan 

layanan after sales yang prima. 

2. Manufacturing and Production Systems 

Didalam proses produksi, sistem informasi 

diberdayakan untuk melakukan penjadwalan 

(termasuk kedalam materi Manajemen Proyek), 

membantu proses pengawasan, dan 

mengorganisir keperluan penyimpanan 

(storaging). 

3. Finance and Accounting Systems 

Roda keuangan suatu korporasipuntak luput dari 

sentuhan IT dalam pengelolaannya. Sistem 

informasi yang dibangun pada fungsi ini berputar 

pada pengelolan aset perusahaan,saham, 
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dan/atau obligasi. Sistem yang bekerja pada 

fungsi ini biasanya memerlukan keamanan dan 

sekuritas yang mapan karena menyangkut pada 

kekuatan vital perusahaan yaitu pendanaan. 

 

4. Human Resource Systems 

Manusia adalah sumber daya utama dalam 

pergerakan perusahaan. Sistem yang bekerja 

pada fungsi ini dapat memberikan ringkasan 

performa karyawan, memetakan keterampilan 

dan bakat staf, serta mampu mendukung 

perencanaan untuk pengembangan karyawan 

yang lebih lanjut. 

Beberapa sistem informasi yang paling sering atau sangat 

umum terdapat dan digunakan di sebuah perusahaan 

demi menunjang efektifitas dan efisiensi jalannya proses 

bisnis yang adaantara lain: 

1. Sistem Informasi Akutansi 

Sistem informasi yang menyajikan informasi yang 

dipakai oleh dipakai fungsi  akutansi. Sistem ini 

mencakup semua transaksi yang berhubungan 

dengan keuangan di sebuah perusahaan atau 

organisasi. 

2. Sistem Informasi Manufaktur 

Sistem informasi yang bekerja sama dengan 

sistem informasi lain untuk mendukung 

manajemen perusahaan dalam menyelesaikan 
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masalah yang berhubungan dengan produk atau 

jasa yang dihasilkan perusahaan. 

3. Sistem Informasi SDM 

Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan 

khususnya di bagian personalia. 

4. Sistem Informasi Keuangan 

Sistem informasi yang menyediakan informasi 

pada fungsi keuangan yang menyangkut 

keuangan perusahaan. 

5. Sistem Informasi Pemasaran 

Sistem Informasi yang menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh fungsi pemasaran. 

Pengelolaan sistem informasi dalam organisasi bisnis 

mencakup beberapa aspek mulai dari sumber daya yang 

digunakan, aktivitas yang dilaksanakan, sampai produk 

informasi yang dihasilkan dari sistem informasi: 

1. Sumber daya yang digunakan meliputi: 

 sumber daya manusia mencakup end-user 

seperti pelanggan dan pegawai; 

 sumber dayahardware mencakup PC server 

dan semua komputer yang digunakan 

perusahaan; 

 sumber dayasoftware (web browser, software 

website e-commerce, danoperating system); 

dan 

 sumber daya network/jaringan. 
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2. Aktivitas sistem informasi mencakup aktivitas-

aktivitas input sumber data, pengolahan data 

menjadi informasi, output dari produk informasi, 

penyimpanan sumber data, dan pengendalian 

kinerja sistem. 

3. Produk informasi adalah tampilan pada 

perangkat pelanggan maupun karyawan 

perusahaan yang menyediakan informasi, serta 

mendukung penyediaan produk dan jasa, 

misalnya informasi yang ditemukan di website 

perusahaan. 

Dengan dikelolanya sistem informasi secara memadai 

dalam bisnis, akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data 

secara akurat dan realtime. 

2. Memudahkan pihak manajemen untuk 

melakukan perencanaan, pengawasan, 

pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada 

semua departemen yang memiliki hubungan 

atau koordinasi. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan 

sistematis. 

4. Meningkatkan produktivitas dan penghematan 

biaya dalam organisasi. 

Meskipun teknologi mempunyai banyak manfaat, 

organisasi bisnis juga harus antisipasi risiko dari teknologi 
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antara lain isu keamanan, privasi, serangan virus dan 

hack, danpotensi fraud.Contoh: kasus kebocoran data 

Tokopedia (2020), Facebook. 

 

MELINDUNGI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ORGANISASI 

BISNIS 

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari 

kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa 

karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual 

melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan 

curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh 

“produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau 

yang sejenis. 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara 

singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber dari 

hasil kegiatan intelektual manusia, yang mana memiliki 

manfaat ekonomi. HaKi terdiri dari hak cipta dan hak 

kekayaan industri.  

Organisasi bisnis perlu memperhatikan hak atas 

kekayaan intelektual agar tidak dirugikan atau merugikan 

pihak lain, khususnya terkait hak kekayaan industri yang 

antara lain terdiri dari hak paten (patent), hak atas merek 

(trademark), desain industri, dan indikasi geografis. 

Peningkatan kemudahan akses informasi melalui 
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teknologi khususnya internet turut meningkatkan risiko 

bagi perlindungan kekayaan intelektual, misalnya 

maraknya pembajakan aplikasi/musik/film/buku atau 

bentuk karya lainnya yang memiliki hak cipta (copyright). 

Cara terpenting untuk melindungi kekayaan 

intelektual organisasi bisnis adalah dengan mengurus Hak 

atas Kekayaan Intelektual (HaKI) khususnya atas merek 

yang merupakan identitas bisnis perusahaan yang paling 

penting bagi perusahaan, agar merek tidak ditiru oleh 

pihak lain. Caranya adalah dengan mendaftarkan 

kekayaan intelektual perusahaan, misalnya merek 

dagang, kepada  Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Merek yang telah didaftarkan akan berpotensi 

meningkatkan nilai jual produk, serta apabila ditiru oleh 

pihak lain, perusahaan bisa menuntut ganti rugi dari pihak 

tersebut. 

Selain mengurus HaKI tersebut, langkah-langkah 

berikut dapat juga dilakukan untuk melindungi kekayaan 

intelektual dalam organisasi bisnis: 

1. Mengidentifikasi dan mensosialisasikan kekayaan 

intelektual 

Lakukan identifikasi dan sosialisasikan kekayaan 

intelektual yang dimiliki perusahaan kepada 

seluruh karyawan. Jika semua karyawan mengerti 

apa yang perlu dilindungi, mereka dapat lebih 
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memahami bagaimana melindunginya, dan dari 

siapa melindunginya. 

2. Memastikan keberadaan dan akses pada 

kekayaan intelektual 

Keberadaan dan akses pada kekayaan 

intelektual yang telah diidentifikasi perlu 

dipastikan, baik ada di printer, mesin fotokopi, 

scanner dan mesin faks, aplikasi cloud dan 

layanan berbagi file, perangkat pribadi 

karyawan, maupun pada sistem pihak ketiga. 

3. Memprioritasi kekayaan intelektual 

Lakukan analisis risiko dan buat peta aset 

perusahaan sehingga dapat 

mengklasifikasikannya, tentukan informasi apa jika 

hilang dapat menyebabkan kerugian paling 

besar bagi perusahaan. Kemudian 

pertimbangkan aset mana yang paling berisiko 

dicuri. Menyatukan kedua faktor akan membantu 

menentukan dimana cara terbaik untuk 

menghabiskan upaya perlindungan. 

4. Memberi label kekayaan intelektual yang 

berharga 

Jika informasi bersifat rahasia bagi perusahaan, 

berikan stiker atau label di atasnya yang 

bertuliskan demikian. Jika data perusahaan 

adalah hak milik, beri informasi untuk itu di setiap 

layar masuk. Ini tampaknya sepele, tetapi jika 

berakhir di pengadilan dan perusahaan 
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mencoba untuk membuktikan seseorang 

mengambil informasi yang tidak mereka terima, 

argumen itu tidak akan berlaku jika tidak dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan telah 

memperjelas bahwa informasi itu dilindungi. 

5. Mengamankan kekayaan intelektual secara fisik 

maupun digital 

Perlindungan fisik dan digital adalah suatu 

keharusan. Kunci ruangan tempat data sensitif 

disimpan, apakah itu server atau ruang arsip. 

Melacak siapa yang memiliki kunci. Gunakan 

kata sandi dan batasi akses karyawan ke basis 

data penting. Selain itu, berhati-hatilah bilamana 

membuang dokumen yang sifatnya sensitif atau 

rahasia, contoh laporan keuangan, data 

nasabah, laporan, tanda terima, tagihan, faktur, 

dll. Jangan hanya membuang dokumen tersebut 

ke keranjang sampah, tetapi robeklah terlebih 

dahulu. Membuang kertas ke tempat sampah 

tanpa dirobek dapat menimbulkan sejumlah 

persoalan keamanan. Jika sampah tidak dibuang 

dengan benar maka semua dokumen ini dengan 

mudahnya dapat jatuh ke tangan orang yang 

tidak berhak (para pesaing). Lagi pula, mata-

mata industri dikenal biasa mengorek sampah 

untuk mencari data rahasia. 

6. Membuat perjanjian kerahasiaan dengan 

karyawan 
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Pastikan bahwa semua karyawan paham bahwa 

pencurian kekayaan intelektual sama seriusnya 

untuk bisnis dengan pencurian barang fisik. 

Gunakan perjanjian kerahasiaan dalam kontrak 

kerja karyawan, untuk menjelaskan tanggung 

jawab karyawan mengenai informasi rahasia atau 

rahasia dagang. Pastikan apa saja yang 

perusahaan anggap sebagai rahasia karena 

akan membedakan dengan jelas informasi apa 

saja adalah milik perusahaan dan informasi apa 

saja adalah milik karyawan. Perjanjian tersebut 

juga perlu menggariskan semua langkah yang 

harus ditempuh karyawan dalam menjaga 

kerahasiaan seperti pemakaian kata sandi 

komputer, tidak membawa daftar penjualan 

keluar tempat kerja, tidak menyalin dokumen ke 

disk, dll. 

7. Mengedukasi karyawan 

Pelatihan kesadaran keamanan bisa efektif untuk 

menyumbat dan mencegah kebocoran 

kekayaan intelektual, tetapi hanya jika 

ditargetkan untuk informasi yang perlu dijaga oleh 

sekelompok karyawan tertentu. Seperti yang 

sering terjadi, manusia seringkali merupakan mata 

rantai terlemah dalam rantai pertahanan. Itu 

sebabnya upaya perlindungan kekayaan 

intelektual yang mengandalkan firewall dan hak 

cipta, tetapi tidak juga fokus pada kesadaran 
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dan pelatihan karyawan, hanya akan berakhir 

dengan kebobolan data. 

8. Menyusun rencana untuk karyawan yang 

diberhentikan 

Jangan biarkan mantan karyawan yang tidak 

puas menjadi ancaman keamanan. Siapkan 

rencana untuk mencegah orang pergi dari 

perusahaan dengan membawa data dan 

dokumen rahasia perusahaan. 

9. Kontra intelejen 

Sebuah perusahaan tidak bisa hanya duduk diam 

menunggu diserang, dalam sebuah perang 

diperlukan taktik dan strategi dan untuk 

melakukannya, maka perusahaan harus mampu 

berpikir bagaimana peretas atau orang dalam 

berpikir. Dengan mampu membaca apa yang 

ingin dilakukan lawan, dengan sendirinya kita bisa 

tahu harus melakukan langkah apa agar dapat 

menghadapinya. 

 

KESIMPULAN 

1. Peran akuntan dalam penerapan tata kelola 

(governance) menjadi penting untuk mendorong 

terwujudnya kewajaran, akuntabilitas, transparansi, 

dan tanggung jawab khususnya dalam pelaporan 

keuangan. 
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2. Kemajuan teknologi berdampak pada organisasi 

bisnis serta bagaimana perusahaan beroperasi 

dan berelasi dengan stakeholder. Perusahaan 

harus mengoptimalkan manfaat teknologi, namun 

tetap mengantisipasi risikonya. 

3. Pengelolaan sistem informasi dalam organisasi 

bisnis mencakup perlu dipahami sumber daya 

yang digunakan, aktivitas yang dilaksanakan, serta 

produk informasi yang dihasilkan dari sistem 

informasi. Aktivitas sistem informasi mencakup 

aktivitas-aktivitas input sumber data, pengolahan 

data menjadi informasi, output dari produk 

informasi, penyimpanan sumber data, dan 

pengendalian kinerja sistem. 

4. Organisasi bisnis perlu melindungi kekayaan 

intelektual dengan cara mendaftarkan kekayaan 

intelektual perusahaan, misalnya merek dagang, 

kepada  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

melakukan beberapa upaya lainnya 

sepertimengedukasikaryawan dan mengamankan 

akses kepada kekayaan interlektual. 
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Bab 6 

Ekonomi Makro dan Otonomi 

Daerah 

 

 

PENGERTIAN EKONOMI MAKRO DAN RUANG LINGKUPNYA 

Ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara 

keseluruhan atau secara agregat. Ruang lingkup ekonomi 

makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang 

dan jasa perekonomian, dan laju pertumbuhan output, 

laju inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran dan 

nilai kurs. 

Ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara 

luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan 

ekonomi (Mankiw, 2006). Sebuah cabang ilmu ekonomi 

yang mempelajari tentang kegiatan utama 

perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh 

terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi 

(Sadono Sukirno, 2000). 

Ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang meliputi 
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stabilitas dan pertumbuhan perekonomian suatu negara 

(Budiono, 2001). 

Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi 

yang mempengaruhi banyak masyarakat perusahaan, 

dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk 

menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-

target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, 

stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian 

keseimbangan neraca yang berkesinambungan. 

Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-

masalah ekonomi utama sebagai berikut: 

a. Sejauh mana berbagai sumber daya telah 

dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila 

seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini 

disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada 

sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti 

perekonomian dalam keadaan under employment 

atau terdapat pengangguran/belum berada pada 

posisi kesempatan kerja penuh. 

b. Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil 

khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai 

uang cenderung menurun dalam jangka panjang 

berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi. 

c. Sejauh mana perekonomian mengalami 

pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai 

dengan distribusi pendapatan yang membaik antara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabilitas_harga&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keseimbangan_neraca&action=edit&redlink=1
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pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam 

distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya 

bila yang satu membaik yang lainnya cenderung 

memburuk. 

Terdapat 3 ruang lingkup ekonomi makro, yaitu: 

a. Penentuan Tingkat Kegiatan Perekonomian Negara 

Dalam ekonomi makro dijelaskan tentang seberapa jauh 

perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu 

produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini 

memiliki beberapa jenis pengeluaran yaitu: 

 Pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

 Pengeluaran pemerintah 

 Pengeluaran perusahaan atau investasi 

 Ekspor dan impor 

 

b. Kebijakan Pemerintah 

Ada 2 jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan 

dengan ekonomi makro, yaitu: 

(1) Kebijakan moneter 

Merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk 

mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat 

dalam suatu negara. Prinsip–prinsip kebijakan moneter 

yang sehat sebagai berikut: 
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(a) Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan, 

yaitu sasaran inflasi, sebagai konribusi pokok 

kebijakan moneter dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi 

ditetapkan dengan mempertimbangkan 

pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi. 

(b) Kebijakan moneter yang bersifat antisipatif, yaitu 

dengan mengarahkan kebijakan moneter yang 

ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai 

sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang 

akan datang mengingat adanya efek tunda 

kebijakan moneter. 

(c) Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu 

dalam membuat pertimbangan penentuan respon 

kebijakan moneter. Dalam penetapan respon 

kebijakan moneter, bank sentral 

mempertimbangkan prakiraan inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, serta berbagai variable 

lain. Termasuk pertimbangan mengenai kebijakan 

ekonomi pemerintah dalam kerangka koordinasi 

kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain. 

(d) Sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang 

sehat, yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, 

transparan, dan berakuntabilitas. 

(2) Kebijakan fiskal 



 Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum 

115 

Merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur 

dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi suatu negara. 

c. Pengeluaran Agregat / Pengeluaran Keseluruhan 

Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang 

ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi 

dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran 

agregat, pemerintah bisa menekan laju inflasi dan 

menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. 

 

KEBIJAKAN DALAM EKONOMI MAKRO 

Ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan dari yang 

diantaranya seperti: 

a. Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara pemerintah 

mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak 

dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mengatur 

pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. 

Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan 

pajak yang dilakukan oleh setiap warga negara. Selain 

itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari hal 

diluar dari non-pajak seperti denda, lelang, gratifikasi dan 

pemberian dari negara lainnya. Melalui kebijakan fiscal 

pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga akan 
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menaikkan pendapatan nasional dan serapan tenaga 

kerja.  

Sedangkan untuk pengeluaran biasanya 

mengenai kegiatan impor barang dari luar negeri untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Kebutuhan 

negeri yang dibutuhkan biasanya kebutuhan yang 

memang sulit untuk diproduksi oleh negara. Sehingga 

akhirnya negara tersebut melakukan impor barang. 

b. Kebijakan Moneter 

Selain pajak dan pengeluaran ada lagi variabel yang 

dikendalikan oleh pemerintah, yaitu jumlah uang beredar. 

Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang 

beredar di perekonomian sehingga pemerintah 

membutuhkan suatu lembaga yang disebut bank sentral. 

Bank sentral di Indonesia bernama Bank Indonesia (BI), 

sedangkan di Amerika Serikat bernama Federal Reserve 

(FED).  

Adanya bank sentral tersebut tidak hanya 

mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah 

uang yang beredar yang ditawarkan bank sentral akan 

mempengaruhi tingkat harga keseluruhan, tingkat suku 

bunga dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat 

pengangguran dan tingkat output. Sehingga para ahli 

ilmu ekonomi makro mengalami keraguan untuk 
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menetapkan seberapa luas pengaruh dari kebijakan 

moneter. 

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang menjadi 

pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Kebijakan yang 

berfungsi mengukur sebanyak apa dana yang 

dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia 

terhadap masyarakat. Jika terjadi perputaran uang yang 

semakin banyak tentunya, akan mempengaruhi 

perputaran uang yang semakin banyak dan akan 

berpengaruh pada tingkat inflasi sehingga menyebabkan 

harga suatu produk menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, 

apabila perputaran uang semakin kecil maka harga dari 

suatu produk yang ditawarkan relatif lebih murah atau 

yang sering disebut dengan deflasi. 

Kebijakan inilah yang memiliki peranan cukup 

penting dalam kehidupan masyarakat untuk 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karenanya, 

dengan mempelajari ilmu ekonomi tentu akan sangat 

membantu dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu 

komponen pengeluaran agregat adalah investasi 

(penanaman modal) oleh para pengusaha. Salah satu 

cara pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran 

agregat yaitu dengan mempengaruhi investasi. 

c. Kebijakan Segi Penawaran 
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Kebijakan segi penawaran berfungsi menyeimbangkan 

neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun 

negara. Wajar jika banyak perusahaan membutuhkan 

orang yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Dengan 

ilmu tersebut, diharapkan segala pengelolaan keuangan 

terutama yang berkaitan dengan produksi dapat ditekan 

seoptimal mungkin dan tetap dapat menyeimbangkan 

kualitas produk, sehingga produk yang dihasilkan dapat 

lebih berkualitas. 

Kebijakan sisi penawaran dapat di tempuh 

dengan berbagai cara sebagai berikut: 

(1) Kebijakan pendapatan (income policy). Bertujuan 

untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan 

pekerja yang berlebihan. Pemerintah melarang 

tuntutan kenaikan upah yang melebihini kenaikan 

produktivitas pekerja, sehingga dapat menghindari 

tingginya biaya produksi. 

(2) Meningkatkan semangat kerja para pekerja. Yaitu 

dengan mengurangi pajak pendapatan rumah 

tangga. 

(3) Efisiensi kegiatan produksi. Pemerintah dapat 

memberi insentif kepada perusahaan yang 

melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang 

lebih canggih dalam produksi, termasuk 

pengembangan mutu produksi. 
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(4) Mengembangkan infrastruktur. Pemerintah 

melakukan pembangunan dan peningkatan mutu 

dan kapasitas infrastruktur. 

(5) Peningkatan pelayanan pemerintah dalam 

mengembangkan usaha sektor swasta. Peraturan 

pemerintah yang kondusif kepada pengembangan 

sector swasta sangat penting peranannya untuk 

meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. 

 

 

PERMASALAHAN DALAM EKONOMI MAKRO 

a) Masalah Kemiskinan dan Kesetaraan / Pemerataan 

Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk, sehingga 

menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain 

selain menjadi pekerja di sector informal. Hal ini menjadi 

pemicu kemiskinan, karena masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu infrastruktur 

dan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara 

menyeluruh oleh masyarakat untuk memperbaiki 

kehidupannya. 

b) Krisis Nilai Tukar 

Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dollar AS 

secara tetap mulai diguncang spekulan yang 

menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang 
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juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector 

swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini 

dengan melakukan intervensi di pasar untuk 

menyelamatkan cadangan devisa yang semakin 

menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar 

yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan 

nilai tukar yang mengambang terkendali. 

c) Masalah Utang Luar Negeri 

Turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asin 

terutama dollar AS menyebabkan sebagian besar utang 

luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai 

(hedging). Sehingga pada saat krisis dalam sekejap nilai 

utang tersebut membengkak. Untuk mengatasi ini, 

pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar 

negeri dengan pihak peminjam, pemeritah juga 

menggandeng lembaga keuangan internasional untuk 

membantu menyelesaikan masalah ini. 

d) Masalah Perbankan dan Kredit Macet 

Besarnya utang luar negeri mengakibatkan 

permasalahan pada system perbankan. Banyak usaha 

yang macet karena meningkatnya beban utang dan 

mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet 

sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. 

System perbankan mencoba mempertahankan 

likuiditasnya dengan meningkatkan suku bunga simpanan 
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melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka 

mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal 

yang mereka miliki. 

e) Masalah Inflasi 

Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari 

terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan 

daya beli masyarakat. Masalah inflasi yang terjadi tidak 

terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah 

dan krisis perbankan yang terjadi. Tingginya laju inflasi 

mengakibatkan BI melakukan pengetatan di bidang 

moneter, namun tidak dapat dilakukan secara drastis 

karena akan mengancam kelangsungan proses 

penyehatan perbankan dan program restrukturisasi 

perusahaan. 

Faktor yang dapat mempengaruhi inflasi: 

1. Tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan 

2. Tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran 

 

f) Masalah Pertumbuhan Ekonomi 

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tercermin 

dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi 

terhadap Angkatan kerja. Berkurangnya daya serap 

lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin 

dan tingkat pengangguran. 
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g) Masalah Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang 

yang tergolong dalam Angkatan kerja yang ingin 

mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan 

ledakan jumlah penduduk adalah factor utama 

terjadinya pengangguran. Jumlah penduduk yang 

meningkat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan 

yang tersedia sehingga jumlah pengangguran 

meningkat. 

 

TUJUAN EKONOMI MAKRO 

Ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang juga 

berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan 

dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

timbul dalam suatu negara. Berikut beberapa tujuannya: 

a) Menciptakan Lapangan Pekerjaan 

Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara 

akan berdampak buruk untuk negara tersebut. 

Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi 

negara. Kebijakan ekonomi makro mengatur agar 

lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan 

angka pengangguran dalam suatu negara. 

b) Produksi dalam Negeri yang Tinggi 
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Tinggi atau rendah suatu produksi dalam negeri 

tergantung ada investasi yang masuk ke dalam negara 

tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, 

suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta 

meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan 

meningkatnya produktivitas, pendapatan juga akan 

meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan 

dengan baik. 

c) Ekonomi yang Stabil 

Perekonomian yang stabil dalam suatu negara 

termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan 

pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam 

negara tersebut. Ekonomu makro memiliki tujuan agar 

harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. 

Hal ini juga akan berdampak baik untuk suatu negara. 

d) Neraca Pembayaran Seimbang 

Setiap negara pasti melakukan transaksi dengan 

negara lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi ekonomi 

suatu negara. Maka dari itu neraca pembayaran juga 

harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu 

diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca 

perdagangan, transaksi berjalan, dan lalu lintas moneter. 

e) Pendapatan Penduduk yang Merata 
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Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah agar 

suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling 

merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari 

pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia dalam negara tersebut. Dengan pendapatan 

yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi 

semakin baik. Sehingga kualitas manusia dalam suatu 

negara akan menjadi semakin baik juga. 

 

OTONOMI DAERAH: DASAR HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP 

Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, 

pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

otonomi adalah pemerintahan sendiri. KBBI menjelaskan 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
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mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat 

diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang 

lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah 

dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah 

dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai 

kepentingan daerahnya sendiri. 

Dasar hukum otonomi daerah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 

dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. 

b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka 

NKRI. 

c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang 

Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. 

d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
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e. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

f. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

(Revisi UU No.32 Tahun 2004) 

 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 

diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, 

jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta 

adanya perimbangan antara keuangan pemerintah 

pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8). Dengan 

demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip Otonomi Luas  

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah 

diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk 

menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani 

oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki 

oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. 

Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk 

menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, 

dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu 

daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik 

masing-masing daerah.  
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b. Prinsip Otonomi Nyata  

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu 

tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani 

urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan 

berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. 

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab  

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang 

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5). 

 

TUJUAN, ASAS, DAN AJARAN OTONOMI DAERAH 

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan 

utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif 

dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui 

tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 

upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui 

partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai 

melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya 

pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan 
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daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan 

manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. 

Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah 

terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia 

sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 

menurut Mardiasmo (2002: 46) adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga 

misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:  

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik dan kesejahteraan masyarakat.  

(2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

sumber daya daerah. 

(3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan. 
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a. Desentralisasi 

Adalah pemberian wewenang oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus Urusan 

daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. 

b. Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali 

kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 

umum. 

c. Tugas pembantuan 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 

Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

provinsi. 

Untuk memahami ajaran luas dan isi otonomi 

daerah perlu ditelusuri dari ajaran yang menjadi pangkal 

lahirnya konsep desentralisasi. Terdapat 3 ajaran antara 

lain sebagai berikut: 
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a. Ajaran Rumah Tangga Materiil 

Merupakan suatu system dalam penyerahan 

urusan rumah tangga daerah antara pemerintah pusat 

dan daerah terdapat undang–undang yang diperinci 

secara tegas di dalam undang–undang 

pembentukannya. Apa yang tidak tercantum dalam 

rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga 

daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau 

yang telah ditetapkan. Daerah otonom sebagai 

masyarakat hukum yang lebih kecil mempunyai urusan – 

urusan sendiri yang secara prinsipil berbeda dari negara 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih besar.  

Bila ditinjau secara seksama, akan kelihatan 

bahwa isi dan luas otonomi itu akan sangat terbatas, 

daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan 

sesuatu yang tidak tersebut dalam undang-undang 

pembentukannya. Segala langkah kerja daerah itu tidak 

dapat keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah 

tercantum dalam undang-undang daerah itu tidak dapat 

secara leluasa bergerak dan mengembangkan 

inisiatifnya kecuali rumah tangganya, menurut tingkatan 

dan ruang lingkup pemerintahannya. 

b. Ajaran Rumah Tangga Formal 
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Ajaran otonomi formil, didasarkan atas pandangan 

bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara urusan yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah. Tidak ada perbedaan sifat antara 

urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat 

dan oleh daerah-daerah otonom. Yang dapat dikerjakan 

oleh masyarakat hukum yang satu pada prinsipnya juga 

dapat dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain. Bila 

dilakukan pembagian tugas, hal itu semata-mata 

didasarkan atas pertimbangan rasional dan praktis. 

Artinya, pembagian itu tidak karena materi yang diatur 

berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan 

bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih 

baik dan lebih berhasil diselenggarakan sendiri oleh setiap 

daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi, 

pertimbangan efisiensilah yang menentukan pembagian 

tugas itu dan bukan disebabkan perbedaan sifat dari 

urusan-urusan yang menjadi tanggungan masingmasing.  

Di dalam ajaran ini tidak secara apriori ditetapkan 

hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi 

sepenuhnya tergantung atas prakarasa atau inisiatif 

daerah yang bersangkutan. Urusan rumah tangga 

daerah ditentukan dalam suatu prinsipnya saja, 

sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada 

prakarsa daerah yang bersangkutan. Batas-batas 

pelaksanaan urusan juga tidak ditentukan, tergantung 

kepada keadaan, waktu, dan tempat. Dari batasan 
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rumah tangga formal bisa dilihat bahwa pemerintah 

daerah dapat lebih leluasa untuk bergerak, untuk 

mengambil inisiatif, memilih alternatif, dan mengambil 

keputusan dalam segala bidang yang menyangkut 

kepentingan daerahnya. 

Walaupun keleluasaan pemerintah daerah dalam 

sistem rumah tangga formal lebih besar, tetap ada 

pembatasan, seperti berikut : 

(a) Pemerintah daerah hanya boleh mengatur 

undang-undang atau peraturan daerah yang 

lebih tinggi tingkatannya 

(b) Bila negara atau daerah yang lebih tinggi 

tingakatannya kemudian mengatur sesuatu urusan 

yang semula diatur oleh daerah yang lebih 

rendah, peraturan daerah yang lebih rendah 

tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

c. Ajaran Rumah Tangga Riil 

Ajaran Rumah Tangga Riil, sistem ini tampaknya 

mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga 

materiil dan rumah tangga formal, dengan tidak 

melepaskan prisip sistem rumah tangga formal. Konsep 

rumah tangga riil bertitik tolak dari pemikiran yang 

mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor 

yang nyata mendasarkan diri kepada keadaan dan 
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faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian 

antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik 

yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan 

demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintah 

daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

pusat, dikatakan bahwa sekalipun pemerintah pusat 

yang bertanggung jawab lebih cenderung memberikan 

kepercayaan teknis kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, sampai sejauh mana petunjuk dan 

campur tangan pusat kepada daerah, sangat 

tergantung kepada sampai seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah itu sendiri dikatakan bahwa the 

degree of central prescrioption and control depends 

largely on the capability of the local authorities. Di dalam 

sistem rumah tangga riil dianut kebijakan bahwa setiap 

undang-undang pembentukan daerah mencantumkan 

beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan 

sebagai modal pangkal dengan disertai segala 

atributnya, berupa kewenangan, personil, alat 

perlengkapan dan sumber pembiayaan. 

Ada beberapa keuntungan apabila ajaran rumah 

tangga riil ini ditetapkan, yaitu: 

I. Sistem rumah tangga riil memberikan kesempatan 

kepada daerah yang beraneka ragam 

(heterogeneous) untuk menyesuaikan faktor-faktor 
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otonomi itu dengan keadaan daerahnya masing-

masing 

II. Sistem ini berlandaskan kepada faktor-faktor yang 

nyata di daerah dan memperhatikan keadaan 

khusus (local spesific) daerah. 

III. Sistem ini mengandung fleksibilitas tanpa 

mengurangi kepastian sehingga daerah bebas 

berprakarsa mengembangkan modal pangkal 

yang sudah ada, dengan memperoleh 

bimbingan/pembinaan tanpa melepaskan 

pengawasan pusat.  

IV. Sampai seberapa jauh pusat melakukan 

pembinaan dan campur tangan terhadap daerah 

tergantung kepada kemampuan pemerintah 

daerah itu sendiri.  

V. Prakarsa untuk mengembangkan urusan di luar 

modal pangkal juga bisa dilakukan, asal tidak 

bertentangan dengan atau belum/tidak diatur 

oleh pusat atau daerah yang tingkatannya lebih 

tinggi. 

VI. Sistem ini memperhatikan keseimbangan 

pertumbuhan antardaerah, Ajaran otonomi riil 

menekankan pada suatu prinsip bahwa 

pemberian otonomi kepada daerah otonom 

didasarkan pada pertimbangan kondisi nyata dan 

kebutuhan serta kemampuan dari daerah otonom 

untuk menyelenggarakan urusan tertentu. 
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Bab 7 

Hubungan Multilateral dan 

Perdagangan 

 

 

PENGERTIAN KERJA SAMA ANTARNEGARA 

Perjanjian Internasional menjadi salah satu akses sebuah 

negara mengupayakan kepentingan. Baik perjanjian 

bilateral, multilateral, atau suatu negara dengan 

organisasi Internasional. Banyak negara di dunia 

menggunakan suatu instrument hukum yang bisa diterima 

dan diterapkan oleh seluruh negara berkepentingan 

tersebut, maka dibuatlah suatu Hukum Internasional yang 

dalam perjanjian multilateral biasanya ada suatu 

organisasi khusus yang dibuat oleh anggotanya dengan 

tujuan mengatur jalanya suatu kerjasama antar bangsa 

dan turut menjaga perdamaian dunia. 

Oleh karena itu terbentuklah beragam organisasi 

internasional di berbagai sektor kehidupan bernegara 

dalam kerjasama multilateral yaitu: 
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1. United Nation (UN) atau Persatuan Bangsa-bangsa 

(UN) 

2. World Treade Center Organization (WTO) 

3. International Monetary Fund (IMF) 

4. World Bank atau Bank Dunia 

5. Economic and Social Counsil (ECOSOC) 

6. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 

7. Gerakan Non Blok (GNP) 

8. United Nation Children’s Fund (UNICEF 

WTO (World Trade Organization) menjadi satu-satunya 

organisasi internasional yang mengatur perdaganan 

Internasional. 

 

Kerjasama antar negara adalah terjalinya 

hubungan antara satu negara dengan negara lainya 

melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Kerjasama 

antar negara bentuknya bermacam-macam, mulai 

kerjadama ekonomi, perdagangan dan lain-lain. 

Istilah kerjasama ekonomi Internasional tidak sama 

dengan perdagangan Internasioanal. Kerjasama Ekonomi 

internasional mempunyai cukupan yang lebih luas 

daripada perdagangan internasional. Dengan demikian 

kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar 

suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang 

ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, 

dengan memegang prinsip keadilan dan menguntungkan. 
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Berdasarkan pengertain kerja sama, maka setiap 

negara yang mengadakan kerja sama denga negara lain 

pasti mempunyai tujuan. Berikut ini tujuan kerjasama antar 

negara. 

a. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi 

masing-masing negara yang mengadakan 

kerjasama.  

b. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang 

mengadakan kerja sama di berbagai bidang. 

c. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan 

dan kemakmuran dunia. 

d. Memperluas hubungan dan mempererat 

persahabatan. 

e. Meningkatkan devisa negara. 

 

 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KERJASAMA ANTARNEGARA 

Setiap kerja sama yang dilakukan oleh suatu negara di 

pengaruhi oleh berbagi faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dapat di dasarkan pada perbedaan dan 

persamaan yang dimiliki antar negara. Berikut ini 

perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar 

negara. 

1. Kerjasama Antar Negara Akibat Adanya Perbedaan 

a. Perbedaan Sumber Daya Alam, contohnhya 

Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa 
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bahan baku, namun negara Arab Saudi sedikit 

menghasilkan bahan baku industri, padahal 

kebutuhan mereka akan bahan baku sangat 

besar. Dengan demikain negara-negara yang 

sedikit menghasilkan bahan baku akan 

melakukan kerjasama dengan negara kaya 

akan bahan baku industri untuk tujuan 

terpenuhinya bahan baku. 

b. Perbedaan Iklim dan Kesuburan Tanah, misalnya 

Indonesia dan beberapa negara lainya yang 

beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan 

lahan yang subur akan menghasilkan kopi, teh, 

karet dan sebagainya. Sedangkan negara-

negara seperti Eropa yang beriklim sedang tidak 

cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga 

mereka harus memperolehnya dari negara-

negara tropis. 

c. Perbedaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

misalnya negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat, Jepang, Eropa Barat, memiliki 

kemampuang dalam menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dibanding negara-

negara berkembang seperti di Afrika dan Asia. 

Adanya perbedaan tersebut, negara-negara 

berkembang dapat melakukan kerjasama 

dengan negara-negar maju. 

d. Perbedaan Idioalogi, misalnya Hongkong yang 

memisahkan diri dengan RRC yang beridiologi 
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komunis, memerlukan kerjasama dalam bidang 

politik dengan negara yang beridiologi liberal 

dengan Amerika Serikita. 

2. Kerjasama Antarnegara Akibat Adanya Persamaan. 

Berikut ini beberapa persamaan yang mendorong 

kerjasama antar negara. 

a. Kerjasama Sumber Alam, kerjasama sumber 

alam antara beberapa negara dapat 

mendorong terbentuknya kerjasama antar 

negara. Misalnya negara-negara penghasil 

minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi 

nama OPEC (Organization of Petrolium 

Explorating Countries) 

b. Kesamaan Keadaan Wilayah (Kondisi geografis) 

Negara-negara yang terletak di suatu wilayah 

yang memiliki kondisi geografis yang sama sering 

mengadakan kerja sama untuk kepentingan 

wilayah dari masing-masing negara 

anggotanya. Misalnya negara-negara yang 

terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk 

kerja sama melalui organisasi ASEAN. 

c. Kesamaan Ideologi, sebagai contoh NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) adalah 

kerjasma negara-negara di Atlantik Utara yang 

beridiologi liberal. Selain itu, negara-negara yang 

tidak memihak pada blok barat ataupun blok 

timur membentuk kerjasama dalam organisasi 

Nonblok. 
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d. Kesamaan Negara, adanya persamaan agama 

juga dapat mendorong beberapa negara untuk 

bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya OKI 

(Organisasi Konfrensi Islam) 

 

 

KERJASAMA ANTARNEGARA DI BIDANG EKONOMI 

1. Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Antarnegara 

Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan, 

kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi  dua 

macam, yaitu: 

a. Kerjasama Ekonomi Bilateral. 

Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama 

ekonomi antara satu negara dengan negara 

tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan 

dua negara. Contoh, pinjam meminjam modal 

antara Indonesia dengan Jepang. 

b. Kerjasama Multilateral  

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang 

dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama 

multilateral dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu kerjasama regional dan kerjasama 

international. 

1. Kerjasama regional, adalah kerjasama antara 

beberapa negara dalam satu kawasan, 

contoh Asean, MEE, dan lain-lain. 
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2. Kerjasama Internasional, adalah kerjasama 

antara negara-negara di dunia dan tidak 

terbatas dalam suatu kawasan. Contoh : IMF, 

ILO, OPEC, dan lain-lain. 

 

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi 

internasional, dibentuklah badan-badan kerjasama 

ekonomi internasional. Berikut ini bentuk-bentuk badan 

kerjasama antar negara yang penting bagi Indonesia. 

A. Badan Kerjasama Regional. 

1. ASEAN, adalah organisasi yang bertujuan 

mengukuhkan kerjasama regional negara-

negara di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 

8 Agustus 1967 di Bangkok, dalam menjalankan 

tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di 

berbagai bidang. Berikut ini ini komite-komite 

yang dilibatkan Asean. 

a. Commite on Food Agriculture and Forest ( 

Komite bahan makanan, pertanian, dan 

kehutanan) 

b. Commite on Trade and Tourism (Komite 

Perdagangan dan Parawisata) 

c. Dan lain-lain 

Selain membentuk komite-komite, ASEAN juga 

membentuk proyek-proyek yang ada di 

beberapa negara anggota, seperti. 

a. ASEAN Vaccine Poject, di Singapura 
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b. ASEAN Aceh Fertilizer Project, di Indonesia  

c. Dan lain-lain 

Untuk menyejahterahkan perekonomian negara-

negara Asia Tenggara, ASEAN melakukan 

beberapa langkah. Diawali dengan pengaturan 

penurunan tarif bersama (CEPT / Common 

Effective Prevential Tarif), Kawasan Perdagangan 

Bebas Asean / AFTA, dan lebih dari itu ASEAN 

akan menjadi sebuah komunitas terintegrasi. 

2. AFTA (ASEAN Free Trade Area), adalah forum 

kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan 

menciptakan wilayah perdagangan bebas di 

seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan 

bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau 

penurunan tarif perdagangan barang sesama 

negara ASEAN sehingga penurunan biaya 

ekonomi. 

Berikut tujuan AFTA, yaitu : 

1. Meningkatkan spesialisasi di negara-negara 

ASEAN 

2. Meningkatkan export dan import baik bagi 

ASEAN 

3. Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. 

3. APEC (ASIA PACIFIC ECONOMI COOPERATION), 

merupakan forum kerjasama negara di kawasan 

Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, perdagangan, dan investasi diantara 

sesama negara anggota. Keberadaa APEC atas 
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prakarsa Bob Hawke (Perdana Menteri Australia). 

Tujuan APEC sebagai kawasan perdagangan 

dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku 

paling lambat tahun 2020. Untuk mencapai 

tujuannya, APEC dalam melakukan kegiatannya 

selalu berlandaskan pada prinsip kesepakatan 

bersama yang sifatnya tidak mengikat, dialog 

terbuka, serta prinsip saling menhargai 

pandangan dan pendapat seluruh anggota. 

Keikut sertaan Indonesia dalam forum APEC 

diharapkan dapat memberikan dampak positif 

bagi perekomian Indonesia juga diharapkan 

dapat memperlancar dan mempercepat 

kerjasama nonekonomi antgar negara anggota 

pada tingkat bilateral maupun multilateral. 

4. EU (EUROPEAN UNION), adalah organisasi kerja 

sama di bidang ekonomi dan politik negara di 

Eropa. 

Issue tranding saat ini, dimana Indonesia tidak 

gentar menghadapi perlakuan Uni Eropa dalam 

mendisdriminasi produk sawit dan turunannya. 

Indonesia berharap UE dapat segera mengubah 

kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta 

menghilangkan status high risk ILUC pada minyak 

sawit. 

5. EFTA (European Free Trade Area), didirikan pada 

tahun 1960 terdiri dari Austria, Swiss, Denmark, 

Norwegia, Swedia, dan Portugal. Indonesia 
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memiliki hubungan perdaganan yang tertuang 

dalam dokumen Indonesia-EFTA Comprehensive 

Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), 

tujuannya membawa ekonomi Indonesia lebih 

kuat, berdaya saing, dan menarik bagi investor. 

Pada tahun 2017, EFTA adalah tujuan ekspor 

Indonesia urutan ke-23 dan asal import ke-25. 

6. ADB (Asian Development Bank), didirikan pada 19 

Desember 1966 berpusat di Manila – Filipina, 

bertujuan membantu negara-negara asia yang 

sedang membangun dengan cara memberikan 

pinjaman lunak, yaitu dengan masa 

pembayaran panjang serta bunga yang rendah. 

ADB telah menyalurkan pembiayaan senilai US$ 

1,5 atau Rp 23,2 triliun kepada Indonesia untuk 

menanggulangi pandemi COVID-19 yang 

berdampak pada kesehatan, mata pencarian, 

dan perekonomian. 

 

B. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. 

Organisasi Multilateral yang paling besar adalah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB adalah 

organisasi internasional yang dianggap sebagai 

induk organisasi internasional lainya. Tujuanya 

mejamin perdamaian dunia, serta berusahan 

meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial 

masyarakat di seluruh dunia. Dalam melaksanakan 

perannya PBB membentuk lembaga perwakilan 
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melalui Dewan Ekonomi Sosial/Economic Social 

Council (ECOSOC). Berikut ini organisasi khusus PBB 

yang berada dibawah ECOSOC maupun yang 

ada kaitannya dengan dewan tersebut. 

1. IMF (International Monetary Found), adalah 

lembaga keuangan Internasional yang didirikan 

untuk menciptakan stabilitas sistim keuangan 

internasional. Berdasarkan informasi dari salah 

satu surat berita bahwa pada Okotober 2006  

pemerintah Republik Indonesia secara efektif 

telah melunasi seluruh pinjaman kepada IMF 

dibawah skim Extended Fund Facility (EFF) 

2. IBRD (International Bank for Reconstruction and 

Development), IBRD disebut juga World Bank 

atau bank dunia, merupakan organisasi pemberi 

kredit kepada negara-negara anggota untuk 

tujuan pembangunan. Bank dunia catat utang 

Indonesia termasuk 10 besar di dunia.  

3. WTO (World Trade Organization), organisasi 

international yang bertugas untuk menata dan 

memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar 

negara serta mengatasi perselisihan 

perdagangan antar negara. WTO dibentuk 

pada tahun 1995 sebagai pengganti General 

Agreement on Tarif and Trade (GATT). 

4. IFC (International Finance Corporation), 

merupakan bagian dari bank dunia. IFC 

bertugas memberikan bantuan modal kepada 
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pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin 

pemerintahannya serta membantu menyalurkan 

investasi luar negeri ke negara negara 

berkembang. 

5. ILO (International Labor Organization), atau 

Organisasi Perburuhan Internasional yang 

bertugas mempromosikan keadilan sosial serta 

hak buruh. 

 

Dampak kerjasama ekonomi antarnegara dalam 

perekonomian Indonesia: 

1. Dampak Positif Kerjasama Ekonomi Internasional 

Terhadap Perekonomian. 

a. Meningkatkan Keuangna Negara. 

b. Mambantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi 

c. Meningkatkan Investasi 

d. Menambah Devisa Negara 

e. Memperkuat Posisi Perdagangan 

2. Dampak Negatif Kerjasama Ekonomi Internasional 

Terhadap Perekonomian. 

a. Ketergantungan dengan Negara Lain 

b. Intervensi Asing Terhadap kebijakan Ekonomi 

Indonesia 

 

Kerjasma Multilateral adalah kerjasama yang dilakukan 

oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan 

menjadi dua macam, kerjasama regional dan kerjasma 

Internasional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara 
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beberapa negara dalam satu kawasan. Contoh: ASEAN, 

MEE, dan lain-lain Kerjasama internasional adalah 

kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak 

terbatas dalam satu kawasan. Contoh: IMF, ILO, OPEC, dan 

lain–lain. 
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Bab 8 

Hukum Perikatan  

 

 

PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN DAN UNSURNYA 

Perkembangan pembangunan di Indonesia 

memerlukan beberapa hal salah satunya yaitu 

pendanaan yang besar. Disamping itu ketika 

pembangunan meningkat maka meningkat juga 

kebutuhan terhadap pendanaan, jadi salah satu 

cara pemerintah maupun badan hukum dalam 

memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut antara lain melalui perikatan-

perikatan. 

Pengertian hukum perikatan yang umum 

digunakan dalam ilmu hukum adalah: “Suatu 

hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda 

antara dua orang yang memberi hak kepada pihak 

yang satu untuk menuntut sesuatu barang dari pihak 

yang lainnya sedangkan pihak yang lainnya 

diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak 
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yang berhak menuntut adalah pihak yang 

berpihutang (kreditur) sedangkan pihak yang wajib 

memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang 

(debitur) sementara barang atau sesuatu yang 

dapat dituntut disebut dengan prestasi”. 

Hukum perikatan yang dalam bahasa 

belanda dikenal dengan sebutan verbintenis 

ternyata memiliki arti yang lebih luas  daripada 

perjanjian. Hal ini disebabkan karena hukum 

perikatan juga mengatur suatu hubungan hukum 

yang tidak bersumber dari suatu persetujuan atau 

perjanjian. Hukum perikatan yang demikian timbul 

dari adanya perbuatan melanggar hukum 

“onrechtmatigedaad” dan perkataan yang timbul 

dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetujuan “zaakwaarneming”.  

Definisi hukum perikatan menurut para ahli: 

1. Hukum perikatan menurut Pitlo adalah “suatu 

hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan 

antara dua orang atau lebih, atas dasar mana 

pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak 

yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu 

prestasi”.  
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2. Hukum perikatan menurut  Hofmann adalah “suatu 

hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-

subjek hukum sehubungan dengan itu seorang 

atau beberapa orang daripadanya mengikatkan 

dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu 

terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap 

yang demikian itu".  

3. Hukum perikatan menurut Subekti adalah "Suatu 

hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana 

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari 

pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi 

tuntutan itu".  

 

Unsur-Unsur dalam Hukum Perikatan, sebagai berikut: 

1. Unsur hubungan hukum dalam hukum perikatan 

adalah hubungan yang didalamnya melekat hak 

pada salah satu pihak dan pada pihak lainnya  

melekat kewajiban. Hubungan hukum dalam 

hukum perikatan merupakan hubungan yang 

diakui dan diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu saja 

antara hubungan hukum dan  hubungan sosial 

lainnya dalam kehidupan sehari-hari memiliki 

pengertian yang berbeda, oleh karena hubungan 

hukum juga memiliki akibat hukum apabila 

dilakukan pengingkaran terhadapnya. 
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2. Unsur kekayaan dalam hukum perikatan adalah 

kekayaan yang dimiliki oleh salah satu atau para 

pihak dalam sebuah perikatan. Hukum perikatan  

itu sendiri merupakan bagian dari hukum harta 

kekayaan atau vermogensrecht dimana bagian 

lain dari hukum harta kekayaan  kita kenal dengan 

hukum benda. 

3. Unsur pihak-pihak dalam hukum perikatan adalah 

pihak kreditur dan pihak debitur yang memiliki 

hubungan hukum. Pihak-pihak tersebut dalam 

hukum perikatan disebut sebagai subyek 

perikatan. 

4. Unsur obyek hukum atau prestasi dalam hukum 

perikatan adalah adanya obyek hukum atau 

prestasi yang diperikatkan sehingga melahirkan 

hubungan hukum. Dalam pasal 1234 KUH Perdata 

disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah 

memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 

berbuat sesuatu. 

5. Unsur Schuld dan Unsur Haftung dalam Hukum 

Perikatan adalah adanya hutang debitur kepada 

kreditur. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 

haftung dalam hukum perikatan adalah harta 

kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang 
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dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang 

debitur. 

 

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah 

bersistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas 

untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah 

diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-

undang.  Pihak dalam suatu perikatan ada dua, 

yaitu: 

1. Kreditur: orang yang berhak menuntut sesuatu dari 

pihak lain 

2. Debitur: orang yang berkewajiban memenuhi 

tuntutan tersebut 

 

MACAM-MACAM PERIKATAN 

1. Perikatan bersahaja atau perikatan murni adalah 

apabila dalam suatu perikatan hanya ada satu 

debitur dan satu kreditur, dan sesuatu yang dapat 

dituntut hanya satu hal serta dapat dilakukan 

seketika. 

2. Perikatan bersyarat (Pasal 1253–1267 KUHPer) 

adalah perikatan yang digantungkan pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan masih 

belum tentu akan terjadi. Ada 2 macam perikatan 

bersyarat: 
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a. Perikatan dengan syarat tangguh –perikatan ini 

baru lahir jika peristiwa yang dimaksud atau 

disyaratkan itu terjadi. Perikatan lahir pada detik 

terjadinya peristiwa tersebut. 

Contoh: saya berjanji akan menyewakan rumah 

saya kalau saya dipindahkan keluar negeri. 

Artinya saya baru akan menyewakan rumah jika 

saya dipindahkan keluar negeri, jika saya tidak 

dipindahkan, maka tidak ada perikatan untuk 

menyewakan rumah saya. 

b. Perikatan dengan syarat batal –perikatan yang 

sudah ada akan berakhir jika peristiwa yang 

dimaksud itu terjadi. 

Contoh: saat ini saya menyewakan rumah saya 

kepada A dengan ketentuan sewa-menyewa 

ini akan berakhir jika anak saya yang ada di luar 

negeri pulang ke tanah air. 

Suatu perjanjian adalah batal jika 

pelaksanaannya semata-mata tergantung 

pada kemauan orang yang terikat (debitur). 

Suatu syarat yang berada dalam kekuasaan 

orang yang terikat disebut juga syarat 

potestatif. Perjanjian seperti itu tidak memiliki 

kekuatan hukum apapun (artinya tidak dapat 

dipaksa pemenuhannya). 
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Contoh: saya berjanji untuk menghadiahkan 

sepeda saya kepada Ali jika suatu saat saya 

menghendakinya. 

Suatu perjanjian juga batal jika syaratnya tidak 

mungkin terlaksana, bertentangan dengan 

kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang UU. 

Contoh: saya berjanji akan memberi Amat 

sebuah rumah jika berhasil menurunkan bintang 

dan bulan ke bumi atau kalau ia berhasil 

membakar rumahnya Ali atau kalau ia 

melakukan sebuah perbuatan zina. Maka 

perjanjian itu tidak mempunyai kekutan hukum 

apapun. 

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat 

bahwa suatu peristiwa akan terjadi pada waktu 

tertentu, maka syarat itu harus dianggap tidak 

terpenuhi jika batas waktu itu sudah lewat dan 

peristiwa tersebut tidak terjadi. 

Suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat 

lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu 

syarat yang apabila terpenuhi , menghentikan 

perjanjian yang sudah ada dan membawa segala 

sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-

olah tidak pernah ada perjanjian (Pasal 1265 

KUHPer). Artinya, si berpiutang wajib 
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mengembalikan apa yang sudah diterimanya, 

apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. 

3. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268–

1271 KUHPer), perikatan ini tidak menangguhkan 

lahirnya perikatan, hanya menangguhkan 

pelaksanaannya, ataupun menentukan lama 

waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan 

itu. 

Contoh: saya akan menyewakan rumah saya per 

1 Januari 2012 atau sampai 1 Januari 2012, maka 

perjanjian itu adalah suatu perjanjian dengan 

ketetapan waktu. 

4. Perikatan manasuka (alternatif) (pasal 1272–1277 

KUHPer), dalam perikatan manasuka si berutang 

(debitur) dibebaskan menyerahkan salah satu dari 

dua barang atau lebih yang disebutkan dalam 

perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si 

berpiutang untuk menerima sebagian dari barang 

yang satu dan sebagian lagi dari barang yang 

lain. Hak memilih barang ini ada pada si berutang, 

jika hak ini tidak secara tegas diberikan oleh si 

berpiutang. 

Contoh:  saya mempunyai tagihan seratus ribu 

rupiah pada seorang petani. Sekarang saya 

mengadakan suatu perjanjian dengannya bahwa 
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ia akan saya bebaskan dari utangnya jika ia 

menyerahkan kudanya atau 100kg berasnya. 

Apabila 1 dari 2 barang itu musnah atau tidak 

dapat lagi diserahkan, maka perikatan itu menjadi 

perikatan murni atau perikatan bersahaja. 

Jika semua barang itu hilang atau musnah akibat 

si berutang, maka si berutang wajib membayar 

harga barang yang hilang terakhir 

Jika hak pilih ada pada si berutang, dan salah 

satu barang hilang atau musnah bukan akibat 

salahnya si berutang, si berpiutang wajib 

mendapat barang yang satu lagi. 

Jika salah satu barang hilang akibat salahnya si 

berutang, maka si berpiutang boleh memilih 

barang yang satu lagi atau harga barang yang 

sudah hilang. 

Jika kedua barang hilang atau salah satu hilang 

akibat kesalahan si berutang, maka si berpiutang 

boleh memilih sesuai pilihannya. 

Asas-asas di atas berlaku juga jika barang lebih 

dari dua ataupun perikatan untuk melakukan 

suatu perbuatan. 

5. Perikatan tanggung-menanggung atau solider 

(Pasal 1278 – Pasal 1295 KUHPer), adalah perikatan 

yang terdapat beberapa orang di salah satu 
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pihak (lebih dari satu debitur atau lebih dari satu 

kreditur). 

 Dalam hal terdapat lebih dari satu debitur maka 

tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk 

memenuhi seluruh utang. Dengan sendirinya 

pembayaran yang dilakukan oleh salah 

seorang debitur, membebaskan debitur lainnya. 

 Dalam hal beberapa orang di pihak kreditur, 

maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut 

pembayaran seluruh utang. Pembayaran yang 

dilakukan kepada seorang kreditur, 

membebaskan si berutang terhadap kreditur-

kreditur lainnya. 

6. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak 

dapat dibagi (Pasal 1296-1303 KUHPer), dapat 

atau tidak dapat dibaginya suatu perikatan 

adalah tergantung dari apakah barang nya 

dapat dibagi atau tidak serta penyerahannya 

dapat dibagi atau tidak. Meskipun barang atau 

perbuatan yang dimaksudkan sifatnya dapat 

dibagi, tetapi jika penyerahan atau pelaksanaan 

perbuatan itu tidak dapat dilakukan sebagian-

sebagian, maka perikatan itu harus dianggap 

tidak dapat dibagi.  
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7. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 

– 1312 KUHper), perikatan dimana si berutang 

untuk jaminan pelaksanaan perjanjiannya, 

diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan 

awalnya tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain,  

perikatan yang ada hukumannya jika debitur tidak 

melakukan kewajibannya. 

Contoh : A melakukan suatu perjanjian dengan B 

yang berprofesi sebagai kontraktor untuk 

membangun sebuah apartemen. Pembangunan 

itu dalam perjanjian harus selesai selama 2 tahun. 

Jika terlambat B akan dikenakan denda untuk 

mengganti kerugian yang diderita A sebesar 20 

juta rupiah per bulan keterlambatannya. 

 Perikatan dengan ancaman hukuman 

walaupun mirip dengan perikatan manasuka 

(karena ada dua prestasi yang harus dipenuhi), 

sangatlah berbeda satu sama lain, karena 

dalam perikatan dengan ancaman hukuman 

sebenarnya prestasinya hanya satu, kalau ia 

lalai melakukan prestasi tersebut barulah 

muncul prestasi yang ditentukan sebagai 

hukuman. 

 Hukuman yang ditentukan biasanya sangatlah 

berat, bahkan terlampau berat. Menurut Pasal 
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1309 KUHPer, hakim bisa saja mengubah 

hukuman tersebut, bila perikatan awalnya 

sudah dilakukan sebagian.  

 Ataupun jika perikatannya belum dilakukan 

sama sekali, hakim dapat menggunakan Pasal 

1338 ayat 3 dimana suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

 

ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap 

orang dapat mengadakan perjanjian apapun 

juga, baik yang telah diatur dalam undang-

undang, maupun yang belum diatur dalam 

undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt). 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang 

berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya.” 

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 
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c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratannya; 

d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah 

tertulis atau lisan. 

Latar belakang lahirnya asas kebebasan 

berkontrak adalah adanya paham individualisme 

yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, 

yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan 

berkembang pesat dalam zaman renaissance 

melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, 

Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau. 

Menurut paham individualisme, setiap orang 

bebas untuk memperoleh apa saja yang 

dikehendakinya. 

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam 

“kebebasan berkontrak”. Teori leisbet fair in 

menganggap bahwa the invisible hand akan 

menjamin kelangsungan jalannya persaingan 

bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh 

mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. Paham individualisme 

memberikan peluang yang luas kepada golongan 

kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah 

ekonomi. Pihak yang kuat menentukan 

kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah 
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berada dalam cengkeraman pihak yang kuat 

seperti yang diungkap dalam exploitation de 

homme par l’homme. 

 

2. Asas Konsesualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam 

Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut 

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah adanya kata kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan 

asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, 

melainkan cukup dengan adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Kesepakatan adalah 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum 

Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum 

Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, 

tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil 

dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu 

perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara 

nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). 

Sedangkan perjanjian formal adalah suatu 

perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu 
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tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta 

bawah tangan). 

Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus 

verbis literis dan contractus innominat. Yang 

artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila 

memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas 

konsensualisme yang dikenal dalam KUHPdt 

adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. 

 

3. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan 

asas pacta sunt servanda merupakan asas yang 

berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas 

pacta sunt servanda merupakan asas bahwa 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati 

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 

Mereka tidak boleh melakukan intervensi 

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh 

para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat 

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. 

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum 

gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa 

terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan 

antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan 
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dengan sumpah. Hal ini mengandung makna 

bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh 

kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral 

dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, 

dalam perkembangan selanjutnya asas pacta 

sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang 

berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan 

dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. 

Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup 

dengan kata sepakat saja. 

 

4. Asas Ikitikad Baik (Good Faith) 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat 

(3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak 

kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi 

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan 

yang teguh maupun kemauan baik dari para 

pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua 

macam, yakni itikad baik nisbi (relative) dan itikad 

baik mutlak. 

Pada itikad yang pertama, seseorang 

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang 

nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, 
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penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan 

serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai 

keadaan (penilaian tidak memihak) menurut 

norma-norma yang objektif. 

 

5. Asas Kepribadian (Personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang 

menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 

untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini 

dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 

KUHPdt. 

Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan 

atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti 

ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk 

mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut 

harus untuk kepentingan dirinya sendiri. 

 

SYARAT SAH DAN HAPUSNYA HUKUM PERIKATAN 

Syarat sahnya perikatan yaitu: 

1. Obyeknya harus tertentu, syarat ini diperlukan 

hanya terhadap perikatan yang timbul dari 

perjanjian.  
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2. Obyeknya harus diperbolehkan, artinya tidak 

bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum. 

3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang, 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

pengertian perikatan.  

4. Obyeknya harus mungkin, yaitu yang mungkin 

sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang 

mustahil. 

 

Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sepuluh cara 

hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah: 

1. Pembayaran 

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan 

utang oleh debitur kepada kreditur, pembayaran 

seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau 

barang. Sedangkan pengertian pembayaran 

dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, 

tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, 

tukang bedah, jasa tukang cukur atau guru privat.  

2. Konsignasi 

Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur 

menolak pembayaran yang dilakukan oleh 

debitur, debitur dapat melakukan penawaran 

pembayaran tunai atas utangnya, dan jika 
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kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan 

uang atau barangnya di pengadilan. 

3. Novasi 

Novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu 

perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu 

perikatan lain harus dihidupkan, yang 

ditempatkan di tempat yang asli. Ada tiga 

macam jalan untuk melaksanakan suatu novasi 

atau pembaharuan utang yakni: 

a. Apabila seorang yang berutang membuat 

suatu perikatan utang baru guna orang yang 

mengutangkannya, yang menggantikan utang 

yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi 

ini disebut novasi objektif.  

b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk 

menggantikan orang berutang lama, yang oleh 

siberpiutang dibebaskan dari perikatannya (ini 

dinamakan novasi subjektif pasif).  

c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, 

seorang kreditur baru ditunjuk untuk 

menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si 

berutang dibebaskan dari perikatannya (novasi 

subjektif aktif). 

4. Kompensasi 
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Yang dimaksud dengan kompensasi adalah 

penghapusan masing-masing utang dengan jalan 

saling memperhitungkan utang yang sudah dapat 

ditagih antara kreditur dan debitur. 

 

5. Konfusio 

Konfusio adalah percampuran kedudukan 

sebagai orang yang berutang dengan kedudukan 

sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya si debitur 

dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris 

tunggal oleh krediturnya, atau sidebitur kawin 

dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta 

kawin. 

6. Pembebasan utang.  

7. Musnahnya barang terutang.  

8. Batal/ pembatalan.  

9. Berlakunya suatu syarat batal.  

10. Dan lewatnya waktu (daluarsa) 

 

WANPRESTASI 

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, 

yaitu "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya 

prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan 

terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu 

perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu 
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perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena 

undang – undang.  

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban 

yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian 

yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun 

malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 

tidak boleh dilakukan.  

Wanprestasi memberikan akibat hukum 

terhadap pihak yang melakukannya dan membawa 

konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang 

dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga 

oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 

pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk 

wanprestasi, yaitu: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan 

dengan dengan debitur yang tidak memenuhi 

prestasinya maka dikatakan debitur tidak 

memenuhi prestasi sama sekali.  

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan 
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pemenuhannya, maka debitur dianggap 

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, 

apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat 

diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak 

memenuhi prestasi sama sekali.  

 

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat 

tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah 

sebagai berikut (Ibrahim, 2004):  

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 

dilakukannya.  

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 

tidak sebagaimana dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi 

terlambat.  

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

boleh dilakukannya. 

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi 

oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam 

keadaan wanprestasi, yaitu:  

1. Syarat materill, yaitu adanya:  

a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan 

seseorang dengan di kehendaki dan diketahui 
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serta disadari oleh pelaku sehingga 

menimbulkan kerugian pada pihak lain.  

b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan 

dimana seseorang yang wajib berprestasi 

seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa 

dengan perbuatan atau sikap yang diambil 

olehnya akan menimbulkan kerugian.  

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau 

somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak 

debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, 

yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa 

kreditor menghendaki pembayaran seketika atau 

dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah 

teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa 

akta kepada debitur, supaya debitur harus 

berprestasi dan disertai dengan sangsi atau 

denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau 

diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai. 

 

Penyebab Terjadinya Wanprestasi adalah sebagai 

berikut (Satrio, 1999): 

 

1. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)  

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya 

(debitur) jika ada unsur kesengajaan atau 
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kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada 

diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana 

seorang debitur seharusnya tahu atau patut 

menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap 

yang diambil olehnya akan timbul kerugian.  

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu 

diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap 

lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang 

debitur, yaitu:  

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang 

telah dijanjikan.  

2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.  

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu 

perbuatan. 

 

2. Karena Adanya Keadaan Memaksa 

(overmacht/force majure) 

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat 

dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena 

terjadi suatu peristiwa bukan karena 

kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat 

diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi 

pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan 

memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan 
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karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar 

kemauan dan kemampuan debitur. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam 

keadaan memaksa adalah sebagai berikut: 

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa 

yang membinasakan benda yang menjadi 

objek perikatan, ini selalu bersifat tetap. 

2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu 

peristiwa yang menghalangi perbuatan 

debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat 

tetap atau sementara. 

3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga 

akan terjadi pada waktu membuat perikatan 

baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi 

bukan karena kesalahan pihak-pihak, 

khususnya debitur. 

 

Akibat hukum wanprestasi adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban membayar ganti rugi  

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian 

karena musnahnya atau rusaknya barang-barang 

milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk 

menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau 

(somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-
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peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya 

teguran.  

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 

1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, 

yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala 

pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-

nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan 

bunga adalah segala kerugian yang berupa 

kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan 

atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.  

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang 

dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang 

ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh 

diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

kesulitan dalam penilaian jika harus diganti 

dengan cara lain.  

2. Pembatalan perjanjian 

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian 

seorang debitur yaitu berupa pembatalan 

perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila 

seseorang tidak dapat melihat sifat 

pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman 

dianggap debitur malahan merasa puas atas 

segala pembatalan tersebut karena ia merasa 
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dibebaskan dari segala kewajiban untuk 

melakukan prestasi.  

Menurut KUH Perdata pasal 1266: Syarat batal 

dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-

persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam 

hal yang demikian persetujuan tidak batal demi 

hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan 

kepada hakim. Permintaan ini juga harus 

dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak 

dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam 

perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan 

dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk 

menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, 

memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga 

memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana 

namun tidak boleh lebih dari satu bulan.  

3. Peralihan risiko  

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini 

berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu 

barang, seperti pada perjanjian pembiayaan 

leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada 

pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan‚ 

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka 
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semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah 

atas tanggungannya. 
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Bab 9 

HUKUM DAGANG, HUKUM 

PERDATA, DAN PERSEROAN 

TERBATAS 

 

 

LATAR BELAKANG  

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang 

mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya 

dalam bidang perniagaan. Pada Awalnya 

KUHDagang (sebelum 1 Januari 1935) berlaku secara 

objektif dan Subjektif bagi pedagang. pedagang 

secara objektif diartikan sebagai kegiatan membeli 

barang dan jual kembali. Sedangkan Pedagang 

secara Subjektif yaitu siapa saja yang melakukan 

tindakan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-

hari. Setelah Tanggal 1 Januari 1935 terjadi 

perubahan istilah pedangan (Koopman) menjadi 

Perusahaan (Bedrijfshandeling) yaitu tindakan yang 

terus-menerus dan untuk mencari keuntungan. 
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Dengan demikian, hukum dagang ini berlakunya 

adalah bagi mereka yang menjalankan usaha yaitu 

yang disebut pengusaha atau pelaku usaha.  

Sangat penting bagi pelaku bisnis untuk 

memahami konsep hukum dagang yang teratur 

dalah KUHD dan KUHPerdata. Demi 

keberlangsungan usaha, perlu pemahaman dan 

implementasi hukum yang benar sesuai dengan 

bentuk dan jenis usaha yang dimilik pelaku bisnis. 

Hukum dagang di Indonesia mengalami 

perubahaan seiring berjalannya waktu dan pesatnya 

perkembangan bisnis global, karena pelaku bisnis 

kerap berhadapan dengan isu-isu seputar hukum 

dagang. Perjanjian internasional maupun dengan 

pihak lain diluar aturan KUHD dan KUHPerdata 

terkadang dapat memusingkan atau 

menguntungkan pelaku bisnis.  

Memahami ruang lingkup pihak-pihak yang 

terkait, dengan pengetahuan yang cukup maka 

pelaku bisnis dapat menghindari sanksi dan 

membuka kesempatan baru. Pengertian jenis usaha 

menjadi pusat perhatian dalam memahami hukum 

bisnis yang berlaku di Indonesia.  
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HUKUM DAGANG  

Pada umumnya hukum dagang adalah hukum 

perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. 

Istilah dari perdagangan memiliki akar kata Dagang. 

Istilah dagang dipadankan dengan jual beli atau 

niaga. Sebagai konsep, dagang secara sederhana 

dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli 

barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali 

di tempat lain atau membeli barang pada suatu 

saat kemudian menjualnya kembali pada saat lain 

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.  

Istilah lain yang perlu diketahui dalam 

pemahaman awal mengenai hukum dagang yaitu 

pengertian perusahaan dan perniagaan. Pengertian 

perbuatan perniagaan telah diatur di dalam Pasal 2 

sampai Pasal 5 KUHD. Dalam pasal - pasal tersebut, 

perbuatan perniagaan diartikan sebagai perbuatan 

membeli barang untuk dijual lagi dan beberapa 

perbuatan lain yang dimasukkan ke dalam 

golongan perbuatan perniagaan tersebut.  

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH 

Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), 

sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum 

khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut 
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berlaku adagium lex specialis derogate lex generalis 

(hukum khusus mengesampingkan hukum umum). 

Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-

undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai 

acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, 

khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah 

bagian khusus dari KUHPerdata.  

KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 

1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas 

konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. 

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan 

pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab 

tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 

buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, 

buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul 

karena perhubungan kapal. Adagium ini dirumuskan 

dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi:  

”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-

penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang 

disinggung dalam KUHD.” 

Artinya apabila terjadi perbuatan hukum 

dalam bidang hukum perdata, maka KUHPerdata 
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diterapkan pada perbuatan tersebut, dengan 

catatan KUHD tidak mengatur secara khusus untuk 

perbuatan hukum tersebut. Dan sebaliknya apabila 

atas perbuatan hukum itu tidak diatur atau tidak 

dijumpai peraturannya dalam KUHPerdata, maka 

KUHD harus dipakai (diterapkan) untuk menjadi 

acuan peraturan mengenai perbuatan hukum 

tersebut. Selain pasal diatas, ada beberapa pasal 

lain yang dapat digunakan untuk melihat 

bagaimana hubungan antara hukum dagang 

dengan hukum perdata, misalnya dalam Pasal 1319, 

1339, 1347 KUHPerdata, Pasal 15 dan 396 KUHD.  

Materi-materi hukum dagang dalam 

beberapa bagian telah diatur dalam KUH Perdata 

yaitu tentang Perikatan, seperti jual-beli,sewa-

menyewa, pinjam-meminjam. Secara khusus materi 

hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam 

KUHD dan KUH Perdata, ternyata dapat ditemukan 

dalam berbagai peraturan khusus yang belum 

dikodifikasi seperti tentang koperasi, perusahaan 

negara, dan hak cipta.  

Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata 

sangatlah erat, hal ini dapat dimengerti karena 

memang semula kedua hukum tersebut terdapat 
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dalam satu kodefikasi. Pemisahan keduanya 

hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu 

sendiri dalam mengatur pergaulan internasional 

dalam hal perniagaan.  

 

SUMBER HUKUM DAGANG  

KUH Dagang  

KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan 

dengan perkembangan lapangan hukum 

perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah 

terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan 

dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah 

peraturan perundang-undangan yang lain.  

KUH Perdata  

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber 

hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-

hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur 

dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat 

dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah 

pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang 

pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat 

khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang. 
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Peraturan Perundang-Undangan  

Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur Hukum 

Dagang, diantaranya sebagai berikut:  

 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  

 UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (PT)  

 UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta  

 UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha  

 UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  

Kebiasaan  

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan 

tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat 

pada umumnya serta pedagang pada khususnya, 

bisa digunakn juga sebagai sumber hukum pada 

Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 

KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat 

yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat 

pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan 

perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian 

komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain 

sebagainya.  
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Perjanjian yang dibuat pihak berkepentingan  

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun 

kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. 

Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata 

yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan 

lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana 

barang berada pada saat terjadi kata sepakat. 

Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan 

klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan 

barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di 

atas kapal.  

Perjanjian International  

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan 

supaya pengaturan tentang persoalan Hukum 

Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-

masing hukum nasional dari negara-negara peserta 

yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. 

Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat maka perjanjian internasional 

tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara 

yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.  
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Macam perjanjian internasional yaitu sebagai 

berikut: 

Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan 

oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang 

dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang 

mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan 

hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres 

No.25 Tahun 1989.  

Konvensi yaitu suatu perjanjian yang dilakukan 

oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi 

Paris yang mengatur tentang merek.  

 

PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  

Dari uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa 

istilah "perdagangan" dalam KUHD dihapus, diganti 

dengan istilah "Perusahaan". Jika pengertian 

perdagangan semula dapat kita temukan dalam 

pasal 2 sampai pasal 5 KUHD, sebaliknya pengertian 

Perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Hal ini 

memang sengaja dilakukan oleh Pembentuk 

Undang-Undang. Mengenai Pengertian Perusahaan 

itu sendiri dalam ilmu Hukum dagang terdapat 

beberapa pendapat, diantaranya yaitu:  
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 

tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan yaitu 

suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap, 

terus-menerus mencari keuntungan/laba, baik 

dilakukan oleh orang-perorangan maupun badan 

usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 

badan hukum yang didirikan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa 

perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap 

dan terus - menerus dan yang didirikan, bekerja serta 

berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh 

keuntungan atau laba dan berkedudukan di 

Wilayah RI.  

Dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang PT 

ditentukan bahwa PT adalah badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  
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Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa PT 

adalah suatu badan hukum. PT berbeda dengan UD, 

Fa, dan CV yang bukan badan hukum. Sebagai 

badan hukum dalam PT terdapat pemisahan 

kekayaan antara milik perusahaan dengan milik 

pribadi pengusaha. Di samping itu, sebagai badan 

hukum PT wajib mendapatkan pengesahaan dari 

pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman. 

Bentuk usaha yang bukan badan hukum tidak 

memiliki kewajiban demikian. Untuk mendirikan 

sebuah PT paling kurang harus terdapat dua orang. 

Banyaknya orang yang terlibat dalam sebuah PT 

memungkinkan adanya akumulasi modal yang lebih 

banyak, yang merupakan ciri PT yang membedakan 

dengan badan hukum lain. Pada sebuah PT 

modalnya dibagi ke dalam saham-saham (shares, 

stocks).  

Terdapat dua macam PT, yaitu PT tertutup 

yang disingkat PT merupakan perseroan terbatas 

yang modalnya dimiliki para pemegang saham 

yang masih saling mengenal satu sama lainnya. 

Misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan 

tetangga yang pendiriannya tunduk pada UUPT. 

Disamping itu, PT terbuka yang pada nama 

perusahaannya memakai singkatan PT (pada awal) 
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dan Tbk (pada akhir) nama PT tersebut. Dalam PT 

terbuka pemegang sahamnya sudah tidak saling 

mengenal lagi. Bahkan, sampai melintasi batas-

batas negara.  

PT terbuka adalah perseroan yang modal dan 

jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria 

tertentu atau perseroan yang melakukan 

penawaran umum, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Pendirian PT terbuka, di samping harus memenuhi 

ketentuan UUPT dan peraturan pelaksanaannya, 

juga ketentuan Undang-Undang tentang Pasar 

Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.  

PT merupakan bentuk usaha yang paling luwes 

dan ideal dalam rangka memupuk keuntungan, 

namun terdapat juga kelemahannya yaitu 

kemungkinan adanya spekulasi, manipulasi, dan 

kecerobahan pengelolaan.  

Dahulu PT diatur KUHD, yaitu dalam Pasal 36 - 

56. Pengaturan ini tentunya tidak cukup 

menampung berbagai aspek PT yang sudah 

demikian berkembang akibat perkembangan 

perekonomian dan dunia usaha. Oleh karena itu, 
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dikeluarkanlah UUPT untuk menggantikan ketentuan 

dalam KUHD tersebut.  

Khusus untuk PT Penanaman Modal Asing 

disamping UUPT berlaku Undang- Undang tentang 

Penanaman Modal Asing, karena melibatkan modal 

nasional dan modal asing. 

 

PENDIRIAN DAN TANGGUNG JAWAB PT 

PT didirikan melalui beberapa tahapan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan di dalam UU PT, 

sebagai berikut:  

a. Pembuatan Akta Notaris  

Para pengusaha yang ingin mendirikan PT 

terlebih dahulu datang ke kantor notaris untuk 

membuat akta pendirian PT. Akta pendirian 

merupakan suatu perjanjian antara pendirian para 

pendiri PT tersebut. Isinya ditentukan sendiri oleh para 

pendiri, yang kemudian dituangkan notaris dalam 

suatu format khusus yang disediakan untuk itu sesuai 

dengan UU PT.  

b. Pengesahan Menteri Kehakiman  
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Akta notaris yang telah dibuat tersebut harus 

mendapatkan pengesahaan Menteri Kehakiman 

dalam rangka memperoleh status badan hukum. 

Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan 

dalam janka waktu paling lama 60 hari setelah 

diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap 

dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan di 

tolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada 

pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya 

dalam jangka waktu 60 hari itu juga.  

c. Pendaftaran Wajib  

Akta pendirian/anggaran dasar PT secara 

lengkap disertai SK pengesahan dari Menteri 

Kehakiman kemudian wajib didaftarkan dalam 

daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan paling lambat 30 hari setelah 

tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya 

laporan.  

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara 

(TBN)  

Apabila pendaftaran dalam daftar 

perusahaan telah dilakukan, berikutnya direksi 
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mengajukan permohonan pengumuman perseroan 

di dalam TBN dalam waktu paling lambat 30 hari 

terhitung sejak pendaftaran tersebut. Pendirian PT 

telah selesai dengan dilakukannya pengumuman, 

berikutnya perlu diselesaikan berbagai perizinan 

sesuai dengan perundang-undangan perizinan yang 

berlaku, seperti juga pada pendirian bentuk usaha 

lainnya.  

Pada sebuah PT, pengusahanya adalah para 

pemegang saham. Para pemegang saham itu 

bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang 

dimasukkannya ke dalam PT. Tanggung Jawab 

terbatas demikian sebenarnya tercermin dari nama 

bentuk usaha PT sendiri, yaitu perseroan terbatas. 

Kata “terbatas” menunjukkan adanya tanggung 

jawab pemegang saham yang terbatas pada 

modal yang dimasukkan.  

Dalam UU PT ketentuan tanggung jawab 

terbatas diatur Pasal 3 yang berbunyi : “pemegang 

saham perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 

perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah 

diambilnya”.  
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Adanya tanggung jawab terbatas demikian 

merupakan ketentuan umum, karena UUPT 

memberikan pengecualiannya dalam hal-hal 

tertentu. Menurut Pasal 3 ayat (2) UUPT sistem 

tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila:  

1. Persyaratan perseroan sebagai badan 

hukum belum atau tidak terpenuhi.  

2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik 

langsung ataupun tidak langsung dengan 

itikad buruk memanfaatkan perseroan 

semata-mata untuk kepentingan pribadi. 

3. Pemegang saham yang bersangkutan 

terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh perseroan. 

4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik 

langsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan 

perseroan, yang mengakibatkan kekayaan 

perseroan menjadi tidak cukup untuk 

melunasi hutang perseroan.  

Dalam sebuah PT terdapat tiga macam modal, yaitu 

modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal 

yang disetor. Modal dasar adalah sejumlah 

maksimum modal yang disebut dalam akta 
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pendirian. Modal yang ditempatkan adalah modal 

yang disanggupkan oleh para pemegang saham. 

Dan modal yang disetor adalah modal yang benar-

benar telah disetor oleh para pemegang saham 

dalam kas perseroan.  

Dalam UU PT ditentukan bahwa modal dasar 

perseroan paling sedikit Rp 20.000.000,- sementara 

modal yang ditempatkan adalah 25% dari modal 

dasar yang harus telah ditempatkan pada saat 

pendirian perseroan. Berarti 25% x Rp 20.000.000,- = 

Rp 5.000.000,-. Dan modal yang disetor paling sedikit 

50% dari nilai nominal setiap saham yang 

dikeluarkan. Berarti 50% x Rp 5.000.000,- = Rp 

2.500.000,-.  

Modal PT tersebut terdiri dari saham-saham, 

baik saham atas nama dan atau atas tunjuk. Saham 

dapat terdiri dari satu klasifikasi atau lebih. Mungkin 

saja dalam sebuah PT terdapat bermacam-macam 

saham, misalnya saham biasa, saham prioritas, dan 

saham-saham lain dengan hak khusus yang 

semuanya harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 

Pemegang saham biasa berhak untuk mengambil 

keputusan dalam RUPS mengenai perseroan, hak 

menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan 
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dalam proses likuidasi. Setiap saham yang 

dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share 

one vote), kecuali dalam Anggaran Dasar 

ditentukan lain.  

Contoh kasus hukum dagang, misalnya, ada 

seorang pengusaha sepatu lokal di wilayah Jawa 

Barat mendirikan PT dan mengeluarkan produk yang 

mereka hasilkan menggunakan merek ternkenal. Hal 

tersebut dilakukan guna mendongkrak angka 

penjualan karena merek tersebut sebenarnya 

sebuah brand dari Amerika yang sudah dikenal 

seluruh dunia dan mendominasi pasar sepatu.  

Mungkin memang sepatu produk lokal tersebut 

akan lebih laku tapi bila hal tersebut terendus oleh 

pihak perusahaan resmi merek tersebut maka 

pengusaha lokal tersebut dapat dikenai sangsi 

pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-

undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Jadi 

sebaiknya menciptakan produk dan menciptakan 

brand baru jauh lebih baik dibandingkan harus 

berurusan dengan hukum.  

Dengan semakin Pesatnya perkembangan 

Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut 

memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah 
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pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti 

perkembangan dagang yang sangat dinamis 

hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang.  

Tapi terdapat pihak yang berpendapat 

bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah 

tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut 

disebabkan karena hukum dagang relatif sama 

dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik 

lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian 

hukum melainkan pengertian yang berasal dari 

perekonomian. 
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Bab 10 

Kepailitan 

 

 

PENGERTIAN PAILIT DAN PENYEBABNYA 

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi 

menimbulkan semakin banyaknya permasalahan 

utang-piutang di masyarakat. Di Indonesia, 

peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak 

tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang  

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”). Dalam UU 

37/2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum 

atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan 

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di 

bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Undang-undang kepailitan awalnya timbul 

dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan 
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memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan 

transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan dan 

kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses 

penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak 

yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga 

terkait hak kreditur lebih terjamin. 

Secara bahasa kata pailit berasal dari bahasa 

Belanda yakni failliet yang memiliki arti macet dalam 

melakukan pembayaran. kepailitan adalah suatu 

kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang 

(debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak 

dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang 

yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur). 

Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang 

lumrah terjadi dalam dunia usaha.  

Kurator adalah balai harta peninggalan atau 

orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan 

untuk mengurus dan membereskan harta debitur 

yang pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sesuai dengan UU KPKPU. 

Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu 

diketahui, karena hal ini dapat menentukan 

keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada 

perseroan yang telah dinyatakan pailit. Salah satu 
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tahap penting dalam proses kepailitan adalah 

tahap insolvensi. Yaitu suatu perusahaan yang sudah 

tidak mampu membayar hutang-hutangnya 

lagi. Pada tahap insolvensi penting artinya karena 

pada tahap inilah nasib debitur pailit ditentukan. 

Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai 

menutup utangnya, ataupun debitur masih dapat 

bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana 

perdamaian atau rekunstruksi utang. Apabila debitur 

sudah dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah 

benar-benar pailit, dan hartanya segera akan 

dibagi-bagi, meskipun hal-hal ini tidak berarti bahwa 

bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa 

dilanjutkan. 

 

Penyebab Pailit antara lain sebagai berikut: 

1. Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam 

mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang 

sangat fatal yang dapat membawa perusahaan 

ke jurang kepailitan. Pada umumnya bagi 

perusahaan baru cenderung kurang hati-hati 

dalam mengelola perusahaan sedangkan bagi 

perusahaan lama sulit menangkap permintaan 

konsumen. 
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2. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan 

konsumen dan juga kurang mengamati gerakan 

pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit 

sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan 

tertinggal jauh sehingga tidak mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. 

3. Berhenti melakukan suatu inovasi, perkembangan 

teknologi informasi saat ini sangat cepat, tren 

dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi 

masyarakat pada saat itu. Dan apabila 

perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap 

barang atau produknya maka akan ditinggalkan 

sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan 

dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak 

boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan 

juga tidak terkena pailit demi kelangsungan 

usahanya. 

 

PERMOHONAN PENGAJUAN PAILIT DAN SYARATNYA 

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan 

kepada Pengadilan Niaga dan sidang pemeriksaan 

di laksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 

hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau 

25 hari apabila debitur mengajukan permohonan 

berdasarkan alasan yang cukup.  
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Dalam Pasal 1 ayat 1 UU 37/2004 yang dapat 

memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau 

tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga 

yang mana terdapat syarat dan prosedur yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu.  

Dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 8 ayat 4 UU 

37/2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang 

dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat 

memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu: 

1. Adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih 

kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, 

baik atas permohonannya sendiri maupun atas 

permohonan satu atau lebih krediturnya. 

2. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman 

utang kepada debitur yang dapat berupa 

perseorangan maupun badan usaha. 

3. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo 

dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat 

dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya 

percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, 

maupun putusan pengadilan dan arbiter. 
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4. Adanya permohonan pernyataan pailit dari 

lembaga terkait. 

 

Proses pengajuan kepailitan kepada 

pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak 

yang telah ditetapkan oleh UU 37/2004 yakni: 

1. Dalam hal debitur adalah untuk kepentingan 

umum dapat diajukan oleh Kejaksaan. 

2. Dalam hal debitur adalah bank maka pernyataan 

pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

3. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa 

Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan 

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Badan Pengawas Pasar Modal, dan 

4. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

kepentingan publik, permohonan pernyataan 

pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri 

Keuangan. 

 

Daftar Pengadilan Niaga yang ada di seluruh 

Indonesia serta wilayah hukumnya berdasarkan 

Keppres No. 97 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 
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1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meliputi Provinsi 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera 

Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. 

2. Pengadilan Niaga Makassar. meliputi Provinsi 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya 

3. Pengadilan Niaga Semarang. Meliputi Provinsi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Pengadilan Negeri Surabaya. Meliputi Provinsi 

Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

5. Pengadilan Niaga Medan. Meliputi Provinsi 

Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, 

Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. 

 

 

Wewenang Pengadilan Niaga:  

1. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan 

pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, 

kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas 

Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.  

2. Dapat memanggil kreditur, dalam hal 

permohonan pernyataan pailit diajukan oleh 
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Debitor dan terdapat keraguan bahwa 

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. 

 

Selama putusan atas permohonan pernyataan 

pailit belum diucapkan, pihak yang mengajukan 

pailit dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan untuk Meletakkan sita jaminan terhadap 

sebagian atau seluruh kekayaan Debitor atau 

Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi 

Pengelolaan usaha debitur dan Pembayaran 

kepada Kreditor, pengalihan, atau penanggungan 

kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan 

wewenang Kurator. 

Dalam hal putusan Pengadilan Niaga 

terhadap permohonan pailit wajib memuat 

beberapa hal yakni: 

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dan/atau sumber 

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. 

2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang 

berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. 

Ketentuan mengenai pengajuan upaya hukum 
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kasasi ini tercantum  dalam Pasal 11 dan Pasal 12 

UU 37/2004, yaitu: 

1. Diajukan paling lambat delapan hari setelah 

tanggal putusan pencabutan pailit diucapkan. 

2. Permohonan didaftarkan kepada Panitera 

Pengadilan yang telah memutus permohonan 

pernyataan pailit, dan 

3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada 

Panitera Pengadilan memori kasasi pada 

tanggal permohonan kasasi didaftarkan. 

 

Proses pengurusan kepailitan dianggap telah 

berakhir apabila telah terjadi hal-hal seperti berikut: 

1. Akur atau perdamaian, terjadi ketika terdapat 

perjanjian antara debitur pailit dengan para 

kreditur di mana debitur menawarkan 

pembayaran sebagian dari utangnya dengan 

syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran 

tersebut dibebaskan dari sisa utangnya. 

2. Insolvensi atas pemberesan harta pailit, ketika 

terjadi insolvensi apabila kepailitan tidak 

ditawarkan akur atau perdamaian atau tidak 

dipenuhinya suatu kesepakatan sehingga terjadi 

keadaan tidak mampu membayar, sebagaimana 

diatur pada pasal 178 UU no 37 tahun 2004. 
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3. Rehabilitasi, permohonan rehabilitasi dapat 

diajukan oleh debitur pailit atau ahli warisnya 

dengan dibuktikan bahwa kreditur telah 

menerima seluruh pembayaran piutangnya. 

 

Tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah: 

1. Melindungi para Kreditor konkuren untuk 

memperoleh hak mereka sehubungan dengan 

berlakunya asas jaminan, bahwa "semua harta 

kekayaan Debitor baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang telah ada 

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, 

menjadi jaminan bagi perikatan Debitor", yaitu 

dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur 

untuk mereka dapat memenuhi tagihan-

tagihannya terhadap Debitor. Dijamin oleh Pasal 

1131 KUH Perdata, tanpa adanya Undang-undang 

Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih 

kuat akan mendapatkan bagian yang lebih 

banyak daripada Kreditor yang lemah. 

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan 

Debitor di antara para Kreditor sesuai dengan asas 

pari passu (membagi secara pro-porsional harta 

kekayaan Debitor kepada para Kreditor konkuren 

atau unsecured creditors berdasarkan 
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perimbangan besarnya tagihan masing-masing 

Kreditor tersebut). Dijamin oleh Pasal 1132 KUH 

Perdata. 

3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan 

kepentingan para Kreditor. Dengan dinyatakan 

seorang Debitor pailit, maka Debitor menjadi tidak 

lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan 

memindahtangankan harta kekayaannya yang 

dengan putusan pailit itu status hukum dari harta 

kekayaan Debitor menjadi harta pailit. 

4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum 

kepailitan memberikan perlindungan kepada 

Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, 

dengan cara memperoleh pembebasan utang. 

Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, 

seorang Debitor perorangan (individual debtor) 

akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah 

selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi 

terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta 

kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh 

Likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh 

utang-utangnya kepada para Kreditornya, tetapi 

Debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk 

melunasi utang-utang tersebut. 
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5. Menghukum Pengurus yang karena kesalahannya 

telah mengakibatkan perusahaan mengalami 

keadaan keuangan yang buruk sehingga 

perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan 

kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

Diatur di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. 

6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan 

para Kreditornya untuk berunding dan membuat 

kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang 

Debitor. Dalam Bankruptcy Code Amerika Serikat, 

hal ini diatur di dalam Chapter 11 mengenai 

Reorganization. Di dalam Undang-undang 

Kepailitan Indonesia kesempatan bagi Debitor 

untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-

utangnya dengan para Kreditornya diatur 

dalam BAB II tentang Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). 

 

Asas-asas Undang-undang Kepailitan: 

1. Undang-undang Kepailitan Hams Dapat 

Mendorong Kegairahan Investasi Asing, 

Mendorong Pasar Modal, dan Memudahkan 

Perusahaan Indonesia Memperoleh Kredit Luar 

Negeri (Biaya dari luar negeri penting dari waktu 
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ke waktu untuk membiayai pembangunan 

nasional jadi Indonesia harus mempunyai hukum 

Kepailitan yang diterima secara global (globally 

accepted principles) 

2. Undang-undang Kepailitan Harus Memberikan 

Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan 

Debitor (menjunjung keadilan dan memperhatikan 

kepentingan keduanya meliputi segi-segi penting 

yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian 

masalah utang-piutang secara cepat, adil, 

terbuka, dan efektif. 

 

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN 

Dalam kenyataanya, ketentuan Hukum Kepailitan 

yang berlaku adalah Failissement verordening. 

Perkembangan selanjutnya adalah terjadi krisis 

moneter di Indonesia pada bulan Juli 1997 yang 

berpengaruh terhadap perekonomian khususnya 

sektor pembiayaan di kalangan dunia usaha. Krisis 

moneter ini diawali dengan turunnya nilai rupiah 

terhadap dollar AS. Turunnya nilai tukar rupiah ini 

sangat memperlemah kemampuan pembiayaan di 

kalangan dunia usaha terutama dalam usaha 

memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau 



 Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum 

210 

utang debitur Indonesia kepada kreditur asing. 

Mengingat besarnya peran dankebutuhan 

penyelesaian utang piutang tersebut, maka upaya 

yang dinilai sangat mendesak untuk dilakukan dan 

diwujudkan adalah menghadirkan perangkat hukum 

yang dapat diterima semua pihak yang terkait 

dalam penyelesaian utang piutang.  

Untuk itu, maka dilakukanlah revisi terhadap 

Hukum Kepailitan yang selama ini berlaku. Revisi 

yang dilakukan terhadap Failissement verordening 

oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 itu hanya bersifat 

sebagian dari materi Failissement verordening. 

Perlunya dilakukan revisi terhadap Failissement 

verordening itu disebabkan karena kelemahan yang 

terdapat dalam Failissement verordening sendiri. 

Dari segi substansi misalnya, pertama, tidak 

jelasnya timeframe yang diberikan untuk 

menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya untuk 

menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan 

waktu yang sangat lama. Kedua, jangka waktu 

untuk penyelesaian utang melalui Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sangat 

lama, yaitu memakan waktu 18 (delapan belas) 

bulan. Ketiga, apabila pengadilan menolak PKPU, 
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pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk 

menetapkan debitur dalam keadaan pailit. 

Keempat, kedudukan kreditur masih lemah. 

Umpamanya dalam hal pembatalan perbuatan 

debitur yang merugikan kreditur, jangka waktu yang 

diberikan hanya selama 40 (empat puluh) hari 

sebelum pailit, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 

1998, jangka waktu tersebut diberikan sampai 1 

(satu) tahun. 

Dilakukannya revisi atas Failissement 

verordening tersebut juga karena adanya desakan 

dari lembaga Keuangan Internasional, International 

Monetery Fund (IMF) agar dalam rangka bantuan 

pinjaman keuangan yang sangat dibutuhkan 

Indonesia untuk membenahi perekonominnya, 

Indonesia harus melakukan revisi dan pembentukan 

peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum 

Bisnis. Dalam hal ini termasuk Hukum Kepailitannya.  

Dalam rangka untuk mengatasi utang piutang 

pemerintah pada tanggal 22 April 1998 telah 

mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. 

Adapun latar belakang lahirnya Perpu No. 1 Tahun 

1998 tersebut yaitu:  
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a. Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia 

sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi 

pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap 

kehidupan perekonomian nasional, dan 

menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan 

dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya 

termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada 

kreditur ; 

b. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada 

pihak kreditur, dan perusahaan sebagai debitur 

untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, 

diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan 

secara cepat, terbuka dan efektif;  

c. Bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi 

landasan bagi penyelesaian utang piutang 

adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk 

peraturan tentang Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang;  

d. Bahwa peraturan tentang kepailitan yang masih 

berlaku Faillissement verordening atau Undang-

Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam 

Staatsblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad 

1906 No. 348, memerlukan penyempurnaan dan 

penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan 

bagi penyelesaian utang piutang tadi. 



 Analisis Lingkungan Bisnis dan Hukum 

213 

e. Bahwa untuk mengatasi gejolak moneter beserta 

akibatnya yang berat terhadap perekonomian 

saat ini, salah satu persoalan yang sangat 

mendesak dan memerlukan pemecahan adalah 

penyelesaian utang piutang perusahaan, dan 

dengan demikian adanya peraturan Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

yang dapat digunakan oleh debitur dan kreditur 

secara adil, cepat, terbuka dan efektif menjadi 

sangat perlu untuk segera diwujudkan  

f. Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam 

rangka penyelesaian utang piutang tersebut 

diatas, terwujudnya mekanisme penyelesaian 

sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif 

melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan 

Peradilan Umum yang dibentuk dan bertugas 

menangani, memeriksa, dan memutuskan 

berbagai sengketa tertentu dibidang perniagaan 

dan termasuk di bidang Kepailitan dan 

Penundaan Pembayaran Utang, juga sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan 

usaha perekonomian pada umumnya;  

g. Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan 

yang sangat mendesak bagi penyelesaian 

masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu 
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untuk secepatnya melakukan penyempurnaan 

terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang tentang Kepailitan (Staatsblad Tahun 

1905 No. 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No. 

348), dan menetapkannya dengan Peraturan 

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang.  

 

Dari pertimbangan hukum di atas, dapat 

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang cukup 

signifikan antara krisis moneter yang terjadi di 

Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 dengan 

keluarnya Perpu No.1 Tahun 1998. 

Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut selanjutnya 

dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Kepailitan menjadi Undang-Undang. Dan Undang-

Undang No.4 tahun 1998 ini disahkan dan 

diundangkan pada tanggal 9 September 1998.  

Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ini tidak 

menggantikan peraturan Kepailitan yang lama, yaitu 

Faillissement verordening (Staatsblad Tahun 1905 No. 
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217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No. 348), 

melainkan hanya mengubah, menambah, dan 

memperjelas peraturan Kepailitan yang lama. Hal ini 

berarti secara yuridis formal, peraturan Kepailitan 

yang lama tersebut masih tetap berlaku. Namun, 

karena Pasal-Pasal yang diubah, diganti, dan 

ditambah tersebut sedemikian banyaknya, maka 

meskipun secara formal Undang-Undang No. 4 

Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, 

namun secara material, Undang-Undang No. 4 

Tahun 1998 tersebut telah mengganti peraturan 

yang lama. 

Adapun perubahan-perubahan secara umum 

yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 

1998 (yang selanjutnya disingkat menjadi UUK) 

terhadap staatsblad 1905 No. 217 juncto Undang-

Undang No. 1906 No. 348 sebagai berikut: 

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada 

dasarnya meliputi 2 (dua) pkok bidang yaitu: 

Pertama, perubahan dalam bentuk 

penyempurnaan, penghapusan, dan penambah-

an ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan 

dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang.  
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Kedua, penambahan satu Bab baru yang berisi 

ketentuan mengenai Pengadilan Niaga. Dengan 

demikian, UU No. 37 Tahun 2004 yang semula 

terdiri dari 2 (dua) Bab, yaitu Pertama tentang 

Kepailitan dan Bab Kedua tentang Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, sekarang dengan 

perubahan ini menjadi 3 (tiga) Bab, yaitu Bab 

Ketiga tentang Pengadilan Niaga.  

2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang 

tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2004 adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat 

dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, 

termasuk di dalamnya, pemberian kerangka 

waktu yang pasti bagi pengambilan Putusan 

Pernyataan Kepailitan. Kedua, penyempurnaan 

pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan 

tentang tindakan sementara yang dapat diambil 

pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditur 

atas kekayaan debitur sebelum adanya Putusan 

Pernyataan Pailit.  

Ketiga, peneguhan fungsi Kurator dan 

penyempurnaan yang memungkinkan 

berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut 

disamping institusi yang selama ini telah dikenal, 
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yaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang 

ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat 

untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Kurator 

berikut kewajiban mereka. Keempat, penegasan 

upaya hukum yang dapat diambil terhadap 

Putusan Pernyataan Kepailitan,bahwa untuk itu 

dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah 

Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi 

upaya hukum tadi ditegaskan dalam 

penyempurnaan ini. 

Kelima, dalam rangka proses kepailitan dan 

pengamanan berbagai kepentingan secara adil, 

dalam rangka penyempurnaan ini juga 

ditegaskan adanya mekanisme penangguhan 

pelaksanaan, baik diantara kreditur yang 

memegang hak tanggungan, gadai, atau agunan 

lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status 

hukum atas perikatan-perikatan tertentu yang 

telah dibuat debitur sebelum adanya Putusan 

Pernyataan Kepailitan. Keenam, penyempurnaan 

dilakukan pula terhadap ketentuan tentang 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sebagaimana telah diatur dalam Bab kedua 

Undang-Undang Kepailitan. 
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Ketujuh, penegasan dan pembentukan peradilan 

khusus yang akan menyelesaikan masalah 

kepailitan secara umum lembaga ini berupa 

Pengadilan Niaga, dengan Hakim-Hakim yang 

akan bertugas secara khusus. Pembentukan 

Pengadilan Niaga ini merupakan langkah-langkah 

diferensiasi atas Peradilan Umum yang 

dimungkinkan pembentukannya berdasarkan 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dalam Perpu No. 1 Tahun 

1998 ini, peradilan khusus yang disebut Pengadilan 

Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani 

permintaan pernyataan pailit, termasuk 

permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Keadaan lembaga ini akan diwujudkan 

secara bertahap, begitu pula dengan lingkup 

tugas dan kewenangannya di luar masalah 

Kepailitan yang akan ditambahkan atau diperluas 

dari waktu kewaktu. Semuanya akan dilakukan 

dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, 

dan yang terpenting lagi mengenai tingkat 

kemampuan serta ketersediaan sumber daya 

yang mendukungnya. 
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Meskipun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 

merupakan penyempurnaan dari Failissement 

verordening, namun ada beberapa pertanyaan 

yang mendasar yang mesti diajukan untuk mengetes 

apakah Indonesia sudah mempunyai suat Hukum 

Kepailitan yang baik yaitu: 

1. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi 

kepentingan debitur; 

2. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi 

kepentingan kreditur; 

3. Seberapa jauh hukum pailit telah 

memperhatikan kepentingan masyarakat yang 

lebih luas dari pada hanya kepentingan debitur 

atau kreditur semata-mata;  

4. Seberapa jauh constraint dapat dielemenir 

dengan menerapkan aturan-aturan yang 

bersifat procedural dan substantif;  

5. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada 

dapat mencapai tujuan-tujuannya.  

 

Berdasarkan sejarah pembentukan UU No. 4 Tahun 

1998, seharusnya paling lambat tanggal 9 

September 1999, pemerintah sudah harus 

menyampaikan RUU tentang Kepailitan sebagai 

pengganti UU No. 4 Tahun 1998. Namun demikian, 
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amandemen ini baru dapat dilakukan pada tanggal 

18 Oktober 2004 dengan disahkannya UU No. 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. UU No. 37 Tahun 2004 

ini membawa perubahan-perubahan ke arah 

penyempurnaan yang terdapat dalam UU No. 4 

Tahun 1998. 

Jika ditelusuri sejarah hukum kepailitan, 

diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri 

sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut, 

yang dalam bahasa inggris disebut bankrupt berasal 

dari undang-undang di italia yang disebut dengan 

banca rupta. Pada abad pertengahan di Eropa, 

terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan 

menghancurkan bangku-bangku dari para bankir 

atau pedagang yang melarikan diri secara diam-

diam dengan membawa harta para kreditornya. 

Adapun di (Venetia) Italia pada waktu itu, di mana 

para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco 

(bangkrut) mereka yang tidak mampu lagi 

membayar utang atau gagal dalam usahanya, 

bangku tersebut benar-benar telah patah dan 

hancur. 
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Mengenai defenisi Kepailitan itu sendiri, tidak 

ditemukan dalam Failissement verordening maupun 

dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Namun 

dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan 

yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari 

beberapa sarjana tentang pengertian pailit sebagai 

berikut:  

1. Menurut Memorie van Toelichting (Penjelasan 

Umum) bahwa kepailitan adalah suatu pensitaan 

berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan 

si berutang guna kepentingan bersama para 

yang mengutangkan.
32 

 

2. Mohammad Chaidin Ali berpendapat bahwa: 

“Kepailitan adalah pembeslahan missal dan 

pembayaran yang merata serta pembagian 

yang seadil-adilnya diantara para kreditur 

dengan di bawah pengawasan pemerintah”. 

 

KEPAILITAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-

undang (UU) Cipta Kerja. UU ini disusun dengan 

prinsip omnibus law, mengubah dan menjadi 

payung baru bagi sejumlah regulasi yang berlaku 

sebelummya. 
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Salah satu UU yang diubah dan masuk ke UU 

Cipta Kerja (Ciptaker) adalah UU No 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan khusus kepailitan mengubah pasal 

95 UU No 13/2003 menjadi: 

1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit 

atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang 

belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan 

utang yang didahulukan pembayarannya. 

2. Upah pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didahulukan 

pembayarannya sebelum pembayaran kepada 

semua kreditur. 

3. Hak lainnya dari pekerja/buruh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan 

pembayarannya atas semua kreditur kecuali para 

kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. 

Virus Corona telah memukul dunia usaha. 

Puluhan perusahaan raksasa dilaporkan mengajukan 

bangkrut di mana jumlahnya belum pernah terjadi 

sebelumnya. Kondisi tersebut lebih parah dibanding 

tahun 2009 atau saat puncak krisis keuangan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4340179/sri-mulyani-akui-terima-temuan-berulang-piutang-perpajakan-dari-bpk
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kasus sengketa bisnis dan pengajuan kepailitan akan 

semakin sering terjadi. Mengingat dampak yang 

ditimbulkan dari pandemi Covid-19 begitu 

merugikan bagi dunia usaha. 

Menurutnya MA selaku lembaga yudikatif 

harus mampu mengantisipasi berbagai 

permasalahan terkait bisnis yang telah diprediksinya. 

Diantaranya dengan penguatan peran atas 

pemberian putusan hukum yang berkeadilan. 

Apalagi masa pandemi Covid-19 masih terus 

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Sehingga akan semakin banyak pelaku bisnis yang 

mengalami kondisi sulit. 

Kendati demikian, Sri Mulyani menganggap 

MA mempunyai kapabilitas yang mumpuni dlama 

menghadapi berbagai kasus terkait persoalan bisnis. 

Hal itu dikarenakan lembaga peradilan ini pernah 

menghadapi kasus serupa pada krisis ekonomi 

ditahun 1997-1998. 

Dimana pada saat itu dunia usaha juga 

dihadapkan pada kondisi sulit akibat krisis yang 

terjadi. "Saat itu lembaga keuangan juga terdampak 

dan banyak bisnis yang bangkrut," jelasnya. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4340179/sri-mulyani-akui-terima-temuan-berulang-piutang-perpajakan-dari-bpk
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Untuk itu, dia berharap MA akan 

mengedepankan pemberian putusan hukum yang 

berkeadilan dalam menyikapi berbagai kasus atas 

persoalan bisnis. Imbasnya situasi kehidupan pada 

tataran masyarakat dapat tetap kondusif. Seperti 

yang dikehendaki oleh pemerintah untuk kegiatan 

upaya pemulihan ekonomi nasional. 

"Jadi, Indonesian paling tidak Indonesia 

pengalaman atas krisis 1997-1998 menjadi di satu 

yang baik untuk berbagai lembaga eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Saat ini ini kita harapkan 

adanya sistem peradilan yang berkeadilan dan 

akuntabel," imbuh Sri Mulyani. 

Cornel B Juniarto, dari Hermawan Juniarto & 

Partners, member of Deloitte Legal 

Network berpendapat, kasus kepailitan merupakan 

bahaya baru bagi industri properti nasional karena 

berdampak secara sistemik mempengaruhi 175 

industri ikutan dengan 30 juta tenaga kerjanya. 

Menurut dia, kasus kepailitan justru kontra produktif 

dan merugikan semua pihak, baik konsumen 

maupun pengembang. 

“Kami menduga ada oknum-oknum yang 

sengaja memperkeruh dan memanfaatkan situasi 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4340179/sri-mulyani-akui-terima-temuan-berulang-piutang-perpajakan-dari-bpk
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untuk mengail keuntungan secara pribadi atau 

mengusung kepentingan-kepentingan tertentu. 

Padahal, undang-undang maupun peraturan 

tentang kepailitan ibarat pisau bermata dua,” ujar 

Cornel. 

Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 37 

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keduanya, 

kata Cornel, secara prinsip merupakan payung 

hukum bagi para pelaku usaha dan pemangku 

kepentingan yang mengatur tata cara atau 

mekanisme penyelesaian kewajiban yang timbul dari 

suatu perjanjian atau transaksi. 

Sebagai pijakan hukum, sambung Cornel, UU 

Kepailitan dan PKPU telah mengalami beragam 

ujian, khususnya berkaitan dengan tingkat 

efektifitasnya sebagai sumber hukum dalam 

penyelesaian kewajiban antara kreditur dan debitur 

 di masyarakat. Kepailitan dikenal sebagai sarana 

yang dapat digunakan oleh para kreditur untuk 

“memaksa” debitur menyelesaikan kewajibannya. 

“Sementara sebaliknya PKPU merupakan 

sarana yang dapat digunakan bagi debitur untuk 

menyelamatkan usahanya dari ancaman 
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kebangkrutan. Namun kenyataannya, dalam 

beberapa kasus, UU kepailitan dan PKPU justru 

digunakan oleh debitur sebagai sarana untuk 

menghindari pemenuhan kewajbannya terhadap 

para kreditur,” tegas Cornel. 

Cornel menyampaikan faktor-faktor penting 

yang dapat membantu masyarakat atau badan 

hukum memahami kerangka hukum Kepailitan dan 

PKPU secara utuh, termasuk kepailitan sukarela 

(voluntary bankruptcy) dan restrukturisasi utang 

melalui Pengadilan Niaga. Khusus bagi perusahaan 

terbuka atau perusahaan publik, ia menyoroti 

beberapa aspek kepatuhan hukum (legal 

compliance issues) yang wajib dilakukan apabila 

mendapat gugatan pailit dari krediturnya, atau 

ketika mengajukan kepailitan sukarela. 

Secara prosedur kepailitan sukarela yang 

diajukan sendiri oleh debitur memang dimungkinkan 

dan telah diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU. 

Kepailitan sukarela diperuntukan bagi debitur yang 

secara sadar memahami bahwa perusahaan 

berada dalam keadaan insolvent atau tidak memiliki 

dana untuk melunasi utang. Mereka secara sukarela 

mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya 
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sendiri dengan tujuan agar melalui Pengadilan 

Niaga, seluruh kewajibannya kepada kreditur dapat 

diselesaikan. 

Menurutnya kepailitan sukarela seharusnya 

bukan merupakan sarana bagi debitur untuk 

menghidari penyelesaian kewajibannya kepada 

kreditur ketika dalam keadaan solvent. Namun 

demikian, ia mencatat ada beberapa kasus yang 

ditengarai merupakan kepailitan sukarela yang 

tujuannya justru untuk menghindari penyelesaian 

kewajibannya kepada krediturnya. “Kepailitan semu 

semacam ini jelas merupakan antitesis dari tujuan 

kepailitan sukarela yang diatur di dalam Undang-

Undang Kepailitan,” tegasnya lebih lanjut. 

Pada sisi lain, Cornel juga mencermati adanya 

fakta bahwa PKPU yang pada dasarnya ditujukan 

sebagai sarana bagi debitur untuk merestrukturisasi 

hutangnya kepada kreditur melalui Pengadilan 

Niaga, malahan digunakan oleh debitur nakal untuk 

menghindari kewajibannya. Modus lainnya yakni 

sengaja digunakan oleh  distressed investors untuk 

mendapatkan aset suatu perusahaan yang 

mengalami masalah keuangan dengan harga yang 

murah. 
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Pihak developer yang digugat pailit atau PKPU 

jelas mengalami kerugian dari berbagai sisi, termasuk 

materiil hingga runtuhnya kepercayaan pasar. 

Padahal, acap kali gugatan pailit tidak selalu 

mencerminkan kondisi riil dari perusahaan, namun 

lebih karena ulah oknum yang ingin menunggang 

kesempatan. 

Menghadapi adanya tren dan fenomena 

kepalitan ini, kita semua sepakat bahwa revisi UU 

Kepailitan dan PKPU wajib diakselerasi oleh 

Pemerintah dan DPR, revisi UU Kepailitan dan PKPU 

diharapkan mampu menjaga dan melindungi 

industri, termasuk konsumen dari ulah para oknum. 
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